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RINGKASAN

Kajian perlindungan hukum bagi korban amuk massa dari perspektif
viktimologi memberikan orientasi bagi aparat penegak hukum dalam memberikan
perlindungan terhadap korban uniuk kesejahterasn dan pembangunan
kemanusiaan masyarakat supaya tidak menjadi korban dalam arti luas dan
terjadinya viktimigasi. Sebagaimana dalam politik kriminal bahwa kebijakan
kriminal khususnya melalui hukum pidana mempunyai tujuan untuk mencapai
kebijakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari
kebijakan sosial.

Dengan muncuinya aliran hukum pidana modern, sistem hukum pidana
lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Akibatnya kepentingan korban
kurang mendapat perhatian dan perlindungan sehingga eksistensinya terabaikan,

Dalam proses peradilan pidana, kepentingan korban hanyalah satu dari
sekian banyak kepentingan yang mungkin dipertimbangkan oleh aparat penegak
hukum, yaitu sejauh mana peranan dan keterlibatan korban dalam terjadinya suatu

tindak pidana.
‘ Korban dalam konteks ini adalah korban kejahatan, yaitu korban akibat
~ menjadi sasaran kerusuhan dan amuk massa sehingga menderita kerugian.
‘Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit, di samping kerugian harta benda, juga

korban jiwa dan luka-luka serta kerugian immaterial laionya, seperti rasa takut,

trauma dan kondisi psikis yang labil.

Kedudukan yang tidak seimbang antarn pelaku dan korban tindak pidana
memuncutkan tuntutan masyarakat terhadap keadilan, salah satu tuntutan itn
adalah menghendaki adanya perhatian dan perlakuan yang seimbang antara
korban dan pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana.

Kendati kerusuhan dan amuk massa akhir-akhir ini sering terjadi di

- berbagai tempat dan banyak menimbulkan kerugian bagi korban, namun di sisi
lain belum ada instrumen periindungan hukum terhadap korban amuk massa,
khususnya ganti rugi akibat menjadi sasaran amuk massa oleh para perusuh.
Permasalshan ini penting mengingat kerusuhan dan amuk massa sering terjadi
kendatipun aparat keamanan sudah sejak dini mengantisipasinya. Bahkan sampai
sekarang masih belum ada pelaku utama amuk massa yang dihadapkan ke meja
hijau akibat alahnya, dihukum untuk membayar sejumiah ganti kerugian berupa
restitusi dan ataupun kompensasi kepada korban.

Untuk maksud tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal) sebagai pendekatan utama di samping

yuridis komparatif sebagai penunjang yang disilangkan dengan nilai-nilai dalam .

perlindungan hukum bagi korban amuk massa.
Dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap kepentingan korban
dapat dikategorikan dalam dua ruang lingkup, yaitu :

1. Perlindungan korban secara tidak langsung
Yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadl korban kejahatan yang ldent:k

dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentmga.n hukum
masyarakat..

2. Perlindungan korban secara langsung
Yaitu perlindungan hukum ustuk memperoleh jaminan atau santunan hukum
atas penderitaan dan kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan,
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termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan (“acces to
Justice and fair treatment, assistance”) dalam peradilan pidana
Berdasarkan hasil penelitian didapat suatu kesimpulan, bahwa bekerjanya
peradilan pidana (aparat penegak hukum) belum sepenubnya mewujudkan
kepentmgan dan perlindungan terhadap korban amuk massa.
Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kerusuhan dan amuk massa
dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yaitu faktor ekonomi yang ditandai dengan
adanya keserjjangan yang menganga antara dua etnig yang berbeda, di samping itu

. faktor sosial- budaya, di mana kedua etnis mempunyai kebudayaan dan filosofi

serta persepsi kemasyarakalan yang tidak sama, dan faktor bernuansa SARA
(Kesukuan, Ras, Agama dan Antar Golongan) serta faktor birokrasi aparat
penegak hukum (Kepolisian} yang cenderung “diskriminatif’ terhadap kedua
etis. Dari keempat faktor penyebab di afas, faktor ekonomi merupakan faktor
penyebab utama yang memberikan kontribusi paling dominan bagi meletusnya

- kerusuhan dan amuk massa.

Kebijakan aparat penegak hukum dalam menangani kerusuhan sebagai
upaya untuk melindungi korban amuk massa dilakukan dengan cara

2. Penanganan jangka pendek-yang diarahkan untuk menghentikan kerusuhan
dan mencegah meluasnya kerusuhan dan amuk massa ke daerah lain, Upaya
ini dilaksanakan dengan melakukan tindakan-tindakan, antara lain :

1. Menghentikan kerusuhan dan konflik fisik antar warga (etnis).
2. Melakukan ikrar damai.

3. Melakukan tindakan hukum secara cepat dan tepat,

4. Mengadakan forum dn]og antar etnis.

b. Penanganan jangka panjang yang diarahkan untuk mencegah supaya
kerusuhan di masa yang akan datang kerusuhan dan amuk massa tidak
terulang lagi. Upaya ini dilaksanakan dengan mengadakan pendekatan-
pendekatan, antara lain
1. Penanganan dengan pendekatan aspek sosial budaya.

2. Penanganan dengan pendekatan aspek ekonomi.

3. Pemberdayaan hukum dalam penanganan kerusuhan dan amuk massa.

4, Pemberdayaan sumber daya aparat (hukum) dalam penanganan kerusuhan
dan amuk massa.

Kebijakan aparat penegak hukum dalam menangani kerusuhan dan amuk massa

tersebut di atas, merupakan bentuk perlindungan korban secara tidak langsung.

Pengaturan tentang restitusi dan kompensasi dalam hukum pidana positif,
diatur dalam dua model pengaturan, yaitu dalam hukum pidana materiil, termasuk

di dalamnya peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP dan di

dalam hukum pidana formil (KUHAP). ,

Dalam hukum pidana materiil (KUHP), restitusi diatur dalam Pasal 14c

KUHP. Ganti kerugian dimaksud adalsh sebagai syarat khusus yang bersifat

fakultatif dalam lembaga pidana bersyarat Sedangkan dalam perundang-

undangan pidana khusus di luar KUHP pengaturan restitusi di atur dalam 4

(empat) Undang-Undang, yaitu Pertama, Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor

7 Drt. Tabun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi {UUTPE) di mana kedudukan restitusi adalah sebagai sanksi berupa

tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan

pidana pokok. Kedua, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkedudukan sebagai pidena
tambahan yang bersifat fakultatif Ketiga, Pasal 47 huruf ¢, d dan e Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengeloiasn Lingkungan Hidup di mana

kedudukan restitusi sebagai suafu bentuk tindakan tata tfertib seperti halnya.

dengan restitugi dalam UUTPE. Keempat, Pasal 63 Undang-Undang Nomeor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hukum pidana formil (KUHAP), pengafuran restitusi terdapat
dalam Pasal 98 — 101 KUHAP Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti
Kerugian. Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban melalui lembaga i
hanya terbatas pada ganti kerugian yang bersifat materiil, yaitu berupa “rugi” dan
“biaya”, padahal kerugian yang diderita korban akibat tindakan pelaku terhadap
korban bukan hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian yang bersifat
immateriil. '

Dalam hukum pidana formil ketentuan mengenai kompensasi diatur dalam
Pasal 77 jo Pasal 95 — 96 KUHAP yang diwujudkan melalui lembaga
praperadilan. Penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diputuskan
hakim - ditentukan secara interval minimum maksimum sehingga hakim
mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang akan

’ diberikan pada korban hanya dalam batas interval tersebut.

Pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kempensasi pada
kasus kerusuhan dan amuk massa di Kabupaten Brebes diperoleh fakta, bahwa
ternyata Hakim dalam keputusannya tidak menjatubkan vonis berups pidana
tambahan dalam bentuk pembayaran dan pemberian ganti kerugian oleh pelaku
kepada korban amuk massa. Kondisi ini jelas merugikan pihak korban, sehingga
akibat lebih lanjut kerugian yang diderita para korban juga tidak diputuskan siapa

- yang harus mengganti.

Secara praktig, hal ini berakibat masih belum adanya perlindungan hukem
vang sofisticated bagi korban amuk massa, sekaligus belum adanya perlindungan
secara langsung terhadap korban, yaitu perlindungan hukum untuk memperoleh
jaminan atau santunan hukum atas penderitaan dan kerugian orang yang telah

menjadi korban kejahatlan,
Dikaitkan dengan fujuan nasional negara Indonesia, ganti kerugian
seharusnya bukan lagi sebagai hak korban, melainkan merupakan keharusan

. pegara untuk memberikan ganti kerugian tersebut kepada korban. karena

terjadinya korban dapat dipandang sebagai gagalnya negara dalam memberikan
perlindungan yang baik kepada warga masyarakat, sehingga adalah logis kalau

negara harus bertanggung jawab atas kerugian/penderitaan yang dialami oleh
korban, yang walaupun untuk tahap awal dengan mengingat kondisi keuangan

negara, kompensasi yang akan diberikan kepada korban itu bersifat selektif, untuk
kemudian dikembangkan secara bertshap kepada korban-korban tindak pidana
lainnya.

Di samping pembayaran kompensasi melalui upaya penal, melalui upaya
nonpenalpun dapat dilakukan, yaitu dengan memberdayakan LSM {Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban
kejahatan. Keikutsertaan LSM diperiukan dalam hal kondisi keuangan negara
yang belum memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian kepada seluruh
korban kejahatan.
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ABSTRACT |

The research of defense of law for social violence victim from victimology’s

perspective give orientation for official public law to give protection to victim for -

welfare and social humanity improvement so they are not become victim and
victimization. As in the criminal policy, criminal policy especially in criminal iaw has
purposed to reach social defense policy and social welfare as a part of social policy.

As the growing of principle’s modern criminal law, criminal law system more
oriented to offender, not only to act. The result, the defense of victim can not be
defended, so that the existences of victim were ignored.

In the criminal justice procedure, defense victim as one of the great defense
who should be articulated by official public law, that is how there are victim’s crime
propitiated.

The victim in this contact is crime’s victim, it is the victim of damages who
becomes object of social violence, so the victim cost in loss. The loss is not only a
property but also life, injured and other immaterial losses, such as feeling afraid,
trauma and labile condition of psychology.

Although in this decade social violence still exist in our community and

causes damages in various of place and cost in loss for the victim, but in the other

side, there is an instrument to defense of law for social violence victim, especially’

compensation damages for object of social violence victim by offender. This problem
is important that social violence is always existing, although there is anticipation to

solve this. In the recent time, there never the offender of social violence that decided =
- of court to pay compensation or restitution for victim.

In the criminal law, the defense of victim’s interest can be classified into two
categories :
1. Indirect defense victim
- Itis a law defense for not becoming crime victim and defense of human right or
social law interesting :
2. Direct defense victim . .
Itis a law defense for gaining the guarantee of law and access to justice and fair
treatment assistance.
Based on the research result, it can be conclude that the work of court (law
official) is not really fulfill the interest and defense of social violence victim.
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- BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi korban amuk massa yang akan dikaji dalam
pénelitian ini berkaitan dengan kebijeskan yang diambil dalam menghaﬂapi
gemakin menjamurnya fenomena aksi unjuk rasa yang diwujudkan dalam bentuk
amuk massa dan kerusuhan yang hampir merebak di seluruh Indonesia.
Pembahasan masalah ini Vakan difokuskan pada kajian Viktimologi, yaitu tentang

pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban amuk massa yang diberikan dalam

 bentuk pemberian ganﬁ kerugian kepada korban dan kebijakan aparat penegak
hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban amuk massa. Penelitian

- ini akan mencari benang merah terhadap kerusuhan yang terjadi pada beberapa

daersh di Kabupaten Brebes yang antara safu dan yang lainnya terdapat

persamean dan perbedaan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa kerusuhan massa yang disertai

dengan kekerasax‘ll magsal dan amuk massa Dalam tahun-tahun belakangan ini di

sepanjang tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ini, kerusuhan sosial yang

terjadi di negeri ini secara kualitatif meningkat tajam dan selama setahun terakhir

~ ini di beberapa daerah muncul permasalahan yang berakhir dengan kekerasan,

Berbagai kerusuhan massa belakangan ini yang disertai dengan kekerasan
massal dan amuk massa banyak menimbulkan kerugisn haria benda bahkan
korban jiwa yang banyak. Kondisi yang demikian ini terasa menyita perhatian dan
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keprihatinan kita, paling tidak pada paruh akhir dasawarsa ini kerusuhan massa

fersebut terekam sebangai fenomena sosial yang penting yang terus meningkat.
intensitasnya yang sungguh-sungguh mengkhawatirken bagi keutuhan kehidupan
berbangsa dan bernegara. |

Aksi unjuk rass (kerusuhan) yang sering dilukiskan sebagai bentuk

| perfawanan yang diperlihatkan arus bawah, langgam dan fenomena dinamiknya

" dapat diikuti secara cukup rutin dalam berbagai surat kabar dan majalah,

meskipun sebagai satu konsep, validitas istilah arus bawah memang masih
mengundang perdebatan karena sebagai wujud ‘suaAtu kelompok sosial tertentu,
batasan dan kriterianya belum jelas, sehingga tidak mudah untuk memberikan
tipologi yang tepat.’

Sebagai contoh mutakhir dari rangkaian kejadian peristiwa kerusuhan
yang dibarengi dengan amuk massa adalah kervsuhan yang terjadi di sepanjang
jalan pantai utara (Pantura) antara Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Jawa
Tengah, yaitu kerusuhan yang terjadi di kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan
Tanjung dan Kecamatan Losari pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 1998 lyang
sasarannya adalah rumah-rumah dan toko-toko serta bangunan-bangunan milik

warga negara Indomesia (WNI) keturunan atau Nonpri yang mengakibatkan

“hancur dan terbakarnya beberapa rumah dan bangunan gerta penjamh%m isi toko-

toko yang mengakibatkan kerugian milyaran rupish dan berbuntut _dengan—
ditangkapnya beberapa perusuh dan pelaku oleh aparat keamanan dan Kepolisian

untuk dimintapertangpungjawabannya.

! Bagong Suyanto, Muhammad Asfar, Rudi Px;anata, Gejolak Ares Bawah, Pusteka Utarna Grafiti,
Jakearta, 1994, halaman 9.
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Contoh lain yéng bisa dikedepankan adalsh munculnya aksi unjuk rasa
yang berbentuk aksi keprikatinan yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh
Indonesia yang menuntut dilakéanakamxya reformasi polittk dan reformasi
ekpnomi serta supremasi hukum kepada pemerintah akibat kondisi sosial,
ekonomi dan politik sekarang ini dan diperburuk dengan adanya krisis moneter
dan krisié ekonomi serta krisis mbral dari aparat dan birokrat yang tidak tahn
kapan akan berakhir. |

Daflar panjang untuk menggambarkan beragamnya aksi unjuk rasa dan
kerusuhan ini dapat dibuat, karena ternyata aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan
oleh orang-orang tertentﬁ, seperti kelompok buruh dan mahasiswa tetapi sudah
dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang selama ini tak pernah melakukan

itu, misalnya pmapetmn gury, dosen , ibu-ibu, kelompok dalam partai politik dan

~ bahkan kaun sanin pondok pesantren yang seiama ini sangat menghormati figur

ulama/kiai pengasuh pondok pesantren.’

Sebenarnya banyak masalah yang melatarbelakangn terjadinya peristiwa

tersebut di atas, baik faktor sosial, ekonomi maupun budaya. Yang jelas, sebagian

besar kasus yang terjadi berawal dari kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat

yang telah lama tidak tertmlgani:

Dari komentar-komentar para pemerhati dan tokoh-tokoh masyarakat

tergambar  bahwa  kerusuhan-kerusuhan yang terjadi disebabkan karena
berkembangnya ketidakpastian-ketidakpastian dalam masyarakat. Dan yang

‘paling mencolok adalah adanya ketidakpastian hukum dan kondisi ekonomi.

politik yang ada sekarang ini.

2 bid. halaman 4.




Dalam konteks ini menurut kriminolog LS. Susanto’, bahwa gerakan
massa tersebut muncul akibat dari rasa ketidakpuasan masyarakat, yang pada

dasarnya berawal dari kesenjangan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Karena kenyataannya kesenjangan tersebut tidak semakin kecil tapi justru

gemakin lebar,

Pendapat yvang agak senada dikemukakan oleh Revrisond Baswir 4, bahwa

kesehjaugan ekonomi memang memiliki daya pecut cukup besar terhadap

kemarahan rakyat Dalam hal ini sebenarnya kesenjangan ekonomi Indonesia
sebenammya sudah lama memiliki bom waktu. Bahwa ia akhimya bermuara pada
tefjadinya kerusuhan massal, hal itu secara tidak langsung mengungkapkan belum

kunjung dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk menangguiangi persoalan

~ tersebut.

- Hal yang menarik dari pendapat ini inlah yang dilatarbelakangi oleh suatu

-

fakta bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia demikian sangat timpang dan

lebar.

Di samping kondisi hukum dan kondisi ekonomi, kondisi politik di

Indonesia juga memicu munculnya kerusuhan-kerusuhan sosial. Pemerintah Orde

Baru {ORBA) memang berhasi! mengupayakan pembangunan ekonomi. Hal ini

terlihat dari menaiknya pendapatan perkapita secara pasti dan transparansi dari
perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian ke sektor industri secara

.cepat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup tinggi dibandingkan de'ngan

I Lihat tulisan 18, Susanto dalam artikel di Suara Merdeka tanggal 22 Pebruari 1997, S8emarang,

* Revrisond Baswir, Kesenjangan, Kongsi Dan Kensuhan Massal, Media Indonesia No 5857
ThCKVIL, Tanggal 26 Agustus 1996, hal. 6.




peﬁumbuhan ekonomi negara-negara lain, tetapi dibalik prestasi tersebut
kééénj angan sosial menganga demikian lebarnya.

| Kue peml;zmgunan yang disediakan itu, sebagian besar hanya dinikmati
oleh sekelompok kecil oréng, gementara yang sebagian besar lainnya
memperebutkan sisa-sisanya Yang memprihatinkan lagi akibat dari pertumbuhan

ckonomi yang cepat itu melahirkan fenomena kemiskinan massal dan kekayaan

‘ fmlg berlimpak dari segelintir orang yang hidup dengan kondisi serba mewash.

.Kelompok pertama vang tidak diuntungkan ini (the have nots) secara potensial

mudah terpancing bagi munculnya kerusuhan-kerusuhan sosial.

Berdasarkan realitas sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
pampaknya di masa-masa yang akan datang gejolek-gejolak sosial dan bentuk
kerusuhan sosial lainnya skan semakin sering, hal ini dapat diduga bahwa
maraknya aksi-aksi unjuk rasa dan kerusuhan-kerusuhan sosial tidak akan segera
berakhir, karena selain magih adanya persoalan ekonomi juga tidak kalah
pentingnya yang memiliki potensi cukup besar terhadap kemaraharn masyarakat
atan amuk massa adalah semakin maraknya praktek korupsi, kolusi ds;m nepotisme
yang berada hampir pada semua lini birokrasi.

. Hal mendasar lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa saat ini
telah terjadi pergeseran dinamika politik dalam masyarakat dan ﬁegafa yang tak
iepas dari pengaruh peradaban dunia yang semakin global. Pengaruh dari -
perkembangan yang terjadi akibat globalisasi tak pelak mendorohg masyarakat
dan negara untuk melakukan keterbukaan ;:Ian dgmo.la*atisasi di segala bi&ang,
yang pada gilirannya mendorong semakin menguatnya penghormatan tgrhadap

Hak-Hak Asasi Manusia [HAM] dalam arti luas,




Sebagaimana dikatakan Satjipto Raharjo’, bahwa munculnya gelombang

perlawanan dari masyarakat memang harus kita akui bahwa ada perubahan dalam

pex“iiaku bangsa Indonesia yang selama ini jadi penerima, penurut, tetapi sekarang
kita melihat ada swatu change of deaction, suatu rangkaian perlawanan atau
munculnya gelombang perlawanan.

Selain it jika kita mau mengamati secara lapang dimensi dari kerusuhan
dan kekerasan, akan terlihat adanya dimensi perlaman di sana. Perlawanan
yang pecah dari kompleksitas problema sosial, politik dan ekonomi yang selama
ini dihadapi masyarakat yang terhegemoni dan terdominasi.®

Dalam konteks ini, LS. Susanto’ mengatakan bahwa perkembangan
teknolo~gi (komunikasi}) };ang pesat telah memacn proses globalisasi di berbagai

'égi kehidupan, seperti ekonomi, komunikasi, budaya, politik dengan semakin

meningkatnya  {untutan-tuntutan  terhadap 'keterbukaan, demokratisasi,

. penghormatan dan perlindungan. hak asasi manusia (HAM) Tanpa menutup

kenyataan adanya kekurangrelaan dan berbagai usaha untuk mengingkari hal-hal
tersebut khususnya yang menyangkut hak asasi manusia, namun nampaknya
tuntutan-tuntutan terhadap hal-hal tersebut menjadi semakin meluas dan terbuka.

Aksi unjuk rasa yang sering dibarengi dengan amuk massa yang berbentuk

kerusuhan yang terjadi di berbégai tempat akhir-akhir ini akibat kelangkaan dan

naiknya harga-harga barang sembilan bahan pokok (sembako) sedikit banyak -

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh - globalisasi. Fenomena sementara

% Satjipto Rahario, Sistem Peradlilan Pidana Dalam Wacana Konfrol Sosial, Jurnal Hokum dan =
* Kriminologi, Volume I'Nomor I/1998, hal. 10.

§ Hairus Salim HS dan Andi Achdian, Amuk Banjarmasin, Yayasan Lemnbega Bantuen Hukum
Indonesia [ YLBHI], Jakarta, 1997, hal.101.

713, Susanto, Pokok- Pokok Pikiran Kriminologi hidonesia, Makalah Seminar Kriminologi VII,
Semarang, 1994, hal.5. :




menunjukkan amuk massa itu sasarannya adalah toko-toko dan gudang-gudang

‘sembako. Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit, di samping kerngisn harta

'~ benda ju ga korban luka-luka.

Sejauh ini fokus tindakan lebil diarahkan pada sisi penindakan (ro;presif)

berupa pemulihan keadaan, khususnya sisi keamanan dan kestabilan, karena aksi

amuk massa itu_ telah menimbulkan ketidaktenteraman dan ketertiban dalam

masyarakat. Pada sisi lain belum ada instrumen perlindungan hukum atau
peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan
terhadap korban amuk massa, khususnya ganti kerugian akibat menjadi sasaran

amuk massa oleh para: perusak.

Sejalan dengan terminologi di atas, ruang !ingkt_lp perlindungan hukum
bagi korban amuk massa dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan apakeh
yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya kerusuhan
vang diikuti amuk massa dan apakah korban mendapat ganti kerugian dalam
bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak korban sebagai upaya

perlindungan hukum bagi korban amuk massa di Kabupaten Brebes

Permasalahan ini penting mengingat amuk ﬁmsa sering terjadi kendatipun
pihak aparat keamanan sudah sejak dini mengantisipasinya. Bahkan sampai saat
ini masih belum ada seseorang yang dihadapkan ke meja hijau akibat ulahnya .
sebagai pelaku utama (aktor intelektual) maupun pelaku lain (dader) .dengan

hukuman tambshan membayar ganti kerugian akibat  perbuatan yang

¢ Bandingkan dengan C. Maya Indah §, “Bekerjanye Peradilon Ptdona Dolam Mewufudian
Perlindhingan Korban”, Tesis Program Magister Ilnu Hukum Universitas Dlponcgoro,
Semarang, 2001, hal. 13,
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dilakukannya. Sehingga akibat lebih lanjut kerugian yang diderita para korban
amuk massa juga tidak diputuskan siapa yang harus mengganti.

Fem;nnena ketidakadilan yang dialami korban akan lebih jelas dan nyatzi
apabiia dikaji dari fujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, karena pelaku
kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of qffénders,
readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain.” Hal ini merupakan suatu bentuk

ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya

difingsikan sebagai sarana pembuktian saja, dan tidak jarang pula hak-hak asasi

korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga dan pranata
hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (aﬁénder_' ariented).

Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagat risk secondary

vicimizations dalam bekerjanya peradilan pidana '° Sehingga kedudukan korban

dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan.

Secara praktis, kondisi yang demikian ini berakibat masih belum adanya

perlindungan hukum yang sofisticated bagi korban, khususnya korban akibat

menjadi sasaran amuk massa oleh para perusuh.

® Hak-hak tersangks / terdakwa lebih banysk diatur dalam KUHAP dibendingken dengen hak

korban, sepem hak memperoleh bantuan hukum, hak mengajukan saksi a de charge dan saksz ahh,

ganti rugi, rehebilitasi dan pra peradilan.
19 174l ini merupakan bentuk viktimisasi yuridis dari aspek peradilan maupun menyangiut dimensa

* diskriminesi perundang-undangan, termasuk menerapkan “hukum kekuassan” ( C. Maya Indah,

Cp. Cit., hal. 6}.
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B. Perumusan Masalah
Be-rdasarkan latar belakang masalahlyang telah diuraikan di atas, maka
dapﬁt dirumﬁskan permaszilahmz sebagai berikut :
| 1. Bagaimahakah kebijakan aparat penegak hukum dalam menax.lgani
 kerusuhan sebégai upaya perlindungan kepada korban amuk massa?
2 Bagaimanakah penerapan ganti kerugian (restitusi dan kompensasi) sebagai

upaya perlindungan kepada korban amuk massa?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
1. Memperoleh gambaran mengenai kebijakan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum bagi
korban amuk mossn.
2. Mengetahui pemberian ganti kerugian sebagai upaya perlindungan hukum

bagi korban amuk massa.

D. Manfaat Hasil P?nelitian
1. Manfaat dari Segi Teoretis
a. Memberikan sumbangan pemikiran ati;s studi mengenai birokrasi dan
relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi korban amuk massa -
dari pengamatan kriminologi kritis maupun viktimologi.
b. Memperkaya pemabaman akademik bagi upaya  penyusunan
kebijakan perlindungan hokum bagi l;ox'ban amuk massa daﬁ

pelaksanaan pemberian ganti kerugian secara konkrit dalam upaya
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memberikan keadilan- bagi korban dan mencapai kesejahteraan

masyarakat pada umumnya.

Memberikan masukan bagi pihak aparat penegak hukum dalam

Ly

rangka penetapan kebijakan perlindungan kepada korban, khususnya
korban skibat amuk messa sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana (criminal justice system}

d Menambah cakrawala pemikiran ilmuwan yang mendélami
kriminologi khususnya viktimelogi sehingga inembuka kémungk-inan
berkembangnya suatu pemahaman baru mengenai perlindungan
hukum bagi korban amuk massa demi perkembangan viktimologi di
Indonesia. _

2. Mauafaaf dari Segi Praktis
a. Memperluas cakrawala pemikiran peneliti maupun pembaca dan
.masyarakat terhadap magalah perlindungan hukum bagi korban amuk
massa.

b, Memberikan ﬁeshipsi tentang permasalahan perlindungan hukum bagi-
korban amuk massa, khususnya tentang pemberian ganti rugi dan aspek
kebijakan aparat penegak hukum sebagai sub sistem dari criminal justice
system.

é. Mencoba _meﬁberikm gambaran antisipatif berdimensi masa depaﬁ |
kepada korban, khususnya korban akibat sasarax‘lr amuk massa sehingga

akan mendapatkan kepastian dan keadilan bilamana mengalami kerugian

akibat kerusuhan dan amuk massa.
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E. Kerangka Pemikiran
- Kejahatan merupakan fenomena sosial yang paling tua dalam sejarah
’ peradaban manugia, karenanya ia berpotensi inenjadi penghambat bekerjanya
sistem sosial. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pengendalian sosial agar
_ sistem sosial yang ada dapat berjalan dengan baik. Salahl satu mekanisme
pengendalian sosial yang berkaitan dengan kejahatan adalah hukum pidana
dengan sanksinya yang berupa pidana
Hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan digunakan
‘sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indogesia.
Kebijakan atau politik hukum pidéna yang dilaksanakan olch bangsa Indonesia
sudah tentu akan mencapai sasaran dengan baik apabiia mengacu dan berada
dalam kerangka politik kriminal secara keseluruhan (social defense planning)
yang merupakan bagién integral dari rencana pembangunan nasional. n
Hmu hukum gebagai ilmu sosial yang normatif sangat membutuhkan hasil-
hasil dari ilmu-ilmu sosial lainnya dan khususnya dalem pembentukan hukum
pidana perlu bantuan dﬁri kriminologi'Z.
Menurut EH. Sutherland ©* kriminologi adalah seperangkat pengetahuan
yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya
proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi

terhadap pelanggaran undang-undang.
Perkembangan dalam kriminologi ditandai dengan munculnya berbagai

teori yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi tersebut

U Sudarto, Fekaum dan Hudaen Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 96.
12 1jd, halaman 148,
1318, Susanto, Kejahatan Korporasi, BP,Undip, S8emarang, 1995, hal. 1
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dalam kerangka pemikiran yang berbeda-beda, sehingga kersngka pemikiran
ifu sangat berpengaruh pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh
~dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas yang diemban
kriminologi'®.
| Pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa, secars garie besarnya cara
pandang yang digunakan dalam memberikan peﬁjelasan mengenai fenomena
.kejahatan dalam kriminologi dikenal 3 (tiga) aliran pemikiran, yaitu aliran
pemikiran klasik, aliran positif _dan aliran kritis. Di antara tiga aliran pemikiran
tersebut, aliran pemikiran kritis yang berkembang sejak tahun 1960an

dipandang menjadi semakin penting, karena aliran yang mengarahkan studinya

pada, proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya

undang-undang dapat memberikan sumbangan besar di bidang _sistem peradilanL

- pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat
* digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk
memberikan pf;rhaiian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan,
organisasi ‘{birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-

- undangan itu sendiri.”

Dalam konteks pemikiran kritis ini kemudian dapat diketahui bahwa suatu

. fepomena dipandang sebagai kejahatan akan sangat bergaﬁtung pada

pengetahuan dan persepsi seseorang terhadap kejahatan itu sendiri, karena itu |

realitas sosial tentang kejahatan merupakan hasil korstruksi, maka realitas

kejahatan tersebut dapat dikonstruksikan dalam wgjak realitas yang lain atau

M Ibid,, halaman 3
3 Bid., halaman 14

12




berbeda, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai kepentingan dan tujuan yang ingih
dicapai oleh orang yang mengkonstruksikannya. *®

. Hal lain yang cukup penting dengan dikenalnya pendekatan kritis adalah

bahwa pendekatan kritis dalam kriminologi yang berkembang sejak era 1960an
* yang antara lain ditandai dengan munculnya Teori Labeling oleh Howard

' Becker vang telah mengubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat

kepada mempelajari terjadinya kejahatan atau penjahat."”

Adapun proses terjadinya kejahatan atau penjahat *dapat digambarkan

sebagai berikut ;
Pelanggar g——————— » Polisi g-———-—» PenJahathe_]ahatan
Korban
{Masyarakat)

Dengan demikian salah satu sumbangan yang cukup besar dari aliran
pemikiran kritis adalah bahwa melalui pendekatan kritis ini ternyata telah
meningkatkan kesadaran para ilmuwan, bahwa kriminolqgi ~dan sistem
peradilan pidana yang selama ini berlaku berorientasi pada pelaku kejahatan
dan kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban

kejahatan, bahkan seringkali maiah dapat memperberat penderitaan korban.

1819, Susanto, Pemahamarn Kritis Terhadap Realitas Sosial, Majalah Masalah-Magalah Hukirn

No.9 Tahun 1992, FH, Undip, Semerang, Hal.2.

7 g B, Sularto, Sttt Reorientasi Tevhadap Korbar Xejohatan, Majelsh Masalah-Magaleh

Hukum No.3 Tahun 1997, FHL.Undip, Semarang, hai,20.

18 Bid hal.21
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Perjalanan sejarah tentang permasalahan korban menunjukkan adanya

dimensi baru yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Publikasi Ilminh yang

‘menandai dimulainya perhatian terhadap masalah korban kejahatan mulai

dikenal luas dengan diterbitkannya tulisan Hans Von Hentig yang berjudul
Remark on the Interaction of Perperator and His Victim pada taht;n 1941% dan
bukuﬁya yang berjudul 7he Criminal and His Victim pada tahun 1948. Dalam
pada itu, Benjamin Mendelsohn® pada tahun 1947 menulis sebuah makalah
dengan judul New Bio-psycho-social Horizons: Victimology. Ellenberger
dalam kaitan ini, pada tahun 1954 melakukan suatu studi tentang hubungan
psikologis antara si penjahat déngan gi korban. Karya-karya tersebut mencapai
puncaknya pada tahun 1973 yaitu ketika diselenggarakannya Simposium
Infernasional I tentang Viktimologi pada ‘tanggal 2-6 September 1973 di

Yerusalem.

Dengan dipublikasikannya tulisan Von Hentig, maka telah membuka

- cakrawala pemikiran baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu tindak pidana

seyogyanya dipandang ada suatu interaksi, ada suatu dinamika yang bukan saja
disebabkan oleh pelaku tetapi ada interelationship antara pelaku dan korban.

* Dalam kajtmf ini, Andi Matalatta® berpendapat hakekat dari suatu

~ kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang menimbuikan kerugian

_ pada korban, maka dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada pelaku -

harus pula memperhatikan “kepentingan korban. Karena terjadinya suatu

9 Yotitah Viktimologi bisa dilihat dalam Israe! Drapkin and Emilio Viano, ed. Victimalogy ,

Canada, 19735, hal.45,

20 15tilah viktimologi adalsh yang pertama dipergunakan oleh Benjamnin Mendelsohn pada tabhun

1947,

A andi Mattalatta, Santunan Bagi Korban, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, ed. J.E. Sahetapy,

Jakarta, 1987, hal.43-44.
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] kejahaian,- menurut Stephenk Schafer,” dalam teorinya yang terkenal dengan
Criminai-Victim Relationship, adalah karena antar hubungan korban dengaﬁ
pembuat kejahatan, sehingga didalamnyn terdapat finctional responsibility.

Berdasarkan teori Criminal-Victim Relationship 1ni, maka keterlibatan

- "korban akan berpengaruh pada tingkat kesalshan pelaku kejahatan. Lebih

!anjut; tingkat kesalshan ini akan berpengaruh pula pada aspek

pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya,seharusnya keteriibatan korban

ifu sendiri juga mempengaruhi aspek pelafanan dalam mewujudkan
perlindungan kepentingannya,” baik dalam wujud kompensasi maupun
restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata
berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan
ketertiban, melainkan seyogyanya secara konkret juga berorientasi pada
perlindungan terhadap kepentingannya secara konkret. Pada tataran berikutoya
kedudukan viktimologi menjadi semakin penting dan dapat memberikan
sumbangan yang besar dalam perumusan kebijakan kriminal dan juga
pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

Ada dua hal yang membawa viktimologi menarik perhatian ilmuwan,
yaitu;

1. Munculnya pandangan bahwa negara furut bersalah dalam terjadinya

korban. Hal ini telah menghasilkan perlunya negara memberikan -

kompensasi kepada korban kejahatan yang dipelopori oleh Margery Fry:

= Mardjono-Reksodiputro, Krimmologidan Sistem Peradilen Pidana ,Jekarta, 1994b, hal. 103

B periksa Ninik Widiyanti den Yulius Waskita, Kgjehatan Dalam j&zsyamh:f dan
Pencegahannya, Jakarta, 1987, hal. 135.
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2. Pengaruh dari kecenderungan baru dalam kriminologi yang meninggatkan
positivistis (mencari sebab-sebab kejahatan) dan lebih memperhatikan
proges-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur
mﬁsyax_'akatnya (pendekatan kriminologi kritis)**

Bertitik tolak dari pandangan yang memasukkan pembahasan viktimologi
dalaiﬂ kerangka kriminologi, maka paling tidak viktimologi mempunyai tujuan
untuk mempelajari kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sering
mengakibatkan individu atau kelompok tertentu menjadi korba.n. Jadi tidak
hanya sekedar sebagai masalah sosial akan tetapi juga sebagai masalah yar;g
bersifat sosiologis.”

Menurut LS. Susanto,” hal di atas karenanya mempunyai dua daerah
jelajah yang bersifut integral, yaitu :

1. Konteks sosial di mana viktimologi terjadi. Di sini dipelajari nilai-nilai
kultural, fradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan
kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan-tekanan sosial,
konflik, cap jahat serta cara-cara penyelgsaian konflik. Misalnya, kelompok
yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk memaksakan kehendaknya
dengan menggunakan kekuasasnnya atau bahkan kekerasan, sehingga
penyalahgunaan _keicuasaan ‘dapat dilihat sebagai sesvatu yang bersifat
endemik terﬁaclap viktimisasi. | |

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap

individu. tertentu, kelompok,masyarakat luas maupun kemanusizan pada

1S, Susanto, 1995.0p.Cit., hal.90.
25 mid., hal. 90,
* Ibid., hal 90-91. _
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umumnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap timbulnya pandangan-
- pandangan kelompok termasuk kelompok yang berkuasa tentang masalah-
masalah yang dapat dihadapi sehingga dapat diangkat sebagai problem bagi

| seluruh masyarakat. |
Studi tentang korbén dengan berlandaskan pada dua dacrah jelajah di atas

diharapkan azkan dapat memberikan hasil yang berguna untuk usaha-vsaha

_dalam melindungi dan memperbaiki kedudukan korban kejahatan, di samping
‘memberi kemungkinan dalam ussha-usaha untuk mengubah nilai-nilai, aturan-
" atoran dan prakiek yang dapat menjadikan masyarakat sebagai korban

" kejahatan.

Kerusuhan akiﬁat berbagai momentum, baik sebagai akibat dari aktivitas
politik praktis, olah raga maupun penyebab lain seperti krisis moneterr dan
ekonomi, kelmgka?m dan naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako)__dan
penjarahan toko-toko dan fasilitas-fasilitas umum oleh sekelompok Warga
sebagaimana terjadi akhir-akhir ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia.
Keganasan para pengunjuk rasa, pendukung fanatik terhadap kesebelasan
sepak bola (hooligans dan tifosi) dan berbagai tindak kebrutalann lainnya tidak

saja menimbulkan kerugian harta benda bahkan juga cucuran darah sampai

_ hilangnya nyawa manusia.

Karena amuk massa menimbulkan kerugian tidak sedikit, Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) pernah mengeluarkan .deklarasi tentang urgensinya
perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan dalam kerusuhan massal
yang tertuang dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for

Victim of Crime and Abuse of Power tertanggal 29 Nopember 1985, Tahun
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1999 secara lebih tegas PBB merekomendasikan urgensinya perlinduﬁgan
hukum terhadap korban amuk massa tersebut yang terfuang dalam Prot&:tiim
of Hmman Rights and Adress for Victims of Crime and Abuse Power.
Masalah perlindungan hukum ini, paling tidak telah mendapat perhatian
keﬁka berlangsung Kongres PBB ketujuhk pada tahun 1985 di Milan tentang
ThePrevention of Crime and Treatment of Oﬁén;z'ers. Dan hasil Kongres ini,
telah pula diterima oleh Majelis Umum PBB sebagai suatu Deklarasi yang
dituangkan dalam Resolusi Majelis Umuﬁ PBB Nomor 40/43 fertanggal 29
Nopember 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victim
aof Crime and Abuse of Power. Di dalam resolusi ini antara lain dimuat hal-hal
seperti masalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalshgunaan
wewenang oleh alat penguasa negara, termasuk pula masalah tindaken
penangkapan, penahanan yang tidak ssh, yaitu yang tidak berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku (illegal abuse of public power).
| Beranjak dari pertimbangan dalam deklarasi tersebut tampak jelas bahwa
korban karena kejahatan dan karena penyalahgunaan kekuasaan merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (TAM). Namun kedua konvensi
yang ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia ifu belum diratifikasi

Indonesia, artinya kendatipun pada prinsipnya kita terikat dengan ketentuan

tersebut namun masih sebatas pada keterikatan moral sebagai negara yang ikut '

-

_menandatangani konvensi. Sementara untuk efektif berlakunya dibutuhkan

. ratifikasi. Dengan pernyataan dan prosedur tertentu konvensi tersebut akan

. dituangkan dalam bentuk formal berupa endang-undang, sehingga akan

mengikat seluruh warga negara dan pemerintah,
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Kebijakan perlindungan hukum terhadap korban pada hakekatnya adalah
merupakan bagian yang infegral dari kebijakan perlindungan ﬁlasymkat
(social defence) secaa keseluruhan, waitu dalam rangka mencapai
H késejahteraén ssosial.”Oleh karena itu, menurut Andi Mattalatta, Z keterlibatan

negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban
bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fhsilitas  pelayanan
umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran, ba‘hwa nepara berkewajiban untuk
- memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya.
.- Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara | dalam
- memberikan pérlindungan yang baik kepada warganya.®
Secara teoritis, sebagai d.asar atau patokan bagi korban untuk memperoleh
perlindungan hukum, dia:lltaranya adalah hak untuk meﬁdapatkan restitusi dan
kompensasi, dalam hal ini bergaﬁtimg pada peranan dan keterlibatan korban itu
gendiri terhadap terjadinya kej ahatan.”
Untuk mempelajari dengan cermat permasalahan korban, maka penting
untuk mengkajinya dari berbagai pendekalan yang komprehensip dan
fungsional yang mempelajari fungsi dari asas kemasyarakatan dan faktor-faktor

sosial, ekonomi, politik, motif-mofif psikologi dan faktor-faktor keputusan

3 parda Nawawi Arief, Bunga Rampai Xebijakan Fdaum Pidana, Bandmg, 19986, hal.53-54.

% Andi Mattalatts, 1987, Op. Cit., hal 37.

? Rerkaitan dengan ini, Romli Atmasasmita berpendapat, .” negara memiliki kewajiben
melindungi warga negaranya yang teleh meenjadi korban tindak pidena antara lain dengan.
memberikan kompensagi terrhadap korban atau keluerga korban (Romli Atmagasmita, -
Masaiah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,, Majalah Fidaun Nasional Departemen
Kehakinten, 1992a, hal.28). : '

M Anif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Xumpulan Karangan, Ed1 Cetl Jakarts, 1983,
hal. 144,
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‘nonyuridis lain. Oleh karenanya permasalahan korban harus dikﬁji dalam

perspektif kritis.

Dengan penggunaan pemahaman kritis ferhadap permasalahan ko'rbaﬁ,
maka tidak lagi hanya melihat korban dari kedudukannya dan perannya dalam
éistem peradilan pidana secara sempit, melainkan memandang korban dalam
keseluruhan faset kehidupan masyarakat yang memungkinkan terjadinya
viktimisasi bukan hanya lewat kejahatan konvensional {warungan) tetapi juga
viktimisasi akibat kurang bertanggungjawabnya birokasi dalmn_menjalaﬁkan
tugas yang dipercayakan oleh masyarakat.

Kehadiran birokrasi dalam masyarakat modern memang tidak dapat
dihindarkan. Perjelanan budaya kita juga éudah dilukiskan sebagéi social

learning yang diantaranya termasuk pelajaran berorganisasi. Presthus (1963)*

" menyatakan bahwa sebuah model birokratis mengandung beberapa unsur, yaitu

vkurannys yang luas, spesialisasi hirarki, kecemburuan status oligarki
{(pemerintahan oleh yang sedikit), kooptrasi (seleksi pengganti oleh elite
organisasi), efisiensi dan rasionalitas.

Berkaitan dengan eksistensi birokrasi, Prayudi Atmosudirjo” mengatakan

" bahwa birokrasi mempunyai tiga arti, yaitu :

1. Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Dalam hal ini birokrasi cocok

sekali untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan -

_besar tetapi sejenis dan berulang-ulang dan pekerjaan yang memerlukan

keadilan merata dan stabil;

3 Kuntowijoyo, Demokrasi Dan Budaya Birokrasi, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994, hal.177.
3 3. Kartasapoetra,, Debirokratisasi dan Deregidasi, Bina Aksara, Jakarta, hal.35.

20




2. Birokasi seebagai suatu sistem, artinya birokrasi adalah suatu sistem kerja
yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan
(pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal gerta

berjiwa tanpa pilih kasih atau pandang bulu;

3 Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupskan jiwa kerja yang

kaku, _sebab bekerjanya seolsh-olah seperti mesin ditambah lagi dengan
disiplin kerja yang ketat atau keras dan sedikitpun tidak mauv menyimpang
_dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh

peraturan-peraturan.

Dalam konteks ini, Miflah Toha®” yang mengutip pendapat Max Weber

. menyatakan bahwa budaya birokrasi merupakan suatu budaya yang mengatur

dirinya dengan cara hirarkis, impersonal, rasional, yurisdiktif legalistik dan

meritokrasi. Budaya semacam ini menekankan bahwa susunan hirarki

merupakan konsekuensi logis jika birokrasi menginginkan kerja yang rasional.
Sikap yurisdildif legalistik menekankan bahwa budaya yang dienut birokrasi
itu budaya kerja yang selalu dibatasi oleh ketentuan hukum dan bukannya
ketentuan politik. Sedangkan meritokrasi mengharuskan cara-cara rekrutmen
dan kenaikan jabatan birokrasi didasarkan pada ‘kua]iﬁkasi teknis, bukannya
didasarkan atas cara dan budaya ¥onco atau patronage sistem. |

Pads masyarakat modern, birokrasi sangat diperlukan demi tercapainya
efisiensi efektivitas suafu pekerjaan, karenanya kehadiran birokrasi tidak bisa
kita kesampingkan begitu saja. Kita membangun birokrasi, birokrasi menjadi

kuat karenanya kita bersyukur, tetapi dalam pelaksanaannya temyata kita

33 Miftah tohs, Beberapa Aspek Kebijekan Birokrasi, Cet.IL Media Widya Mandala, Yogyskarta,

hal, 71.
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“dibuat terkejut oleh birokrasi, karena bukannya birokrasi yang melayani

kepentingan masyarakat malah sebaliknya, masyarakat yang melayani

| kepentingan-kepentingan birokrasi padahal tujuan dibentuknya birokrasi adalsh

untuk melayani kepentingan masyarakat.
Sehubungan dengan munculnys fenomena amuk massa dan kerusuhan,

maka tidak dapat kita sangsiken lagi betapa besar peran birokrasi (aparat

penegak hukum) dalam mengantisipasi munculnya fenomena tersebut serta

kebijakan yang diambil dalam menangani amuk massa sebagai wujud
perlindungan kepada korban amuk massa. Oleh karena itulah perlu diketahui
berbagai hal yang terkait dalam posisi dan peran birokrasi yang berpengaruh

dalam pembentukan visi dan persepsi birokirasi terhadap penegakan hukum,

~ khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban amuk massa.

Menarik sekali apa yang ditulis oleh Bernard Hennessy,”* yang

mengenalkan Teori Rangsangan Tanggapan (Stimulus Response S-R) yang

menggambarkén proses psikologi dari adanya rangsangan hingga

-menghasilkan tanggapan yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai
berikut :

- Penalaran ~a

Rangsangan —» Persepsi.---- » Pengenalan ———— Tanggapan

A

Menurut rumusan ini, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses

“ Perasaan

- yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan pada manusia.

_ "Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenglan, perasaan, dan’

3 Bernard Hennessy, Pendapat Unsen Edisi Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, halaman

117 Qudul asli “Public Opinion” , alih behasa oleh Amiruddin Nasution).
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penalaran. Persepsi dan kognisi adalah periu bagi semua kegiatan psikologis.

Orang yang bahkan paling sedikit terpengaruh oleh atau sadar akan adanya

rangsangan menerima dan dengan sesuatu cara menahan dampak dari

rangsangan. Rasa dan nalar tidak merupakan bagian yang perlu dari setiap

" gituasi renggangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individual

" yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangsn atau terhadap satu bidang

ranésangan sampai tingkat tertentu dianggap dipengaruhi oleh akal atan emosi
afau kedua-duanya.

Selanjutnya dikatakan, persepsi, pengenalan, penalaran, dan perasaan
kadang-kadang disebut variabel psikologis yang muncul di antara rangsangan
dan tanggapan. Adapun persepsi (perception) dapat didefinisikan sebagai cara
manusia menangkap rangsangan. Penalaran (reasor) adalah proses dengan
mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tfingkat
pembentukan kegiatan psikologis. Kognisi (cognition) adalah pengenalan,
yéitu cara manusia memberikan arti kepada rangsangan. Sedangkan perasaan
{feeling) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tin_gkat kognitif

atan konseptual. ™

Dalam konteks mencermati usaha-usaha untuk melindungi dan

'memperbaiki  kedudukan korban -khususnya korban amuk massa, perlu |

didukung oleh penelitian-penelitian yang dapat mengungkap pengetahuan dan

persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum tentang korban ‘dan

perlindungan terhadapnya. Usaba-usaha ini pada akhirnya akan berj nlan.paralell»

% bid., hal. 118.
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~dan sangat mendukung usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum dalam
kerangka sistem perﬂdilan pidana |

Seperti yang dikatakan oleh Muladi* bahwa sistem peradilan pidana di
-Indonesia sangat diperlukan adanya keterpaduan sistem peradilan pidana
{integrated criminal justice system), suatu sistem yang berupaya menjaga
keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat
maupun individu, termasuk kepentingan pelakn tindak pidana dan korban

kejahatan.

F. Metodologi Penelitian®’

1. Metode Pendekatan
Metode péndekamn yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis sosiologis (socio—legal).. Digunakannya pendekatan ini
karena 'permasalahan yang akan dibahas berkaitan erat dengan realitas
s_osia.l @,tillgkah laku nfata dari manusia itu sendiri, karena tingkah jaku
_manusia yang nyata ity harus mengacu juga pada norma-norma gosial dmx
hukum yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan pembahasan

hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya amuk massa dan kerusuban serta

persepsi- dan kebijakan aparat pehegak hukum dalam memberikan

3 Muladi, Kapitd Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cet. L, BP.Undip, Semarang, 1995, hal.ix.

¥ Noeng Muhadjir menjelasken penggunaan antara istilah "metodologi penelitian” dengan

“metode penelitian”. Metodologi penelitian membehas konsep teoretik deri berbagei. metoda,

kelebihan dan kelemshannys, yang dalam karya ilmish dilanjutken dengan pemilihan metoda

yang digunakan, Sedangkan metoda penelitian mengemukakan secara teknig tentang metoda -
metoda yang skan digunakan dalam suatu penelitian (Noeng Muhadjir, Metodologs Penelifian
Kual itatif, Yogyakarta, 1996, halaman 3.
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perlindungan kepada korban amuk massa juga penerapan ganti kerugian
bagi kerban amuk massa, |

Sesuai dengan bidang yang akan dikaji, maka penelitian ini
menggunakan p;andekatan secara sosiologis, yaitu mencoba rﬁenelusuri
secara mendalam (in depth) dan nyata dari sebush fenomena penerapan
hukum pidana dari konteks sosial.®

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka penelitian ini
menggunakan metode penelitian bualitatif, yang akan mengungkap suatu
yang berkaitan dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku
manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan hakekat
manueia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya. Sistemm makna itu
secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dal;zim
mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.”

Dengan melakukan penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat
diperoleh gambaran yang nyata dari prakiek penegakan hukum dalam
kaitannya dengan aturan-aturan tentang perlindungan hukum bagi korban |
amuk massa khususnya tentang pemberian ganti kerugian éldbat amuk
massa yang selama ini kurang mendapat perhatian,

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk menelaah
hui)ungan aspek hukum dengan aspek-aspek nonhukum di dalam

bekerjanya hukum di dalam l;enyataan gosial.

38 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hidaun Don Furimetri, Ghslia Indonesia, .
Jekarta, 1990, hal.10. -

% Sanepish Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar Dan Aplkasi, Yayasan Aseh Asih Asuh,
Malang, 1990, hal. 2. ,
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Dzlam hal ini yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan

data adalah kebijakan aparat penegak hukum dalam menangani kerusuhan
sebagai upaya perlindungan hukum kepada korban amuk massa den

penerapan atau pemberian ganti kerugian kepada korban amuk massa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Brebes, khususnya
di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari Pemilihan lokasi penelitian
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut telah terjadi
kerusuhan dan amuk massa yang sasérannya adalah bangunan den rumah-
rumah serta toko-toko milik warga negara Indonesia keturunan (Nonpri)

yang mengakibatkan kerugian materi maupun kerugian lainnya (psikhig).

. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,

. selebihnya adalah data tambahan sepert: dokumen dan Lain-lain.” Penelitian

ini ménggunaksm sumber data primer dan data sekunder.* Sumber data
primer diambil dari masyarakat yang terlibat kerusuhan dan amuk massa
yang dalam hal ini dibatasi pada pelaku amuk massa, korban a:ﬁuk Magsa,
dan sai(si-saksi. Selain itu juga aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa ‘
dan Hakim serta pejabat pemerintah d_ari instansi terkait yang berhubunganl

dengan’substansi permasatahan. B

1 exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatyf, Bandung, Rernaja Rosdekarya, 1 99§, hal.12.
4 Ronny H. 86emitro, Cp.C'i., hal.9-10.
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Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai
sumber, geperti bahan-bahan pustaka, literatur-fiteratur, dokumen,
himpunan peraturan peru-ndang-undangan, jurnal atau buletin ‘ilmiah, gurat
kabar serta berbagai karya ilmiah dan hasii-hasil penelitian yang berkaitan

dengan masaiah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data selalu diusahakan sebanyak mungkin
pengumpulan magalah-masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh

melalui :

a. S;udi Kepllstaka;;n (Library Research), yaitu pengumpulan dan
mengkaji berbagai bahan hukum sekundt_ar, yakni bahan-bahan yang erat
hubungannyar dengan bahan hukum primer.? Selanjutnya dikatakan
bahwa studi pustaka disebut sumber data nonmanusia, dengan cara
mempelajari peraturan perundang-undangan , literatur dan dokumen-
dokumen resmi yang mendukung obyek penelitian, ®
Kepustakaan dapat berupa :

- Himpunan peraturan perundang-undangan

Jurnal-Jurnal Hmizh

Literatur-Literatur

Hasil Penelitian dan jain-iain.

2 Sanapiah Faisal, Op.Cit., halaman 156,
* bid., halaman. 160. |
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b. .Studi Lapangan {Field Research), yaitu cara memperoleh data yang bersifat
primer. Dalam hal ini akan diperoleh dengan mengadakan waﬁancara atan
tanya jawab dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian.
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya

| langsung pada yang diwawancarai® Di samping wawancara juga digunakan
alat pengumpul data dengan pengamatan (observasi). Pengamatan yang
digunakan adalah pengamatan fidak terlibat.

Sedangkan nienurut Sanapiah Faisal® observasi atan pengamatan
dilakukan untuk mengetahui dan rriemahami situasi sosial dari obyek penelitian
dengan menggunakr;.m non participant observation. Situasi sosial yang diamati,

- tersebut setidak-tidaknya mempunyai tiga elemen utama, yaitu :

1) Lokasi atau fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung;
2) man_usia-mmmsia pelaku- atan aktor yang menduduki status atau posisi
fertentu da;l memainkan peranan-peranan tertentu, dan
'3) keg'iatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi atan tempat berlangsungnya

suaty situasi tertentu.

5. Sampel Penelitian

Sampel penelitian diambil secara purposive, karena penelitian kualitatif

* lebih mengarah pada proses dari produk dan biasanya membatasi pada suatu

“ Ronny H. Soemitro, Op.Cit.,, halamam 57.
43 Sanapish Faisal, Op. Cit., halaman 77,
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kasus.*Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan

dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu,”

Jumlah smnpel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan’

merupakan hal yang penting, sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan

pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian
kuantitatif *

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, sampel awal penelitian ini
adalah :
1. Anggota masyarakat, yaitu pelaku dan korban amuk massa serta saksi-

gaksi lain yang melihat terjadinya kerusuhan dan amuk massa.

2. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Brobes.
3. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes.

- 4. Kepala Pengadilan Negeri Brebes.

Pengambilan sampel berikutnya akan berkemhang mengikuti prinsip
“bola salju” (snow balls) dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat

indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan

materi penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi
hukum positif dan bahan kepustakaan dianalisa secara yuridis knitis.

Analisie’ ini diilhami oleh munculnya aliran pemikiran kritis yang

* Noeng Muhadjir, Op. Cit., hal.48.
1 Ronny H. Joemitro, Op.cit., hal.51.

4® Sanapish Faisal, Op.Cit., halaman 17.
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mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun
dunianys di mana dia hidup. Sehubungan dengan ‘itl;l, maka tugas
kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat
tersebut diterapkan terhadap tindakan dan ofang-orang tertentu,®

o .Analisis terhadap data ﬁrimér dilakukan dengan menggunakan model
analisis tema (Theme Analysis). Analigis ini menurut Sanapiah Faigal”
adalah aunalisis yang sesungguhnya merupakan upaya mencari - “benang
merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada Analigis tema ini
gagaéannya, bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar
jumlah bégian. Sedangkan menurut Patton’ analisis data merupakan suatu

proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan

safuan ura.iaﬁ dasar, sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian.

" Dengan demikian data yang _dikumpulkaﬁ dalam penelitian ini, baik data
primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif analisis, ini fokusnya pada

‘ _f)enunjukan makna, deskripsi peqiémihan dan penempatan data pada |

konteks masing-masing.

49 1 5. Susanto (1995), Op. Ci., hal ..8-9
% Sanapiah Faisal, Op. Cit., hal.106.
3 L exy 1. Moleong, Cp. Cit., hal. 178
30




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian Tentanz Kerusuhan Dan Kekerasan
Kerusuhan merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, karena

kerusuhan muncul tidak hanya dalam skala lokal, tetapi juga muncul dalam skala

global dalam berbagai bentuk dan dimensinya. Kerusuhan massal sering disertai

dengan tindak kekerasan dan pengrusakan serta amuk massa. Contoh mutakhir
dari merebaknya kerusuhan adalah kerusuban yang terjadi di sepanjang tahun
1998 yang puncaknya adatah kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei
1998 yang dilakukan oleh segenap komponen masyarakat dan mahasiswa yang
menginginkan reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia |
Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna, seperti keributan, huru
hara, kekacanan {chaos) .dan pertikaian (conflict) dan dalam bahasa sederhana
bisa dikatakan sebagai keadaan rusuh atau tidak aman. Menurut WIS,
Poerwadarminta! kerusuhan berasal dari kata “rusuh” yang berarti banyak
gangguan keamanan, pembega]ah dan tidak aman. Jadi “kerusuhan” diartikan

.sebagaj keadaan rusuh (tidak aman), keributan, kekacanan.

L WIS, Poerwadarminta, Kamues Upnim Bahasa hidonesiz, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982,

~hal. 841.
31




Daiam Encyclopedia of Britanica’ padanan istilah kerusuhan ditemukan
dalam istilah riof. Kerusuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan
' tﬂtaqml publik yang melibatkan tiga orang atau lebih dengan cara kekerasan.

Ditegaskan dalam Encyclopedia Britanica bahwa unswr utama dalam
kerusuhan adalsh kekerasan. Dengan demikien dapat disimpulkan bahwa
kerusuhan tidak lain adalah suatu tindakan massa yang disertai pula deﬁgﬁn
tindakan kekerasan yang menimbulkan gangguan terhadap suafu tatanan publiicf

Kekerasan merupakan sﬁatu istilah yané biasa diterjemahkan dari katal
asing violence. Violence merupakan gabungan kata latin ‘vis” yang berarti daya
atau kekuatan dan kata ‘/afus’ yang berasal dari kata ferre, yang bérarti
membawa. Dengan demikian Violence berarti membawa kekuatan atau daya.’
Sédangkan da!am Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai
sifat ntﬁu hat yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras,
" sehingga kekeraéan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.

_ Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massal merupakan bentuk
tindak kekerasan (Ja violencia di Columbia) yang dapat menjurus pada tindakan

kriminal atau kejahatan. “Kekerasan” yang dilakukan gedemikian rupa sehingga

2 1 ihat bab tentang riot dalem The New Encyclopoedia Britamica, Volume 10, 1990, hal.85.
Berkaitan dengan istileh riot lihat tulisan Hairus Salim H3 - Andi Achdian tentang “‘Amuk

Banjarmasin”, YLBHI, Jekarta, 1997, halamen 1.

? bid., halaman 1 yang selanjuinya dikatakan bahwa kebalikan dari definisi tersebut di atas, dapat -
dikatakan pula bahwa tidak selamanya massa yang berkumpul niscaya melakukan tindak

kekerasan. Sebagai contoh bisa dilihat dajam berbagai peritiwa geperti perayasn keagamaen,
pertemuan akber organisasi massa yang beriabel keagamaan, atau upacara-upacara dan perayeen
kenegaraan. Dengan demikian , identifikasi massa. dengan tindak kekeragan atan berbust rusuh

tidak selarnanya benar. :
41 Marsana Windh, Kekuasaan Dan Kekerasan Menwrut Johan Galturg, Kenisius, Yogyskarts,

1992, halaman 62.
Lihat puta Sri Ismawati, Kebifakan Delam Penanganen Kerusshan Antar Etnis di Kalimanton

Barat, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1999, halamen 49.
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| mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikhis adalah kekerasan yang
bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.’

Untuk dapat .digolongkml sebagai suatn kekerasan ia harus memuat atau
menunjuk unsur-unsur ferfentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengaﬂ
undgng-l_mdang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibal
kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.® Selanjutnya
Kadish 7 mengklasifikasikan kekerasan ini ke dalam 3 (tiga) bentuk kekerasan,
- yaity |
1. Emotional and instrumental violence
2. Random and individual violence
3. Collective violence.

Dari ketiga bentuk kekerasan mepurut Kadish di atas, apabila diamati
maka kerusuhan yang disertai amuk massa di Kabupaten Brebes dapat
digolongkan sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif
(collective violence), karena kerusuhan yang dilakukan bukan antar individu akan
tetapi sudah dilakukan oleh kelompok secara massal.

Demikian juga John Galtung,® memberikan pengertian kekerasan dalam
arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi

seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya (selﬁ‘-realizétion) dan

5 Romli Atmasasmita, Teori Dan Xapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992b, hal. 55.
Pengertian istileh 'kekerasan’ atau 'la violencia® di Columbis, 'the vendetta barbaricine” di
Sardinia, Ttalia atau “la vida vale nada” (life is worth nothing) di El Saivador (Hagan, Jobhn,
1981:181) yang ditempatken di belakang kata “kejahatan” sering menyesatkan khalayak,
sehingga hal ini perlu dijernihkan. ' '
6 Xadish, Sanford H, Encydepedia Qf Crime and Justice, volume 4, Macmillan and Free Press,
New York, 1983, halaman 1618. :
? pid., halamen 1619

8 1 Marsana Windhu, Cp.Cit., halaman 64-65.
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mengembangkan pribadinya {personal growth). Di dalam rumusan Galtung

kekerasan terjadi apabila oleh karenanya manusia dipengaruhi sedemikian rupa

sehingga realisasi jasmani dan mentainya berada di bawah realisasi potensialnya.

Teori kekerasan Galtung ini disebut dengan Teori Kekerasan Struktural -
(stn@turql violence) dan lebih bersifat deduktif-analitik.

Dalam konteks ini, menarik sekali apa yang ditulis oleh Dom Hel_der
Camarz_t9 yang mengenaikan Teori Kekerasan Spiral (spiral of violence) yang
menggambarkan proses dari bekerjanya 3 (tign) bentuk kekerasan bersifat
persondl, institusional, dan -stmktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan
pemberontakan sipil, dan represi negara. Ketiganya saling berkait satu sama lain.
Artinya, kemunculan kekerasan satu disusul dan menyebabkan kemunculan
kekerasan lain:iya, Jadi kekerasim merupakan realitas mzldridimensi, tidak bisa
dipisabkan keterkaitannya antara kekerasan yang satu dengan kekerasan lainnysa.
| Selﬁnjumyﬁ dikatakan, bahwa dari keltiga bentuk kekerasan itu yang paling
mends;éar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan
noﬁor 1 (satu) sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, -
nxﬁl-ipun negara, vang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadifan sosial dan
kt—atimp_mxgan ekoﬁomi internasibna}. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari
upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga

terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi “sub-human”,

- yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup sebagai manusia m}rma.l."J

® Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, (Sebuah Terjemahan dari Judul asli “Spiral of
Violence™), Kata Pengantar oleh Lambang Trijono, MA, Cet. I, Insist Press, Yogyakarta,
2000, hal, ix-xi. '

10 id., halamen xii.
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_ Menurut teori ini, kondisi “sub-human™ ini seianjutnya menciptakan
ketegangan terus menerus di masyarakat, mendorong muncuinya kekerasan nomor
2 (dua), yaitu pemberontakan di kalangan sipil Dﬂm kondisi ini, manusia
:{;enderita tekanan, alienasi, dehumanisasi martabat, kemudiaﬁ mendorong
mereka, baik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak
muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek “sub-human™ itu,
melakukan pemberontakan dan protes di jalan-jalan untuk melawan ketidak
" adilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan itu menyembul di jalan-jalan,
ketika kekerasan nomor 2 mencoba melawan kekerasan nomor 1, penguasa
memandang dirinya berkewajiban ‘memelihara ketertiban, meski harus dengan
ménggunakan cara-cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor 3, yaitu
represi penguasa."

Dengan demikian bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral,
karenanya Dom H. Camara menyebutnya dengan Spiral Kekerasan ; kekerasan
nomor 1 atan ketidakadilen mendorong pemberontakan sipil atan kekerasan
nomor 2, selanjutnya hal itu mengundang hadimya represi negara atan kekerasan
nomor 3. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi

ketidakadilan, kekerasan nomor 1, sehingga terbentukiah Spiral Kekerasan

(kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya ).

Y pid., halamen xiii.
12 gid., helamen xiv.
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Senada dengan di atas, menurut Nasikun," kekerasan tidak hanya meliputi
dimeusinja yvang bersifat fisik, akan tetapi jﬁga dimensinya yang bersifat
peikologis. Dengan kata lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian,
perampokan, penganiayaan dan pembunuhan akan fetapi juga kebohongan, -
indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk
‘menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan |
daya pikir seseorang. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Romh
Atmasasmita ¥ dalam memandang arti sebuah kekerasan, yaitu ada dua persoalan
yang harus dijernihkan, yaitu, pertama: apakah kekerasan itu sendiri merupakan
suatu kejahatan? Dan kedua, apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan
itu?,

: . Dalam konteks ini, LS. Susanto,” menyatakan bahwa kerjasama antara

dua orang ataﬁ lebih dalam melakukan kejahatan, sama tuanya dengan kejahatan

- ity sendiri. ‘Secara paris besarnya dapat dibedakan 4 (empat) bentuk tipologi
ke'iompok yang dapat _;nenghasilkan kejahatan, yaitu :

1. ‘Kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan kej ahatan.

2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumish yang besar. |

13 \asikun, Higkum, Kekuasaan Dan Kekerasan Suatu Tinjauan Sosiologss, Mekalah disampaiken
pada Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan
Dan Restrukiurisasi Global, Semarang, 1996, hal 4,

W pomli Atmasasmita, Op.Cit., hataman 52.

Pada tulisannya diketakan bahwa persoalan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para
ahli yang padas hakekatnya menekankan bahwa tidak sernua kekerasan merupakan kejahatan.
Oleh karena in tergantung dari yeng merupaken tujuan dari kekerasan itu sendiri dan
tergantung pula dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah
kelompok berdasarken ras, agama dan ideologi. Sedangkan persoalan kedua menyanghkut
pengertien isfilah ‘kekeragan’ yang diletakkan di belakang kata kejahatan..... dst. Sedangkan
termesuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelshian antar geng remaja yang
menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. ,

15 13, Susanto, Kriminologi, Fekultas Hukum Universitas Diponegoro, Semerang, 1995, halaman

68.
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3. Geng (gang),"' baik anak-anak muda maupun dewasa, den mirip dengan ini
adalah kejahatan yang terorganisir (organized crime). |
4. Korporasi, pada umumnya berupa kejahatan white collar.

Berkaitan dengan hal di atas dalam menyoroti kejahatan yang dilakukan

oleh kelompok massa, ada beberapa ciri penting yang melekat pada bentuk ini,

yaitu

a Dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotanya secara
psikhis dan mora! berubah dalam kepribadian dan dalam cara berpikir dan
perasaan serta tindakannya

b. Perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan
nilai-nilai penghargaan sebelumnya.

¢. Berubahnya secara psikhis dan moral dari anggotanya dalam cara berpikir dan
pertindak, seperti menghilangnya nilai-nilai, sehingga membuat tindakan
mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya.
Pada dewasa ini barangkali kelompok suportef gepak bola dianggap sebagai
kelompok massa yang seringkali menimbulkan masalah.'®

Dalam tulisannfa mengenai kekerasan, Mohtar Masoed” menyatakan

dalam literatur ilmu sosial ditemukan dua pengertian. Pengertian pertama diajukan

oleh Ted Robert Gurr. Dengan memusatkan perhatian pada”political violence”,

ilmuwan ini mendefinisikannya sebagai ¢ semua tindak kekerasan kolektif di -

dalamnya suatu komunitas politik terhadap rezim politik, aktor-aktornya

16 Thid., halaman.69-70. .
17 Mohtar Masoed, Kekerasan? Siepe Melakeduan Tindak Kekerasan?, dalem Amuk Banjarmasin,

YLBHI, Jakarta, 1997, halaman ix.
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{termasuk kelorﬁpok-kelompok‘ di -luar maupun di dalam pemerintahan) atau
kebijakannya Konsep ini Iﬁehggmnbarkml serangkaian kejadian yang ciri
pokoknya adalah penggunaan atay ancaman pe.nggunaaﬁ tindak kekerasan....
Yang termasuk dalam pengertian konsep itu adalah revolusi,........perang gerilya,
' kudeta dan kerusuhan . | |

Secara lebih luas Manuel Kaisiepo'® menulis jenis kekerasan ke daam dua
bentuk, faitu kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik atau kekerasaﬁ
Prosedural dan sistematis. Kekerasan fisik dilakﬁkan dengaﬁ menggunakan |
daya atau kekuatan jasmani sedangkan kekeragan prosedural atau sistematis
terjadi apabila ada satn subsistem atau fungsi dalam sistem sosial mendominasi
subsistern lain, misalnya subsistem politik mendominasi subsistem hukum atan
sebaliknya dan subsistem ekonomi mendominasi subsistem politik atay -
sebaliknya. Kekerasan prosedural yang nonfisik ini juga dapat dipahmﬁi dari sudut
hubungan negara (state) dan masyarakat (society), yang selama ini menunjukkan
terjadinya over-development dari alat negara, sedangkan masyarakat tetap under
developed. |

Pendapat Manuel Kaisiepo di atas mengenai konsep kekerasan bila
dibandingkan dengan pendapat Galtung mempunyai persamaan, yaitu pemegang
kekuasaan dapat menjadi sumber yang potensial ﬁtlnclllnya tindak'kekerasan
dalam beberapa bentuk. Walaupun kekerasan prosedural dan sistematis bukanlah |

merupakan kekerasan yang dimaksud secara yuridis, namun kekerasan prosedural

+

18 ) fanel Kaisiepo, Kekerasan Prosedural dan Sistematis Antara Kekerasan Fisik dan Kekerasan
Nonfisik, Farian Kompas, Kasis 6 Pebruari 1997,
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atan sistematis ini dapat dipelajari sebagai aker atau penyebab munculnya

kekerasan secara fisik atau massal.
Dalam Konsep KUHP baru yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU
KUHP Tahunl997/1998 dan telah disempurnakan oleh Tim Kecil dalam Bab I
tentang Pengertian-Pengertian pada Pasal 1butir 11 dinyatakan bahwa : Kekerasan
adalzh setiap penggunaan kekuvatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun
dengan menggunakan alaf, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya.
Sedangkan ancamsan kekerasan adalah suatu hal atau keadasn sedemikian rupa
yang menimbulkan rasa takut, cemas atan khawatir pada orang yang diancam.
Dari pengertian kekerasan menurut konsep di atas nampak bahwa konsep
KUHP baru telah merumuskan kekerasan secara eksplisit, yaitu secara psikhis
dan fisik. Ini berarfi konsep telah merumuskan secara lebih luas mengenai
kekerasan ini.
Secara lebih rinci Kadish mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk
kekerasan, yaitu :
1. Emotional and instrumental violence
2. Rau&om Violence, yahg terdiri dar :
o a. the culturally violent
b. ‘the criminally violent
c. the patﬁc;logically violent B
d. the situatiolly ?iolem
. ~e.‘ the accidentally violent | .

£ the institutionally violent
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-3, .Collective violence, yang terdiri atas ;
_a. primitive col!eétive viclence
b, reactionary collective violencé
" '¢. modemn collective violence”

- Dari ketig; bentuk kekerasan di atas, kerusuhan merupakan suain bentuk
gerakan yang selalu melibatkan banyak orang atau kelompok déngan tujuaﬁ
tertentn, Dengan demikian setiap tindakan atau tingkah.laku yang lﬂelanggm'.
hukum atau melawan norma masyarakat dengan akibat kerusakan, luka-luka
‘bahkan kematian yang di]akukan oleh suatu kelompok dapat dikatakan sebagai
collective violence®

Bentuk kekerasan kolektif lainnya menunjuk pada tindakan kekerasan
sebagai resksi etnis tertentu terhadap suatu sistem, dalam hal ini menyangkut
cara-cara pemegang kekuasaan menjalankan roda pembangunan di semua aspek
kehidupan masyarakat. Walau secara aktual kekerasan yang dilakukan tidak
ditujukan kepada pelaksana sistem tersebut, tetapi ia dapat menjadi sumber
muncuinya tindak kekerasan. Seperti apa yang‘dilukisl{an oleh Mulyana W.
Kusumah 2 bahwa aspek kultur dan struktur masyarakat dapat menjelaskan
1ahirnya kejahatan kekerasan sebagai berikut :

Sumber-sumber kultural dari kejahatan dengan kekerasan terletak pada

berseminya sub kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan niiai-nilai dan

9%adish, Jbid., halamen 1618-1619. Dari uraian masing -masging jenis kekerasan dapat
disimpuikan bahwa “emotional violence® menunjuk kepada tingksh laku yang bersifat agresif
disebabkan kerena amarsh atau perasasn takut yang meningkat.

R gri Ismawati, Op.Cit., halaman 59.

A Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia,
- Jakarta, 1982, halaman 53,
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" norma-norma vang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon

yang secara fisik agresif dibarapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok sosial
pendukung subkeﬁudaywl tersebut. Seringkali perkembangan sub kebudayaan
kekerasan ini diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadépnya, baik dari masyarakat
maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seper{i
pelaksana penegak hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk kejahatan
kekerasan kolektif sebagnimana diuraikan di atas dapat dijelaskan dengan melihat
aspek kultur dan struktur suatu masyarakat, sehingga penggunaan kekerasan kian
dianggap sebagai bagian hidup dan sebagai alternatif penyelesaian konflil? yang
cepal. Senada dengan hal di atas konflik dapat memberikan sumbangan positif
.bagi kelompok di mana timbul kesadaran dan pemahaman untuk mengakui dan
lebih menghargai eksistensi masing—masing kelompok, atau konflik S(ang
dinyatakah gecara terbuka bisa jadi merupakan suatu reaksi dari keinginan satu
kelompok agar kelompok tersebut lebih dihargai dan diskui keberadaannysa.
Namun tidak jarang pada penyelesaian konflik yang kurang memuaskan salsh satu

kelompok, konflik dapat berlangsung terus dan berlanjut dengan wujud konflik

. A
fisik

‘73 Studi kepustskaan menunjukkan, bahwa di kalangan para ahii sosiologi (mikum) mempunyai
" kecenderungan untuk menggunakan istitah “konflik”, semeritara para shli antropologi hukum

‘lebih cenderung menggunakan istileh “sengketa” atau disprie.
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B. Beberapa Pandangan Tentang Korban

Deﬁgan_ gdanya berbagai permasalashan mengenai jenis korban dalam
kehidupan masyarakat, maka melatarbelakangi lshirnya cabang ilmu baru ﬁang
di'ég‘:but dengan “viktimologi”24 Secarﬁ singkat; viktimologi adalah ilmu yang
mempeiajari korban dari berbagai. aspek® Sedangkan menurut Muladi®® secara
keseluruhan viktimologi ini bertujuan untuk : a) menganalisis berbagai aspek yang
berkaitan dengan korban. b) ‘berusaha unfuk memberikan penjelasan sebab
musabab terjadinya vikiimisasi ¢) mengembangkan siétem tindakan guna
mengurangi penderitaan manusia.

Menurut Andi Mattalatta®? pengertian korban yang mendasari lshimya
- kajian viktimologi pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Kajian
tentang kejahatan dan penjahat telah seringkali dipermasalahkan dalam bentuk
penefitian, penulisan buku sampai pada pengkajian dalam bentuk seminar,
gimposium, dan penulisan artikel dalam koran. Namun jarang gekali, bahkan
hampir-hampir tiada, orang mempermasalahkan korban dalam bentuk penelitian
dan penulisan buku, kecuali di dunia Barat. Pengkajian masalah korban secara

ilmigh di dunia barat inipun juga masih bersifat resen. 2

B | ewis A Coser dalam Vic George dan Paul Wilding, Heologi Dan Kesejahteraan Rakyat
(Heolog: and Sosial Welfare), Penyunting Budi Murdeno dan Bhanu Setyanto, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 1992, halaman 14, :

* yiktimologi atau victimology (istilsh bahasa Inppris) berasal dari kata Latin, yaitu Fictima yang -
berarti korban, sedangkan iogos. yang berarti ilmu pengetalman.

Lihat juga Made Darmix Weda, * Beberapa Cafatan Tentang Korban Xejahatan Korporast”,
Karya Umiah Parq Pakar Hdoun, Bunga Bampai Viktimisasi, ed. J.E. Schetepy, Bandung,
1995, hal 189200, :

25 13 Susanto, Op. Cif, halaman 89,

3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peraddan Pidera,, Sererang, 19958, hal. 65. C

21 pndi Matlalatta, “Santran Bagi Korban”, Viktimologs Sebuah Burga Rampal, ed, ILE.
Sahetapy, Jakerta, 1987, hal. 35. .

3% 1E. Sehetepy, Fiktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, 1987, halaman 7. Pendapat ini juga
didukung oleh Romli Atmasasmita, “ penelitian perkembangan masalah korban tindak pidana di
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Dalam kaitan ini Iswanto” menulis bahwa studi ilmiah tentang korban
merupakan ruang lingkup kajian viktimologi, hal ini telah dikukuhkan dalam
Simposium Internasional Pertama tentang Viktimologi di Jerusalem yang
diadakan pada tahun 1973, yang antara lain menyimpulkan, a) Viktimologi
dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai korban. b) kriminologi telah dipercaya

dengan suatu orientasi viktimologt.

Dengan demikian, dibandingkan dengan perkembangan studi kriminologi

tentang kejahatan dan peﬁjahat, maka studi ilmiah tentang korban dapat dipandang
s.ébagai suaty hal yang relatif masih baru, dan bahkan secara ekstrim, J.E.
Sahetapy menulis bahwa untuk kita Indonesia, viktimologi dapatlah dikatakan
 bukan saja sebﬁéai suatu cabang ilmu yang baru, Iﬁelainkan ia dapat dipandang
sebagai suatu “terra fncognita”™ (suatu unknown territoryy”

_. Pada awal kemunculan viktimologi, studi tentang korban hanya dilihat
dalam kaitan dengan pelakunya‘(vicﬁm offender rela!iorz.s;}np)” Artinya, kdnsep,
kofban seialu digantungkan pada konstruksi kejahatan geperti yang dirumuskan

dalam hukum pidana positif (k;jahatan konvensional). Hubungan antara korban

dan pelaku kejahatan bukan saja dipelgjeri dari aspek penderitaan korban fetapi

juga bagaimana korban sering turut mengakibatkan terjadinya kejahatan yang

bersangkutan. Dari sinilah mulai timbul gagasan “kompensasi” atan ganti

Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan etau paling tidak tulisan tentang masalah ini
yang berlendaskan  kepada suatu hasil penelitian belum pernsh diterbitkan Romli
Atmasasmita, "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidand’, 1992e, hal. 34,

B Jewanto,Restibisi Kepada Korban Muti Ay Do Sebagal Syarat Pidera Bersyerot Pada
Tindak Pidana Iahdintzs, Disertasi dalam Ilmu Hukum Universitas Gadjsh Mada,
Yogyakarta, 1995, hal. 69.

% 1E. Sahetapy, Op. Cit., hal 9.
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kerugian bagi korban {victim compensation schemes) dan pengkajian tentang
tipologi korban (victim typoiogy studies)™ Sehingga pengertian istilah korban

sesingguhnya sudah dikenal sejak adanya konsep kejahatan dan pelaku kejahatan.

- Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya

korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku “Hubungan antara pelaku dan
korban ﬁxerupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk
perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal
dalam kepustakaan kriminologi sebagai Victimless crime” atan “crime without
victim” (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal
dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku,>
Walavpun di atas dikatakan bahwa korban sudah dikenal sejak adanya

kejahatan, akan tetapi pengkajian terhadap aspek korban itu sendiri telah terjadi

penelantaran dibandingkan dengan pengkajian terhadap konstruksi kejahatan dan |

pelakunya.” Hal ini terjadi dalam kaitannya dengan hukum pidana modem. Jika
diikuti pokek-pokok pikiran aliran hukum pidana klasik, menurut Romli
Atmasasmita, sesungguhnya tidak ada tempat bagi perlindungan atau perlakuan

yang memikirkan masa depan penjahat. Namun, dengan munculnya aliran hukum

3 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Jekarta, 1954a,
hal. 35. Perhatikan juga J.E. Sshetapy, “Karyva Emiah Pare Pokor Fidaun, Binga Rampal

Viktimisasi, Bandung, 1993, hal, vii,

32 Mardjono Reksodiputro, Huk Asasi Manusiz Dalam Sistem Peradilan Pidara, Jekarta, 1994b,

_halaman 103.

3 Palam kaiten ini, Arif Gosita menulis, jika ingin mencegah terjadinya kejahatan jangan
mengabaikan timbulnya korban, rangkaian kata-kata ini menyatakan apabila ada orang menjadi
korban kejshatan, jelag terjadi suatu kejshatan. Jadi apabila kita mau menguraikan atau

* . mencegah kejahatan, kita harus memperhatikan dan memahami pihak korban suatu kejahatan.
Biasanya orang hanya memperhatikan pihak pelaku kejahatan gaja. Ketidakgeimbangan ini

. kurang menguntungkan dalem ussha penanggulangan masalah kejshaten.(Arif Gosits,
Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, , Jakarts, 1983, hal. 75). ,
34 711 Akrial, Xebijjakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban, Tesis Program Studi
Magister Tlmu Hukurn Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 32.
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pidana modern, maka terhadap hukum pidana ini diberikan beban tugas tambahan

_ yaitu : bagaimana memperifakukan pelaku tindak pidana sedemikian rupa sehingga

hak asasi dan kepentingan masa depannya tidak lebih buruk daripada ketika ia

belum terlibat dengan hukum pidana.*®

Sehubungan dengan uraian di ates, Muladi *juga menulis, dengan

‘pelbagai cirinya, aliran klasik menunjukkan kelemahan yakni tidak

memperhitungkan harkat dan martabat manusia dan tertalu mementingkan
kepentingan negara dan kepentingan umum. Sedangkan sebaliknya, aliran

modern, dengan senjata ilmu pengetahuan, dengan pelbagai karakteristiknya,

| menunjukkan pula kelemahan, yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila

“diterapkan  sungguh-sungguh akan memakan biaya yang mahal. Untuk

meminimalisir kelemahan yang ada pada kedua aliran tersebut, muncul aliran

letiga, yakni,. aliran Neo Klasik yang dipandﬁng sangat manusiﬁwi dan

menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristik

aliran ini adalah sebagai berikut :

1. Modifikasi dokirin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan
lingkungan.

2. Daad-Daderstrafrecht.

3. Menggalakkan expert testimonary.

4. Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan.

5. Pengembangan twintrack-systern yakni pidana dan tindakan.

35 Sudarto, Hukum Dan Hidaum Pidana, Jekarta, 1986a, halaman. 183,

¥ Romli Atmasasmita, Op. Cit., helaman 55.
3 Muladi, Hak Asasi Manusiz, Politik den Sistem Peradilan Pidana, SBemarang, 1997, hal. 47,
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6. Perpaduan antara justice mode! dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa,
terpidana termasuk pengembangan norninstitusional treatment dan
dekriminalisasi serta depenalisasi,

Dari berbagai pertemuan ilmiah tentang viktimologi, baik pada tingkat

lnasional maupun internagional, telah membawa akibat pada pergeseran ruang

lingkup kajian 'terhadép eksistensi korban, dari korban konvensional, misalnya
korban‘.pencm'ian, pembunuhan perkosaan dan lain-lain, menuju ke arnh
nonkonvensionalf yaitu seperti korban terorisme, pembajakan perdagangan
narkof.;ika gecara tidak sah, korban dari kejahatan terorganisir, dan korban
ke_iahatan komputer. Dan sekarang diskursus mengenai korban meliputi pula
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak itu ruang lmgkup studi
tentang korban ini menjangkau pula penyalahgunaan secara melawan hukum
kekuasaan ekonomi (ilegal abuse of ecomomic power) seperti pelanggaran
terhadap peraturan perburuhan, penipuaﬁ konsumen, pelanggaran terhadap
 lingkungan hidup, dan sebagainya. Diskursus tentang hal tersebut disejajarkan
‘pula dengan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal
abuse of pﬁbﬁ'c power; onrechmatige overheidsdaad), seperti pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa,
termasuk di dalamnya penangkapan, tindakan penahanan yang tidak berdasarkan

pada peraturan perundangan yang berlaku, dan lain sebagainya.“

+

% Mardjono Reksodiputro, Kriminologs dan Sistem Peradilan Pidana, Jekarts, 1994c, hal. 85.
Lihat juga 18. Susanto, 1995, Op. Cit, hal. 89.
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Membahas masalah tentang korban, J.E. Sahetapy * secara lebih rinci

-menguraikan paradigma  viktimisasi® dalam beberapa golongan, dan
- penggolongan ini secara tegas dinyatakan bukan bersifat limitahif Pertama,

viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan

kekuasaan, perkosaan hak agasi manusia, campur tangan Angkatan Bersenjata di
Inar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala

internasional. Kedua, viktimisasi ekonomi, terutama dimana ada kolusi antara

pengussa dan pengusaha (konglomeraf), produksi barang-barang yang tidak

bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran
terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem. Ketiga, viktimisasi keluarga,
seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau isteri dan
_menelantarkan kaum manula atau orang tuanya sendiri. Keemapat, Viktimisasi
media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, aikoholisme,
malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (ethik)
perikemanusiaan. Kelima, viktimigasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang
menyangkut aspek peradilan (dan Lembaga ' Peﬁasyarakatan), maupun

menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan

3 1E. sehetapy, 1995, Op. Cit., hal. vi — vii.

© 40 yriktimisasi menurut Arif Gosita adalah penimbulan korban (1993, Op.Cit., hal. 27). Sedangkan

menunit JE. Sahetapy, viktimisasi dapat diartikan sebagai penderitasn, baik fisik ataupun
secara psikhis atau mental bertalien dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakuken itu
“bisa dari perorangan, sustu kelompok tertentu, bahkan juge dari pihak pengussa, sehingga
korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau
komunitas tertent atau (sebagian dari) rakyat yang menderita, bukan saja fisik, melainkan
 inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, agama dan dalem arti psikhis secara luas (ibid.,

" hal. vi).
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sesungguhnya sudah sedemikianl

“hukum kekuasaan",rkematian perdata dan stigmatizasi yang walanpun sudah
diselesaikan aspek peradilannya.

Penggolongan viktimisaT di atas menunjukan, bahwa masalah korban

kompleks dan mencakup wilayah yang begitu

luas. Pemahaman tentang eksistensi korban seperti itu timbul setelah melalui

proses perkembangan sejarah pemikiran yang panjang. Jadi pengertian korban

_tidak hanya menyangkut korban karena kejahatan konvensional saja tetapi juga

mefiputi kejahatan nonkonvensional, bahkan telah pula dilakukan péngkajian

terhadap viktimologi yang berwawasan hak-hak asasi manusia (the new

victimology) yang dikembangkan oleh Elias.®

Dari perkembangan dan pemahaman konstruksi korban yang semakin- luag
itu, terutama yang dilakukan melalui pendekatan hak-hak asasi manusia, maka hal
ini mengesankan bahwa pengertian korban sudah berada di luar jangkauan hukum.
Menurut Mardjono Reksodiputro,® pengertian “di luar jengkauan hukum” ini

harus diartikan sebagai :

1. Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar

undang-undang, namun sangat merugikan magyarakat.
2. Perbuatan telah terjangkan oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau
oleh penegakan hukum kareLa sifat penerapan hukumnya yang gelektif dan

beragam.

# gebagai bahan perbandingsn menysimgkut masalah viktimigdsi ini, lihet Koesparmono Irsen,
“ Korban Kejahatan Perbankan”, K{‘uya Emiah Para Pakar Hdoon Bunga Rampai Viktimisasi,
ed. J.E. Sahetapy, (Jakarta, 1995), hal. 25. .

3 Bid., hal. vil

43 Mardjono Reksodiputro, 19%4¢, Op. Cit., hal. 88,
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Perkembangan pengertian - korban dari pendekatan kohvens,iona] ke
pendekatan nonkonvensional dan sampai pada pendekatan yang bernuansa hak-

hak asasi manusia, tidak terlepas dari pengaruh pandangan-pandangan

Internasional, terutama dari hasil Kongres PBB ketujuh tahun 1985 yang telah

membiqqrakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan Dalam
Kenteks Pembangunan® telah memperluas cakrawala pengertian korban dengan
pendekatan hubungan positif terhadap pembangunan ekonomi.*

Bertolak dari uraian di atas, pengkajian masalah korban harus pula dilihat
tidak saja kbrhan individual, tetapi juga terhadap kelompok individu yang menjadi .
korban, sehingga korban diartikan individu atau kelompok. Dalam kaitan ini,
sehubungan dengan semakin beragamnya bentuk‘kejahatan dan tentu saja akan
beragam pula korban yang dibasilkannys, maka menurut Mardjono
Reksodiputro,® permasalahan yang dihadapi paling tidak ada 2 {dua), yaitu :
1. sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya abstract victim dan_

collective victim), dan

' 2. sukarnya melakukan penuntuian pidana kepada para pelaku antara lain karena

kesukaran daiam mengumpuikan bukti.

Pentingniya pengkajian terhadap eksistensi korban, di samping dalam
rangka meninjau hubung;m korban dengan pelaku (victim affender rélationship)
untuk kepentingan proses peradilen pidana, baik dalam rangka menetapkan |
;‘::;rtanggungiawahan pelaku, lebih-febih juga dalam rangka menentukan bentuk

dan besarnya restitusi dan afau kompensasi yang akan diterima oleh korbam;

“ 7l Akrial, (1998), Op.Cit., hal 38,

45 Mardjono Reksodiputro, 194a, Op. Cit., hal. 42.
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pengkajian tentang korban diarahkan untuk melengkapi data statistik kriminal
rgsmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak
yang berwenang dalam rangks menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan
dengaﬁ berpijak dari perspektif korban.

Sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa stafistik kriminal resmi
tic!ak_ dapat mencerm_inkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat.

Keadaan ini biasanya disebut sebagai “angha gelap kejahatan” (dark number of

“crime).® Dalam kaitannya dengan statistik kriminal ini, 1.S. Susanto menulis,

bahwa statistik kriminal bukanlah merupakan sampel yang sah (parsprototo} akan
tetapi hanyalah sekedar gambaran tentang aktivitas penegakan hukum. 7
Dalam kaitan ini Steven Box ® berpendapat, ada berbagai alasan yaug

dapat dikemukakan dan terutama adalah berkisar pada kenyataan tidak adanya

faporan® korban tentang peristiwa yang dialaminya Beberapa sebab korban tidek

iau melaporkan apa yang dialaminya adalah sebagaj berikut :

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia
-melapor, karena :
a lMengmlggap polisi tidak efisien atan tidak eokan memperdulikan

laporannya

4 Roeglan Saleh, Segi Lain Howm Fidana, Jekarta, 1984, hal. 14, '
47 1y Susanto, “Perkembargan Fandangan Statistk &rimial”, Makalah Pada Penataran
Nasional Hukum Pidana Dan Xriminologi, Bandungan — Ambarawa 14 s.d. 30 Nopember

1594,

48 Mardjono Reksodiputro, 1994a, Op. Cit., hal. 37-38.

* Pengertian “laporan” menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah, "Pemberitabusn yang
disampaikan oleh gegeorang karena hak atau kewajiban berdagarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana”. Dan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP ditetapkan, “Setiap orang yang
mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupskan tindak
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b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan “urusan pribadi”, karena :

1. akan menyelesaikannya langsung di luar jalur pengadilan dengan si
pelalm (extra judicial),

2. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi (tahap
penyidikan) maupun pada saat dilangsungkannya pemeriksaan kasus
tersebut di sidang pengadilan (misalnya, dalam kejahatan terhadap
kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodchannya sendiri);

2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi korban
dari suatu peristiwa kej ahatan™

3. Korban yang sifatnya abstrak (abstract victim) dan karena itu gukar ditentukan
secara khusus dan jelas (misalnya, masyarakat konsumen).

4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat terlibat dalam
kejahatan (victims of their own crimind activity).

5. Secara resmi tidak menjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk

_ menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini

. menyangkut'kebijakan dalam penegakan hukum).”

pidana berhak untuk mengajuken laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan eteu penyidik
baik ligan maupun terfulig”.

5 Untuk hal ini biasanya sering terjadi dalam kejahatan korporasi, seperti yang ditulis oleh

- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, “Korban dari kejahatan korporasi seringkali tidak

merasa/menyadari bahwa sesungguhnya dirinya telzh menjadi korban.....(Made Darma Weda,

1995, Op. Cit., hal. 208-209). Lihat juga tulisan J.E. Sahetapy dalam artikelnya yang berjudul, -

sWhite Collar Crime”, “Kalau diamati yang ditulis oleh media pers akhir-akhir ini, terlalu
- banyak ditekankan dan digoroti para pelaku white collar crime di Indonesia, yang dilupaken,
‘enteh secern sadar atau tidak, entah secara sengaja atau tidak, justru korban white collar crime,
. atau dengan perkataan lain, proses viktimizasi white collar crime ini pada rakyat (jelata). (JE.
Sahetapy, Majaleh JIIS (umnal Iimu Iimu Sosial), edisi Januari 1994, hal. 6-7.

3 Dalam bahasa sederhana dan gehtiri-hari, “diskres?” dapet 'dijelagkan sebagsi kemungkinan
menentukan sendiri keputugan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif
(Roeslan Sateh, Durt Lembaran Kepustalbaan Hdoun Prdona, Jakarta 1968, hat. 55.).. Tentang
lembaga diskresi ini, lihat Pasal 18 ayat (D Undang-Undang Womor 28 Tahun 1997 Tentang
Kepolisian Negra Republik Indonesia serta Fenjelasan Umumnya.

51




Dalam perspektif lain, statistik kriminal ini dapat pula menggambarkan
dan sekaligus menjadi indikator tinggi rendahnya ketertiban sosial seperti yang
ditulis oleh Rcmli Atmasasmita,® dalam hukum pidana, tinggi rendahnya
kefertiban sosial diukur dari berapa banyak kasus-kasus pidana yang dicatat dan
diqjukan_ke muka sidang pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat
di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, ketertiban sosial seperti diuraikan
di atas, belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya Hal ini
disebabkan karens masih banyak lagi kejahatan dalam masyarakat yang tidak

dilaporkan ataupun dicatat di Kepolisian atau masih banyak lagi jumlah kejadian

kejahatan yang dicatat di Kepolisian atau di Kejaksaan yang tidak diteruskan ke

Pengadilan (@ark number).
Di samping itu, Made Dérmn Weda menambahkan, terdapat anggapan

bahwa angka gelap kejahatan ada karena kejahatan yang terjadi itu tidak terlalu

mefesahkan, baik dari segi perbuatannya maupun dari aspek kerugian yang

ditimbutkannya (yang dialami korban).”

1. Jenis-Jenis Korban Yang Terdapat Dalam Masyarakat

Berdasarkan tingkat kesalahan yang diperankan oleh korban pada

terjadinya kejahatan, klagifikasi korban menurut Mendelsohn dapat digunakan

‘sebagai ukuran pertimbangan korban atau keluarga korban memperoleh atau tidak |

restitusi

52 pomli atmasasmite, Op. Cit hal, 127,

53 \ade Darma Weds, 1996, Op. Cit., hal. 95.
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Separovic **. menyebutkan jenis-jenis korban dalam masyarakat adalsh

korban idividnal, kerban kolektif , korban abstrak dan korban pada diri
sendiri. Korban individual misa}nya korban karana pencurian, pemerkosaan dan
lain séebagainya. Sedaﬁgkan korban kolek{if misalnya korban keloﬁxpok sosial',
korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan atau kepercayaan, korban rasial,
 korban golongan minoritas dan lain sebagainys. Korban sbstrak misalnya korban
kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendai‘ai motor
dalam keadasn mabuk karena pengaruh alkohol. Korban pada diri sendiri
misalnya korban homoseksual, pemadat narkotika.
Sedangkan menurut Mendelsohn, jenis-jenig korban dapat dibagi sebagat

berikut, yaitu :

1. korban yang sama sekali tidak bersalah;

2. korban yang sedikit sekali kesalahannya;

3. korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;

4, korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;

5. korban yang salah sendiri, dan |

6. korban karena imajinasinasinya gendiri.”

2. Hak dan Kewajiban Kerban

Hubungan pembuat kejahatan dan korban sebagai dua subjek berhadapan, |

sesuai dengan pendapat Mendelsohn bahwa dalam suatu kejshatan terdapat satu

pasang, yaitu pembuat dan korban dengan menggunakan istilah penal-couple. a

4 Yawanto, 1995, Op. Cit., hal. 70.
33 1bicd, halamen 72..
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Sedangkan menurst Arif Gosita” hak dan kewajiban korban antara lain

adalah sebagai berikut :

1.

Korban berhak mendapatkan kompensasi atas pendéritannnya, gesuai dengan
taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
Korban be‘t"hak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat. korban
(tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya).

Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila st korban

" meninggal dunia karena tindakan tersebut.

‘Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.

Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan
dirinya.

Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban
bila melapor atau menjadi saksi. -

Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum.

Korban berhak mempergunakan upaya hukum (rechtmiddelen).

Korban di samping memiliki hak, juga dibebani kewajiban agar ter Jad:

keseimbangan, karena masyarakat akan goncang bilamana anggota masyarakat

hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Magyarakat akan

tenteram dan damai apabila antara hak dan kewajiban seimbang, oleh karena itu

hukum selalu mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota

36 Tbid., halaman 74. _
57 prif Gosita, 1983, Op. Cit., hal. 52-53.
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masyarakatnya. Adapun kewajiban-kewajiban korban kejshatan menurut Arif

Gosita, adalah :

L

mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan |

Korban berkewajiban untuk  tidak sendiri membuat korban dengan
mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).

Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan
korban lebih banyak lagi.

Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri
sendiri inaupun oleh orang lain.

Korban berkewajiban ikut serta membina pembuat korban.

Korban berkewajiban untuk bersedia dibina atan membina diri sendiri untuk
tidak menjadi korban lagi.

Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan
kemampuan pembuat korban.

Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk

memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya

* (mencicil bertahap/imbalan jasa).

Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan

ada jaminan, *

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban si korban yang perlu

perundang-undangan demi keadilan dan kelertiban hukum.

8 Wil halarnan 53.
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3. Pcranan Korbhan

Peranan pembuat kejahatan sudah lama dikaji secara luas dan mendalam

~oleh kriminologi, namun peranan korban merupakan kajian baru dalam

viktimologi. Peranan korban perlu dikaji agar dalam mempertimbangkan tingkat
kesalahan pembuat kejahatan benar-benar sesuai dengan derajet kenalahan .'yang
dilakukan, agar pembuat dan korban masing-masing dibebani tanggung jawab atas

terjadinya suatu kejshatan secara adil. Peranan korban akan menentukan-hak

" untuk memperoleh jumlah restitusi dan kompensasi tergantung pada tingkat

pqranﬁnnya terhadap terjadinya kejahatan yang bersangkutan, dan peranan korban
saﬁgat penting dalam peradilan pidana.

Menurut Arif Gosita”, peranan korban kejshatan ini antara lain
blerhubungan deﬂé&m: apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan
sesuaty; di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akiba‘t
dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak iain dan lingkungannya.

Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan

terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Peranan korban dalam terjadinya suatu kejmhatan memainkan peransn

yang sangat penting, karena tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. -

Jadi jelas bahwa pihak korban sebagai partisipan utama memainkan perﬁnan
penting. Dengan demikian magalah partisipasi korban dengan berbagai macam
peranan yaﬁg dimainkan dalam kejahatan adalah penting.

*

% Bid., halaman B1.
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Adapun péranan korban dalam terjadinya suatu kejahatatm menurut Arlf
Gosita® adalah :
1. Pihak korban dalam keadaan sadar atau tidak sa&ar, gecara langsung atau. Vtidak
langsung, sendiri aiau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, Secara
aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif Semuénya

bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung,

2. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan

berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Dalam
kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang
dinainkan pihak korban.

3. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk

melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Situasi atau kondisi yang

ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu

kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pibak korban tidak

terdapat hubungan terlebih dahulu.

4. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang piﬁak

pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya.
Dalam hal ini anfara pibak korban dengan pelaku tidak ada hubungan
sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai
terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada oréng lain

untuk mengambilnya tanpa izin.

& bid., halaman 82-85.
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5. Pihek korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan
sosial (ek'onomi, politis, yuridis) yang tidak dapat atau berani melakukan
perlewsnan sebagai pembalasan yang memadaj., sering dimanfaatkan oleh
pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari‘ pihak korban,
Misalnya, anak atau isteri sering menjadi korban tindakan jahat dari ayah atan
suaminya., buruh dengan majikannya dan lain sebagainya. |

- 6. Pihak korban dalam menjalankan usaha (bisnis) sering meﬁgqiak pihak lain
unfuk  melancarkan usahanya, atau menyeiesaikan permasalahan

| perugahaannya. Pada hakekatnya, ajakan kerjasama ini dapat juga
menimbulkan berbagai macam kejahatan, seperti penipuan, pemerasan,
penganiayaan dan pembunuhan karena persaingan,

7. Pihak pemerintal juga dapaf sebagai pihak korban. Misalnya dalam ﬁal
terjadinya kebocoran proyek (pengelapan, pencurian dan korupsi) karena
kurang waspada dalam melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan
proyek. Dengan demikian suatn pemerintaban dapat pula ikut serta

menimbulkan kejahatan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kebijakan terhadap perlindungan kepentil;gan korban, dalam kaitannya
dengan uraian di atas, merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan
kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan neéafa, yaite untuk
memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus

berorientasi dan mengacu pada aspek kesejahteraa.n, baik kesejahteraan sosial
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maupun individu dalam kerangka keseimbangan. Dengan demikian, suatu
kebijakan yang responsif harus dapat mengakomodasi dari berbagai unsur yang
terkait, éehingga dapat mendekati suatu wujud keseimbangan dari kepentingan-
kepentingan yang ada maupun dalam wujud keseimbangan perlaktian di antara
subjek

Bertolak dari uraian di atas, setidak-tidaknya ada tiga pihak yang terkait
dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, yaitu pelaku, korban dan pihak
masyarakat (negara). Kebijakan hukum pidana dalam kaifan ini, harus dapat
mengakomodasi dari berbagai kepentingan yang ada pada ketiga pihak tersebufl
dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan kepentingan.

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku
kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai
pihak {orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini memedibkan.
Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu Pengetahuan hukum pidana

dan praktek pényelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si

pembuat ialzh orang yang melakukan tindak pidana,®

 Hal senada dikatakan oleh Bards Nawawi Arief” bahwa kebijaken

perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang.integral dari

kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka

mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu keterlibatan negara dan

& 7ul Akrial, Op. C¥, haleman 19 '
62 Kenyataan ini diskui oleh Oetojo Oesman (Menteri Kehekiman), dalam pidato pembukean
Seminar Nasiona! Hukum Tentang “Perlindungan Hukum Térhadap Korban Kejahatan” yang
. diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan Dan Penyuluhan Hukum (LPPH) Golkar, Jakarta, 8
Juni 1994, ....”Kini sudah waktunya bagi kita untuk memberikan perlindungan hukum bagi
korban kejahatan yang selamna ini terabaikan.....” (Made Darma Weda, Cp. Cit., hal. 89.)
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masyarakat umum dalg.m menanggulangi beban penderitaan korbar bukan hanya
karena negaralsh yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga
disertai dasar pemikiran, bahwa negara berkewsjiban unfuk memelihara
keselamatan dan meningkatkan kesejéhteraan para warganya. Terjadinya korban
dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik
kepada warganya. 84
Secara feoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan

hukum, djgntm‘m:ya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi,
dalam hal ini bérganttmg pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri
terhadap lerjadinya kejahatan. 63

| Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut Benjamin
I\;“'.[endelsohn dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat
kesalshannya, yaitu :
1.Korban sama sekali tidak bersalah.

2.Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.

" 3.Korban sama salahnya dengan pelaku.

- 4 Xorban lebih bersalah dari pada pelaku.

5.Korban adalah satu-satunya yang bersalah.

6.Korban pura-pura dan korban imajinasi.®

63 [arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebjjakan Hénom Pidana, Bandung, 19968, hal. 53.

64 p0di Mattalatta, 1987, Op. C#, hal. 37, Berkaitan dengan ini Romli Atmasasmita mengataken,
«,. negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban tindak
pidena antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap korban atau keluarga korban
(Romli Atroasasmita, Masalah Santunan Terbelap Korbem ‘Tindak Pidana, Majalah Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, 19924, hal. 28).

83 Arif Gosita, 1983, Op. Cit,, hal. 144, .

% Mardjono Reksodiputro, 1994¢, Op. Cit., hal. 79, Bandingken tipe korban merurut Stephen
Schafer (lihat uraian mengenai jenis-jenis korban pada Bab II). '
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Melalui kategori di atas, akan dapat éiketahui atau berpengaruh pada
tingkat pertanggungjawaban pelakn tindak pidana, sehingga di samping
méhentukan derajat pelaku juga sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk
perlindungan kepada korban, yaitu dalam pengertian besamnya jumiah restitusi
ataupun kompensasi yang akan diberikan pada kérban. Dengan demikian hukum
pidana tidak lagi hanya berorieptasi semata-mata pada pelaku tindak pidana,
melainkan juga memperhatikan kepentingan korban.

Menurnt Barda Nawawi Arief? sekiranya sistem pidana dan
ﬁeﬂanggung}awaban pidana seyogianya diorientasikan pada korban, maka
kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentﬁ itu
seyogianya juga ditarik/diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik.

Dengan kata lain, mengangkat konsep restitusi dan kompensasi untuk
selanjutnya ditetapkan sebagai sanksi (kebijakan) pidana tertentu.

Sehubungan dengan masalah kompensagi dan restitusi, Stephen Schafer™
fr;engﬁraikan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada
korban'kej ahatan, yaitu :

L Ganti rugi (dumage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses

perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses.

pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi -yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana,

diberikan melalui proses pidana.

67 Bardn Wawawi Arief, Beberepe Awek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukaum
Pidari, Bandung, 1998, hal.62.
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4, Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalut prosés pidana dan

disokong ofeh sumber-sumber penghasilan negara.

- 5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus,

Lﬁbih lanjut dijelaskan, kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul
dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarékat atau merupakan wujud
pertanggungjawsban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat
pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau
pelakn kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. ®

Tujuan hukum pada umumnya adalah tercapainya kesejahteraan
masgyarakat materiil dan sprituil " Hal ini sejalan pula dengan orientasi
kriminologi, ialah kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita
atan para anggota masyarakat tidek menjadi korban dalam arti yang luas.” Maka
oleh sebab ifu, memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan
berarti sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan
pada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adaleh gebagai unsur
bagi pembentukan suatu masyarakat atau dengan kata lain, bahwa masyarakat
adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu antara masyarakat dan
individu saling tali menali. Konsekuensinya adalah, bahwa antara individu dan
masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa

antara masyarakat individu dalam banyak hal mempunyai kepentingan yeng

- %8 1id., halaman 59-60,

 Pengertian istileh restitusi dan kompensasi, juga dianut oleh Mardjono Reksodiputro, 1994¢,
Op.Cit. Hal, 94-95;; Arif Gosita, 1987, Op. C¥., hal. 20: serta Iswarto, 1995, Op. Ci., hal. 50
- dan Sanford H. Kadish, 1983, Op. Cit,, hal. 1604 ’ :
 Sudarto, 1986, Op. Cit., hal. 37.

™ 1E. Sehetapy, 1987, Op. Ci., hal. 26.
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akan tetapi harus terdapal “keseimbangan” pengaturan antara hak dan kewajiban

di antara keduanya itu.

Demikian pula halnya dengan eksistensi individa dalam kehidupan
bermasyarakat, ada individu yang berbuat jahat sehingga konsekuensinya akan
ada pula individu lain yang menjadi korban. Penguasa dalam kaitan ini, yang
berfungsi sebagai pengayom dan pelindung harus pula memperlakukan individu-
individu tersebut secara proporsional, yaitu memberikan perhatian secara
seimbang antara kepentingan masyarakat (umum), kepentingan pelaku dan
kepentingan korban, 72 Mencurahkan seluruh perhatian hanya kepada kepentingan
individu pelaku saja atas kepentingan masyarakat (umum) saja, merupakan
tindakan atan suatu kebijakan yang kurang proporsional.

Sehubungan dengan uraian di atas, argumentasi lain untuk mengedepankan
perlindungan bukum terhadap individu korban kejahatan adélah berdasarkan
argumen kontrak sosial (sbcial contract argument) dan argumen solidaritas sosial
(sa&ial solidarity argument). Pengertian pertama menyatakan, negara boleh
dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi (eigenricting). Maka oleh sebab ifu,
bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus
bertanggﬁngjaﬁab unfuk memperhatikan kebutuhan para korbaﬁ tersebut.

Argumen kedua menyatakan, negara harus menjaga warga dalam memenuhi

-

2 3 filadi dalam. kaitan ini menulis, yang kita anut mestinya adalah mode] yang realistik yang
memperhatiken pelbagsi kepentingan yang harus dilindingi oleh hukurn pidana yaitu
kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak

. pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep dacd
daderstrafrecht ini disebut sebagai model keseimbangan kepentingan (Muladi, 1995, Op. Cit.,

hisl. 5, ‘
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kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui

kerjasama dengah masyarakat lain berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana

yang disediakan oleh negara Hal ini bisa dilakukan melalui peningkﬁtan_ .

pelayanan maupun melalui pengaturan hak.”
| Perlindungan korban dalam hukum pidana positif saat ini, menurut Barda

Nawawi Arief dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1 ﬁﬁku111 pidana positif saat ;lli lebih menekankan pada perlindﬁngzm korban
“in abstracto” dan secara “tidak langsung”.

2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian
ganti rugi ' oleh si pelaku tindak pidana kepada korban. Belum ada ketentuan
ganti rugi vang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi
oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau
terpidana.

3. Ada lima kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban dalam
perkara pidana, yaitu :

a pemberian ganti kerugian sebagai “syarat khusus” dalam aturan pidana

bersyarat (Pasal 14¢ ayat (1) KUHP);”

P Bbid., hataman 66.

™ Barda Nawawi Arief, 1998, Ob. Cit., hal, 58-59.

Lihet jugs Leden Marpsung, Proses Totuian. Guntl Kerugian dent Rehabiitast dalam

" HukumPidana, Jokerts, 1997, hal, 3.

Istilah ganti rugi merupakan istilah dalam hukum perdata yang timbul gebagai akibat dari
wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang,

5 ¥ etentuan-ketentuan rengensi pidans bersyarat dan juga penglepasan bersyarat, sesmenya ini
mengandung tendens-tendens individualisasi dari reaksi dan ugaha-vsaha untuk menyesuaikan
pelaksanaan dari pidana atau tindakan itu kepada diri dari terhulkum (Roesian Saleh, 1988, Op.
Cit., hal. 19); perhatikan juge Mardjono Reksodiputro, 1995, Op. Cit., hal. €6, serta Muladi,
lembaga Pidana Bersyaraf, Bandung, 1985, hal. 205-206.
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b. memperbaiki akibat-skibat dalam findak ~pidana ekonomi, sebagai

“tindakan tata tertib” (Pasal 8d Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955

Tentang Pengusutan, Pesuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi),

c. pembayaran uvang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana
mmbahan (pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

| Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

d. penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan
perkara gugatan ganti rugi (perdsta) dalam perkara pidana (Pasal 98-101
KUHAP),” |

e. Ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47 huruf ¢, d dan e).

Secara yuridis normatif, perlindungan ternyata lebih diartikan pada aspek
fisik materiil. Sementara itu, penderitaan yang dialami oleh korban tidak selaln
&alam wujud penderitaan fisik, melainkan juga psikhis bahkan juga seringkali_
korban mengalami di samping penderitaan fisik juga penderitaan psikhis yang
- menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Misalnya korban akibat perkosaan
dar} korban akibat tei'judinya kerusuhan dan amuk massa Maka sebab itu
perlindungan (pelayanan) yang harus diberikanpun juga skan berbeda antara
. korban yang menderita secara fisik dengan korban yang menderita secﬁra psikhis
tersebut, yaitu seéﬁaj dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

| -Di Indonesia, seperti yang telah diurai‘kan di atas, kebijakan hﬁkum pidana'

yang ditempuli selama ini lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (offender

7 Rards Nawawi Arief, 1998, Op. Cit, hal. 57; serta lihat juga Muladi, 1995, Op. Cit.hal. 72.
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oriented), antara lain adalah dengan melakukan pembinaan (melayani pelaku) di

dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sementara ifu korban yang menderita

~ kerugian atas jiwa dan raga nasibnya terabaikan. Seperti yang dikatakan oleh

Iswanto,” bahwa selama ini, kriminologi klasik dan hukum pidana hanya
mempelgimi tentang pembuat tanpa menghiraukan korbannysa, selanjutnya hanya
ineinfokuskan hak dan kewajiban peﬁzbuat kejahatan tanpa memikirkan hak dan
k:_awajiban korbm;. Dalam kaitan ini, Stephen Schafer menulis, kalaupun ada
perhatian terhadap korban, hal ifu dianggap tidak boleh men_ghalangi pembinaan si
terpidana.”

Walaupun memang disadari babwa dalam hai-hal tertentu, posisi sebagai

korban atau pelaku hanyalah merupakan faktor nasib, akan tetapi peristiwa seperti

ity hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan nasib seseorang sebagai
korban dalam arti yang sesungéuhnya Artinya, lebih banyak dan lebih sering
terjadi korban dalam arti yang sesungguhnya dibandingkan dengan hanya faktor
nasib sebagai korban, sehingga jika perlakuan terhadap korban tidak dilakukan
perubshan dan pembaharuan, maka ketidakadilan akan tetap ada, terlebih jika
dikaitkan dengan eksistensi dan kehadiran korban secara tidak langsung.
Terjadinya Berbagaj tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakaf,
merupakan svatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari kejahafan itu juga
terus berjatuhan dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian
yang diderita itu, bisa diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun

oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini, bisa tergolong sanak

*? fswanto, 1995. Op. Cit., haleman 74-75.
" Mardjono Reksodiputro, 1994C, Cp. Cit., hal. 76.
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saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya pada korban
langsung tersebut.”

Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik

seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta

kemungkinan hilangnya .pendapata.n ataupun keuntungan yang mungkin akan
diperoieh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonﬁsik atau psikologis yang tidak
dapat dinilai dengan uvang. Bertolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka
penderitaan/kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat
fisik atau materiil (dapat dip.erhitungkan atau dinilai dengan vang) dan kerugian
yang bersifat nonfisik atau immateriil (misalnya berupa perasaan takut, sedih,
sakit, trauma, kejutan psikihis dan lain sebagainya). |
Dalam mengkaji terhadap masalsh penderitaan atau kerugian yang dialami
oleh korban dan hubungannya dengan kejahatan yang terjadi, menurut Mardjono
Reksodiputro terdapat duq permasalahan, yaitu :
1. bahwa untuk si korban, perfu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada

" penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik itu, dan

2. bahwa untuk si pelaku delik, perlu pula diketahui bagaimana peranan korban

" dalam hal terjadinya delik, maupun kejahatan pada umumnya.*
" Lebih lanjut dijelaskan, pemikiran dari hasil pengkajian tentané angka 1 di

atas, akan mempunyai pengaruh pada (ilmu) hukum pidana dan proses peradilan

‘

™ Andi Mattalatta, 1987, Cp. Cit., hal. 36, Periksa juga Resolusi Majelis Umum PBB Nomor
40434 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan
' Penyalahgunaan Kekuasaan Huruf A angka 2.

¥ Mardjono Reksodiputro, 1994c, Op. CE., hal. 76.
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pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana® sekarang

ini tidak/kurang memberikan kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang

- memberikan perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar/dirugikan, maka

mungkin diperlukan suatu pembaharvan yang mendalam tentang hal ini. Dalam
kzﬁtan ini L.H.C. Huléman mengajukan pemikir;n ini, “khususnya untuk bidang
yang menyangkut delik dimana dapat ditunjukkan adanya korban individual
(perseorangan)”.*

"Berkaitan dengan masalah pembaharuan seperti yang telah diuraikan di
atas, Barda Nawawi Arief’ menulis, pembaharuan ‘-hukum pidana pada

hakekatnya mengandung makna, suatn upaya untuk melakukan reorientasi dan

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sedangkan hasil pemikiran dan pengkajian dari angka 2 di afas, akan

banyak membantu dalam pengembangan pikiran dalam kriminologi. Bahkan

menurut hemat penulis dari hasil pengkajian terhadap peranan kerban dalam hal
terjadinya delik dapat pula memberikan manfaat secara langsung pada proses
peradilan pidana, terutama bagi hakim, yaitu dalam menetapkan pidana pada

pelaku sekaligus juga dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi sebagai gatah

81 Mardjono Reksodiputro, 1994b, hal. 84-85. Tugas sistem peradilan pidana adalah luas, yaitu
meliputi : &) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, b} menyelesaikan kasus yang
terjadi sehinggs masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidaria,
dan ¢) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejzhatan tidak mengulangi lagi
kejahatanmya. Lihat juga Muladi, 1996, Op. CIt., hal. 4. .

82 \ardjono Reksodiputro, 1994b, Op. Cit., hal. 85.

8 pords Nawawi Arief, 1996a, Op. C., hal. 30-31.
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satu upaya perlindungan hukum yang akan diberikan pada korban sesuat dengan
derajat kesalahannya (keterlibatan korban).

Dengan mengacu pada kategori keterlibatan korban dalam hal térjadinya

kejahatan, maka konsekuensinya adalah, bahwa harus disadari tidak semua korban

atau pihak yang dirugikan itu patut (selalu) mendapatkan pembayaran ganti
kerugian. Sebab, pihak korban itu sendiri ada kalanya secara langsung atau tidak
langsung sadar atau tidak sadar terlibat atau bahkan ikut berpexl'an terhadap
terjadinya suatu kejahatan, oleh karena itu dalam hal terjadinya kejahatan terdapat
functional responsibility.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, mengandung maksud, bahwa
masalah perlindungan terhadap korban, khususnya korban amuk massa yailu
dalam hal pemberian restitusi dan atau kompensasi, maka yang penting adalah
yang berkenaaan dengan masalah proses atan cara yang digunakan dan yang lebih
penting adalah adanya pedoman pengimplementasian. Sebab eksistensi korban

dalam penulisan ini adalah korban dalam pengertian yang konkret, bukan korban

yang bersifat potensial.

Korban yang bersifat konkret berbeda dengan korban yang bersifat

~ potensial. Pada korban yang bersifat potensial, penanganannya lebih

dititikberatkan dan diorientasikan pada upaya-upaya pencegahan (bengelakan)
agar tidak sampat ménjadi korban konkret. Upéya pencegahan dimaksud yang
disebut dengan istilah prevensi viltimisasi* selain dapat dilakukan melalui

. N

8 prevensi viktimisasi atau Upaya pencegahan penimbulan korban (cafon korban kejahatan)
kurang lebih identik dengan upaya pencegshan terjadinya kejahatan itu sendiri, karena geperti
yang telah dipaparkan di muka, bahwa di mana ada kejshatan di situ akan ada korban.
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hukum pidana, kebijakan vang ditempuh lebih banyak berada di luar jalur penal®,
sepert denga_n. -melakukan pembenahan terhadap suatn kawasan yang diduga

sebagai victim area, yaitn dengan cara mengoptimalkan pelaksanasn sistem

~ keamanan swakarsa atau mengadakan tenaga bantuan kepolisian yang dikenal

dengan nama Satpam (Satuan Tugas Pengamanan), yang pembinaannya diatur

-

melalni Surat Keputusan Kapolri Tahun 1990, dan sebagainya.

BRertolak dari uraian di atas dapat dikatakan, mengingat upaya

penanggulangan ~kejohatan lewat jalur nonpenal lebil bersifat tindakan

pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangam

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini

antara Iain adalah berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

secarn langsung atan tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan

kejohatan. Dengan demikian, dilihet dari sudut politik kriminal® secara makro

dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan gtrategis dari
keseluruhan upaya politik kriminal ¥
Dalam kaitan ini Muladi® menambahkan, sebagai salah satu bagian dari

keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum

Baudarto, Kapita Selekta Himm Pida, Bandung, - 1986b, hal. 118 Bahwa upaya
penanggulengan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifet repressive
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudsh kejahatan itu terjadi, sedangkan jatur
nonpenal lebih menitikberatkan pads sifat preventive (pencegahan/penangk alen/pengendalian)
gebelurn teriadinya kejahatan, .

8 politik kriminal adajsh suatu useha yang rasional deri masyarekat dalam menangguiangi
kejahatan (Sudarto, 1986a, Op. Cit. Hal. 30 dan 93). Berkenaan dengan kongep ragional, Barda
Wawawi Arief menjelaskan, salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lein dapat
dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi ukuran rasionalitas diletakkan pada masalsh
keberhasilan atau efekiivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya (Barda Nawawi arief, 1996a
Op. Cit.,, hal. 246). .

7 Barda Nawawi Arief, bid., hal 49,

® }quledi, 1995, Op. Cit., hal. 7. :
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pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat

menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara: tuntas. Hal int wajar karena

‘pada hakekatnya kejahatan ity meropakan “niasalah kemanusiaan” dan “masalah

sosial”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Walaupun
penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan
merupakan satu-satunya tumpusn barspan, naﬁlun keberhasilannya rangat
diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertarnhkan makna dari
“Negara berdasarkan atas hukum”.

Bertolak dari wraian di atas, dihubungkan dengan masalah perlindungan
korban, maka hal ini mengandung arti, bahwa penyelesaian perkara pidana yang
menimbulkan kerugian pada orang lain, secara yuridis sosiologis terbuka
kemungkinan penyelesaiannya secara damai di Iuar jalur formal, walaupun secara
yuridis normatif tidak mempunyai dasar. atan landasan pembenar untuk dapat
dilakukannya proges perdamaian yang demikian itu.® Dengan adanyé

penyelesaian kasuy pidana secara damai di lwar jalur formal dalam praktek

" kehidupan masyarakaf tersebut, memberikan indikasi bahwa di dalam

pehyelesajan perkara pidana seperfi ini sesungguhnya secara diam-diam (tidak

diakui secara formal) telah tumbuh sejak lama apa yang sekarang dikenal dengan

istilah ADR (Altérrmtive Dispute Resolution)” Untuk itulah diperllﬂ(an dasar-

8 Uraian tentang hal ini, perhatikan juga makalah pembehas yang disusun oleh Rusli tentang
. “Pembohasan Maosalah Ganti Rugi Dalam/Enrens Pevkara Pidana”, Penegakum Hidoon
" Dalam Mensukseskan Pembangwian, ed. Badan Kontak Frofesi Hukum Lampung, Bandung,
1977, tial, 159. Lihat Juga Iswarto, 1995., Gp. Cit, serta Romili Atmzsesmita, 19928, Op. Cit,

" hal. 51. ' -

% IihatSatjipto Rehardjo dalam Muladi, 1985, Op. Cit., hal. 57. Serta perhatikan juga pendapat
Teuku Mohammad Radhie, Peranan Hsaem klam Dalam Pembinaan Hdaen Nasional,
Yogyakarta, 1988, hal. 73.
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dasar atan persyaratan agar suatu produkl hukum (positif) mempunyai kekuatan
berlala di samping kekuatan mengikat secara baik. |

Secara teoritis, dasar atou landasan agar suatu produk hukum mempunyai
kekuatan berlaku secara baik, harus mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan

ﬁloaoﬁs,_,” sehingga dengan demikian suatu produk peraturan perundang-

~ undangan dapat diterima secara spontan (kesadaran) oleh warga masyarakat, tidak

semafa-mata dengan menggunakan upaya pemaksaan di dalam memberiakukan
su%a.tu .ketentuan hukmﬁ. ‘.

Walaupun sebenarnya praktek ADR seperti dipaparkan di atas juga
mengandung iJeberapa kelemahan, yaitu bahwa apabila penyelesaian secara damai

ity beralih menjadi suatu kebiasaan, hal mana dalam prakteknyd nampaknya

makin hari makin banyak terjadi, maka lambat laun akan dirasaken cleh warga

masyarakat, bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi (seperti tabrakan,.

misalnya antara seorang pejalan kaki dengan seorang yang mengendarai

‘kendaraan) tanpa melihat unsur kesalahan, seperti yang dimaksud dalam pasal-

pasal KUHP, orang cenderung akan memberi cap salah pada pengendara tersebut,

akibatnya si korban skan menekan si pengendara kendaraan agar membayar ganti

kerugian....”.”

Berbicara masalah perlindungan korban kejahatan dalam - pengertian
konkret seperti yang telah diuraikan di atas, yang dalam teori dikenal ‘adanya

kategori keterlibatan korban, maka dalam proses peradilan pidana, kategori ini

91 31dikno Mertokusumo, Mengendl Hidaun (Suate Pengantar), Yogyakarta, 1983, hal. 9

2 Rusli, 1977, Op. Cit., hal, 160-161.
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mgruﬁékau unéur vang menentukan bentuk perlindungan yang skan diberikan
paﬂa korban kejahatan, sehingga dengan demikian korban lals mempunyai hak
" dan kewajiban.

- Berkenaar; dengan masalgh hak korban, menurut Mardjono Reksodiputro™
“peftamg—tama hérus diciptakan suatu iklim di mana korban man melapork@
nasibnya dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan at;tupun ketakutan untuk
~melapor. Keadaan seperti ini tentunya harus dibareng: dengan tempat-tempat
‘pelaporan resmi, semi resmi dan swasta yang tidak sa:_ja mampu menerima laporan
tetapi juga mampu mengambil keputusan tindak lanjut. Hal yang terakhir ini
paling tidak berarli adanya pelugas-petugas terlatih yang mampu memberikan
informasi dan nasehat tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dan
memperjuangkan l}&k-llﬁknya’ ’,

Dalam hat korban akan membawa permasalahannya ke pengadilan, maka
harus tersedia kemungkinan unfuk memperoleh bantuan hukum (penasehat
hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidék mampy. Sementara itu untuk
korban vang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikhis, harus pula
tersedi;zt fasilitaé untuk menampung “pengobatan” mereka, khususnya bagi mereka
yang mengalami tekanan bathin (korban perkosaan ataupun penganiayaan)
éehamsnya dapat disediakan pula fasilitag khusus dengan penanganaﬂ oleh ahli-
ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudu.kan
korban sebagai pihak dalam perkara (diban@ingkan dengan hanya sebagai saksi)

haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam kaitan ini, hak yang diberikan

" % Mardiono Reksodiputro, 19%4¢, Op. Cit., hal. 92.
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kepada korban dalam KUHAP untuk menggabungkan perkaraz gugatan ganti
kerngian serta meminta pemeriksaan praperadilan, merupakan bukti bahwa dalanll
sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak korban sudah mulai memperoieh
perhatian yang seharusnya. 4

Tidsk selamanya korban mau atau sanggup (baik dilihat dari segi
emosional maupun materi) wntuk memperjuangkan hak-haknya 'llnelalui
pengadilan. Dalam keadaan seperti menurut Mardjono Reksodiputro,” perln
‘digali” dan dikembmlgkml upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan
éengketa—sengketa gsemacam ini melalui prosedur perdamaian (conciliation
procedures). Dalam sistem hukum yang menghormati korban, maka permintaan
korban untuk (memilih) menyelesaikan semacam ini perfu diperhatikan dan
gedapat mungkin dipenubi.®® Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani
masalah korban ini adalah dgngan atan dari optik korban (dari sudut pandang
korban dan bukan dari sudut pandang alat penegak hukum atau gffender
clénrered), seharusnya permintaan atau pilihan korban {entang cara yang
diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan
_ baginya, diberikén perhatian utama. -

Apa yang telah diuraikan di afas, memgakml hak korban yang sedang
daiam diskursus para ahli, karena dari sudut pandang realitﬁs terdapat

kecenderungan ke arah tersebut, sementara eksistensi hukum pidana gebagai

™ Bid., hal. 92, . '

®3 Mardjono Reksodipuiro, 199%4¢, Op. Cit. hal. 93. :

® 1a| seperti ini merupakan pendirian dari kaum abolisioncsme, "tidall ada organisasi ymng
berkuasa yang dapat mendefinisikan mana yang benar dan imana yang galah, sebab hanya
mereka yang berselisihlah yang dapat menentukan secara tepat bagi diri mercka.-Caranya
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hukom publik mengandung makna yang berbeda, baik dalam kajisn teoritis
maupun dalam- praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, sehingga masih
memerlukan pengkajian yang mendalam. Namun demikian Arif Gosifa telah
berusaha .(nerUrﬁUSkﬂ;l secard ri;ll.ci hak-hak dan kewajiban-kewsgjiban yang

seharusnya melekat pada korban, dan apa yang telah dirumuskannya ini belum

mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara yuridis normatif, melainkan

hanya sebatas yuridis dogmatis. Walaupun demikian, apa yang telah dirumuskan
oleh Arif Gosita kiranya dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka
peayusunan peraturan perundang-undangan yang akan datang,

Dari apa vang telah dipaparkan di atas, semuanya menghendaki adanya

~aturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan

korban. Untuk itu dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah

penerapan ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan atau kompensasi sebagai
galah satu upaya atau wujud perlindungan hukum khususnya bagi korban amuk

massa. perfu dibuat aturan khusus mengenai korban akibat amuk massa.

D. Eksiste.nsi Restitusi dan Kompensasi

Dari apa yang telah diuraikan di afas tentang perlindungan hukum kepaﬁa
kepentingan korban, baik korban kejahatan maupun korban yang tirﬁbul sebagat
akibat dari perlakuan atau tindakan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang dilakuken oleh aparat pem?gak hukum memperlihatkan, bahwa

restitusi dan "atay kompensasi merupakan salsh satu upaya dalam rangka

adaleh dengan menggunakan sejauh mungkin pendekatan hukum perdata sebegai sarana
penyelesaian konflik (vuladi, 1995, Op. Cit., hal. 129).
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memberikan perlindungan terhadap penderitaan'atau kerugian yang dialami oleh
korban.

.Kerugian yang diderita oleh korban ada yang bersifat materiil dan ada pula
vang sifatnya immateriil., sehingga muncul pers;;alan mengingat kerugian dan
penderitaan itu benar-benar terjadi dalam realita, yaitu siapa atan pihak mana yang
harus memberikan atau menyediakan ganti rugi tersebut ?. Berkaitan dengan
masalah tersebut Romli Atmasasmita™ mengatakan, satu hal perlu dicatat adalah,
Bahwa eksistensi restitusi maupun kompensasi kepada korban merupakan masalah
yang berkaitan dengan keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial, jadi ti.dak
dilihat dalam pemahamannya yang sempit atau victim centered, melainkan harus
dipahami dalam ruang lingkup yang luas.

Di samping itu, perkembangan perhatian kepada kepentingan korban ini,

apabila diperhatikan sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang ini sedang terjadi

“arus balik sejarah mengenai perhatian terhadap kepentingan korban, khususnya

jika dikaitkan dengan gagasan ganti rugi pidana yang dewasa ini berkembang,

. baik dilihat dari instrumen-instrumen internasional maupun dalam konteks hukum

nasional khususnys dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(RKUHP).™

" Dilthat secara historis, dapat dikelahui sebepamya pidana denda yang

sekarang ini dikenal dalam hukum pidana modern juga berasal dari tradisi

“hukuman’ ganii rugi yéng dewasa ini malsh diperjuangkan oleh para kriminolog

%7 Romli Atmasasmita, 1992a, Gp. Ci., hel. 26, Lihat juga Iswanto, Yazid Effendi dan Angkasa,
Viktimologi, Purwokerto, 1998, hal, 19, )
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agar kembali mendapat tempat dalam rangka gagasan hukum pidana modern.
Pidana ganti rugi itu berubah me‘njadi denda yang dikuasai oleh negara pada
muimlysi hanya teﬁadi karena suatu pertimbangan agar pelaksanaan ganti rugi itu
tid_ak dilaksanakan seﬁara personal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan, Di
samping itu, partisipasi.negara dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian
hidup bersama juga harus dihargai sehingga bagian dari pidana ganti rugi itu harus
masuk ke kas negara .Sayangnya, dalam perkembangan ilmu hukum, bidang
hukum pidana itu sendiri berjalan terpisah dari perkembangan hukum

keperdataan, schingga untuk pidana ganti rugi dan pidana denda juga berkembang

* sendiri-sendiri, Pidana ganti rugi dianggap sebagai bentuk sanksi- perdala,

- sedangkan pidana denda dikategorikan sebagai sanksi pidana.”

Namun demikian, terlepas dari itu semua, yang jelas adélah bahwa
perkembangan mengenai gagasan ganti rugi dan pérhatian kepada kepentingan
korban ini, sangat sesuai dengan gagasan yang terdapat dan bahkan cenderung
dipeﬁahankgn dalam tradisi pidana Isiam. Karena itu, dapat dikaﬁkan bahwa
sistem hukum Islam yang secara konseptual memang memberikan perhatian yang
sangnt besar kepada kepentingan korban, cukup memiliki signifikansi untuk
dijadikan bahan rujukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum dewasa ini.
Artinya, secara ilmiah, tidak ada keberatan fundamental untuk menj adikan sumber
tradisi pidana Islam itu sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan

REKUHP,

% Jimly Asshiddiqie, Pembahanan Hiaun Pidana hidonesia, Studi Tentang Bentik- Bentik
Pidana Dolam Tradisi Hdaon Figh dan Relevansinye Bagi Usoha Pembaharuan KUHP
Nasional, Bandung, 1995, hal. 186,

# bid., halaman 188,
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“dilematis”. Di satu pihak dituntut untuk
-profesional” (profesional law educatior) y

| profesional yang memiliki kemampuan day

hukum nasional. Dilihal duri fugas penj

kajian kritis dan kajian alternatif.

Dalam kaitan ini adalali menarik

Arief'™ bahwa saat ini pendidikan tinggi

menguasal hukum positif, tetapi di lain |

keilmuan dan tugas nasional untuk melaky

pidana nasional, jelas ihnu hukum pidana (

pada IHP poéitif hanya patut dibenarkal

apa fang ditulis oleh Barda Nawawi
hukum mengahadapi tugas ganda yang
menyelenggarakan “pendidikan hukum
ang dapat menghasilkan sgrjana hukum
| kemahiran/keterampilan hukum dalam
pihak dituntut pula mengemban tugas
ikan pengembangan dan pembaharuan
pembangan dan pembaharuan hukum
[HP)ypositif saja tidak cukup. Orieiitasi

1 sepanjang hukum pidana positif di

Indonesia memang “sudah mapan”. Sepanjang “Hukum Pidana Indonesia” belum

mapan dan belum mantap, bahkan masih
sedang dikaji dan dikembangkan, maka |

terlalu “statis dan rutin” (yaitu hanya IHP g

merupakan “fus constituendun?’ yang
[P yang diajarkan seyogyanya tidak

ositif), tetapi juga harus dikembangkan

_ Tanggung Jawab Pelaku dan Aspe
Menurut Mardjono Reksodiputro]
‘yang bersifat materiil yang' dialami @

pidana yang dilakukan oleh orang ]

100 porda Wawawi Arief, 1994, Op. Cit., hal, 10,

1. Restitusi Sebagai Wujud PerlindIngan Korban Dilihat Dari Aspek

Tujuan Pemidanaan
0! dalam hal penderitaan atau kerugian
leh korban sebagai akibat dari tindak

lain, sepanfasnyalah pelaku kejahatan
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- (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu. Hal senada juga

din_yatakan oleh Pwwoto S. Gandasubrata, “suatu tindak pidana yang
melawan hukum fetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak

menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan hukuman pidana saja;

sedangkan sebaliknya, barulah apabila tindak pidana itu melanggar hak dan

menimbulkan kerugian pantas dijatuhi sanksi ganti rugi”.!%

_ Pada bagiml lain, masalah restitusi kepada korban kejahatan di dalam
konteks hubungan pelaku ..dzm korban, lebih jauh dikatakan oleh Romli
Atamasasmita, bahwa restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi
tanggung jawab pelakn sebagai warga masyarakat. Melalui proses
resosialivasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab
sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini bukan hanya
terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun di samping itu juga
berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku kejahatan atas
“hutangnya’” (akibat perbuatannya) kepada korban.'”
Sehubungan dengan taﬁggung jawab pelaka terhadap kerugian atau
penderi.tamx yang dialmn.i oleh korban (sebagai akibat perbuatannya), untuk
" beberapa tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, seringkali
penyelesaiannya diiakukan atas dasar perdamaian antara kedua‘bleiah pihak.

Cara penyelesaian seperti ini merupakan suatu kenyataan yang hidup di

1J]

Mardjono Reksodiputro, 1994¢, Op. C., hal. 77 ; pernyataan yang sama juga dikernukakan
oleh Sudarto, 1986a, Op. Cit., hal. 180, ) ‘

192 Dy woto 8. Gandasubrata, AMasclah Ganti Rugi Delam/Karena Perkara Pidana, Penegakan

103

Hiaun Dalam Menswiseskan Pembangunan, ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung,

Bandung, 1977, hal. 117-118.
Ramli Atmasasmita, 1992a, Cp. Cit., hal. 44-45. Lihat juga Iswanto, 1995, Cp. Cit., hal. 38.
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kalangan anggota masyarakat tertentu di Indonesia yang mendasarkan
penyelesaiannya pada hukum adat.

Da}mﬁ kaitan ini, Soerjono Seekanto'® menulis, penegakan hukum
(pidana positif, penulis) bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai
keadilan. Penegakan hukum (positif) merupakan upaya terakhir apabila
usaha-usaha nonhukum tidak berhasil menegakan keadilan. Dalam penegakan
hukum, pidana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakan keadilan,

Oleh karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum.

h '® juga menulis, bahwa

Senada dengan hal di atas, Roeslan Sale
penguasa tidak sepantasnya bertindak dengan upaya-upaya hukum pidana
bilamana . tujuan tersebut masih dapat dicapai oleh stelsel-stelsel
kemasyarakatan lainnya Ini artinya adalah, bahwa sebelum ditetapkannya
suatu perbuatan (yang sekarang disebut) tindak pidana, terhadap perbuatan
ini, salah gatu sistem hukum, yaitu hukum adat, telah terlebih dahulu
memberikan cara penyelesaiannya.

‘ Berkaitan dengan hal tersebut di atas, LIL.C. Hulsman mengkaitkannya
dengan asas subsidiaritas, yaitu pertama-tama alat kekuasasn negara yang
bertugas menerapkan hukum pidana tidak sampai bergerz;;c bilamana meialui
stelgel sanksx yang bersifat sosial dapat dicapai tyjuan yang.sama atau

memang telah tercapai. Dengan kata lain, hal yang bertentangan dengan

hukum (juga hal yang bertentangan dehgan hukum yang bersanksi pidana)

) - 4
- 104 soerjono Soekanto, “Menanghap Rase Keadslan Musyarakat Oleh Penegak Pidoom”, Actian

Untuk Penegak Fhdeum Mewtyjudkan Xeadidan, ed. Panda Wababan dan .M. Swiptq. Jakarta,

" 1983, hal. 31-32.
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sebanyak mungkin diusahakan untuk diselesaikan melalui cara-cara di luar
hukum pidana. ' Sebagai bahan perbandingan, bahwa dasar pemikiran dan
budaya masyarakat Jepang terhadap hukum tidak bertolak pada paham yang
universal melainkan bersandarkan pada paham yang khusus (parficular)
kare_na dengan cara ini, Jepang dapat menekan angka kriminalitas menjadi
- yang terendah di seluruh dunia. Praktek penegakan hukum di Jepang lebih
" mengutamakan kesepakatan atau musyawarah dibandingkan dengan
penyelesaiah"meialui litigasi semata-mata '% |
| Dalam kaitan im, B;arda. Nawawi Arief menulis, salah satu kajian
alternafif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharvan hukum
nasional saat imi, ialsb kajian terhadap sistem hukum yang hidup dalam

masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem

hukem nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan

nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber

‘dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat. Nilai-pilai hukum yang hidup di dalam

masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan

nilai-nilai hukum agama '®

195 @ oeslan Saleh, Hson Pidana Sebagai Xonfrontast Mawwsia Dan Mansia, Jakarta, 19833,
halaman 14.

106 R oeslan Saleh (1984), Op. Cit., hal. 21,

197 Romli Atmasasmita, 1992a, Op. Cit., hal. 100

108 pferurut Moeljatno, untuk hukumn tidek tertulis (ukum adat), berlaku syarat: 1) harug hidup
dalam kalangan masyarakat Indonesia; 2) tidak menghambat perkembangan masyarakat adil
dan makmur (Moeljatno, Fungsi dan Tjuan Hidum Pidme brlonesia dan Renoane Undang-
Undang Tenfang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hduum bdonesia, Jukarte, 1985,

hal. 24 dan 26.
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Dari apa yang telah dipapakan di atas dikaitkan dengan masaiah
perlindungan terhadap korban, maka adalah sejalan dengan Deklarasi Prinsip-

Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejshatan dan Penyalahgunaan

- Kekuasgaan, pada huruf A angka 7 yang menyatakan :

“Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan,
arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus
digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti
rugi kepada para korban”.

Dalam kaitannya dengan ganti rugi ini, dalam sejarah hukum Indonesia
dapat dijumpai berbagai Kitab Undang-Undang Hukum, salah satunya adalah
yang berasal dari zaman Madjapahit, ialah yang disebut peruﬂdang—undangan
agama '® Dalam perundang-undangan Madjapahit terdapat pidana pokok
berupa ganti kerugian atau panglicawa atau putwkucawa. Meskipun

ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, namun hal ini dikutip adalah

" dalam rangka studi perbandingan antara hukum positif’ dengan hukum yang

| pernah ada dan berlaku di Indonesia Bahkan,menurut Sudarto''?, ada

kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli

~ dan menemukan kembali nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.

. Jika kita melihat dan menelaah perundang-undangan Madjapahit tersebut,
akan tampak hubungan antara si pembuat dan korban. Beberapa ketentuan

yang relevan dalam kaitan ini adalah sebagai berikut :

109 qtamet Muljena, Per-undang-wnidangan Madjapahit, Djekarts, 1967, hal. 7.
10 5idarto, 1986a, Op. Cit., hal, 181.
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Pasal 19 UU Madjapahit menetapkan, “Barang siapa membunuh wanita yang
tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersanghkutan dua kali lipat
dan dikenakan vang ganti kerugian (putukucawa) empat kali”.
Pasal 56 UU Madjapahit menetapkan, “Jika seorang pencuri mohon hidup,
maka ia.harus menebué pembebasannya sebanyak delapan kali, membayar
denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian
* (panglicawa) kepada orang yang kema curi dengan cara mengembalikan
segala milik yang diambilnya dua kali lipat”.
" Pasal 242 UU Madjapahit I_I'Ienetapkan, “ Barang siapa naik pedati, kuda atau
-ke-ndaraan apapuﬁ, jika melanggar atau menginjak orang hiﬂgga mati, ia
gendiri atau saisnya dikenakan denda dua Iaksa oleh raja yang berkuasa,
ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada
pemilik orang yang telah melanggar itu, atan kepada sanak sauds;ra orang
yang mati itu .

Berdasarkan pendapat dari Sudarto dan Barda Nawawi Arief di atas
mengenai adanya kecenderungan pembuat undang-undang untuk menggali

kembali nilai-nilai hukem yang (pernah) hidup, yang di dalam Rancangan

" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RKUHP), hal

ini bisa dilihat dalam Pasal 67 RK'UHP tentang pidana tambahan, jraitu :
ke-1 pencabutan haktertentu;

ke-2 perampasan barang-barang te:tentu: dan atau tagihan

ke-3 pengumuman putusan hakim; .

' ke-4 pembayaran ganti kerugian; dan
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ke-5 pememihan kewajiban adat.

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan
kewajiban adat ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban
yang dirumuskan dalam ius constituendum yang diangkat dari konsep hukum
adat.

Pengaturan restitusi secara formal dalam bentuk peraturan perundang-
undangan baik di dalam ius constituendum (antar lain dalam Pasal 60 ke-4
REUHP tentang pembayaran ganti kerugian) maupun dalam iué constitutum
(antara lain adalah Bab XIO Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian), Ul adalah dalam rangka demi kepastian
hukum. Akan tetapi dalam praktek kehidupan masyarakat, seperti yang telah
diuraikan di ntas, sistem hukum adst justru memberikan peluang untuk

melakukan perdamaian, sehingga dilihat dari perspektif hukum pidana positif,

" maka praktek-praktek yang demikian itu menjadi “keluar” dari jalur proses

yang formal. Dengan demikian, untuk kejadian-kejadian tertentu perlu diteliti
kembali, sejauhmanakah penerapan hukum {acara) pidana positif masih layak
diberlakukan sehingga tujuan keadilan dan kepentingan perlindungan dapat
dicapai.'”?

Urgensi _adanya penelitian dimaksud semakin jelas jika dikaiﬂcan dengan

pelanggaran lalulintas yuang mengakibatkan korban luka atan meninggal

111

' Aturan ini merupakan realisasi dari salah satu Keputusan Seminar Hukurn Nasional I Tahun

1963, yang-antara lain dinyataken, “agar hakim dalam rengadili perkara pidana dapatlah

. - menvelesaikan pula segi perdatanya, di samping itu juga dalam Trangha mereatisasikan
- peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini gekaligus juga untuk memnuhi

keterituan Pasal 4 avat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
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dunia, yang dalam prakteknya seringkali diikuti dengan pemberian santunan

oleh pelaku kepada korban di luar proses peradilan pidasa. Sedangkan dalam
praktek Pengadilan Negeri sendiri terhadap semua korban yang diakibatkan
oleh - pelanggaran lalulintas imi, tidak diperoleh santunan, baik berupa
sejumiah vang ganti kerugian maupun dalam bentuk perawalan atau fasilitas
dari pihak pelaku. Sehingga dengan demikian harus diakui, bahwa dalam hal-
h:d tertentu, penye}egajmx di luar jalur formal justru dapat menciptakan dan
melahirkan suatu keadilan bagi kedua belah pihak. ' A.

Be_;kaitan dengan pengaturan ganti kerugian yang harug dibayarkan oleh
pelaku kepada korban, Sudarto berpendapal, bahwa pidana pengenaan
kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai
arti apabila si pelakn mampu membayar. Apabila ia tidek mampu, dan dapat
diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana
itu adalah termasuk orang yang tidak mampu. 14

- Lebih lanjut Sudarto mengingatkaﬁ, di samping masalah kemampuan,

perlu ditinjau pula makna dari pidana tambahan tersebut dalam rangka makna

. pidana pada umumnya. Tujuan yang ingin dicapai dengim pidana dan hukum

pidana selama ini belum dirumuskan secara formal dalam peraturan

perundang-undangan, Perumusan ini baru tampak dalam RKHUP, oleh

U2 Romli Atmassemita, 19928, Op. Cit, hal. 51-52.
M3 [t Tewanto, 1995, Op. Cit., yaitu yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Purwoto 8. Gandasubrata, 1977, Op. Cit., hal. 118-
119), :

pelanggaran lalulintas; dan uraian yang sama juga dapat disimak pada tulisan Romli-
Atrnasasmita, 19924, Op. Cit., hal, 51-53,

14 gidarto, 1986a, Op. Cit., hal. 187.
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karena itu pembahasan masalah (ujuan pemidanaan ini lebih bersifat
teoretis.'?®

Menwut Muladi dan Barda Nawawi Arief, secara tradisional teori-teori
tentang tujuan pemidanaan pada umumnya (.!apat dibagi dalam 2 {dua)
kelompok teori, yaitu :
1. Teori absolut atan teori pembalasan (retributive/vervelgings theorien)
2. Teori relatif atau teori tujuan (utifitarian/doeltheorien). '

Lebih lanjut dijelaskan, pidana menurut teori absolut, merupakan akibat
mutlak yang harus ada sebagai svatu pembalasan kepada. orang yang
melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya
atau _terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini muncul pada skhir abad
kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang tokoh dari teori ini
menyatakan, “pidana bukan merupakan suatu alat untuk n;encapm‘ tujuan,
melainkan mencerminkan keadilan”.

Sedangkan menurut teori relatif atan tujuan, tujuan pemidanaan bukanlah

untuk memuaska..u tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering pula disebut
" teori fujuan (wtifitarian theorien). Teoti ini mencari dasar hukum pidana
dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya, yéz.itu tujuan
pemidanaan untuk prevensi kejahatan, baik prevensi spesial maupun prevensi

general, Maka berdasarkan uraian yzing telah dijelaskan di atas, tujuan

4

o 115 1 ihat Pasal 51 RKUHP.
16 pfuladi dan Bards Nawawi Arief, Teori-Teors dar Kebijakarn Pidana, Bendung, 1992, hal. 10.
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pemidanaan secars fradisional dan teoretis ini, ternyatz hanya berorientasi
pada pelaku (pembuat) kejahatan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas ym:l'g oleh Sudarto diperscalkan,
menurut hemat penulis akan masih relevan jika orientasi hukum pidana masih
pada pelaku {pembuat) kejahatan, sehingga sangatlah wajar apabila magalah
tujuan pemidanaan tersebut masih dipersoalkan. Seperti yang dikatakan oleh
Mardjono Reksodiputro,'’ karena memang sistem peradilan pidana yang
sekarang berlaku teﬂalu difokuskml pada pelaku (menyidik, menangkap,
mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban.
Yang acap kali terjadi adalah, bahwa terlibatnya korban dalam sistem
peradilan f)idana hanya menambah “travmanya” dan meningkatkan rasa
ketidakberdayaannya serta fiustasinya km'epa tidak diberikan perlindungan
dan upaya hukum yang cukup.

Dalam kaitan ini, Van Der Heuvel menulis, bahwa sekarang telah terjadi
pergeseran perhatian. Perhatian dan issue yang dimaksud adalah, bahwa
hukum pidana telah tidak iagi semata-mata memusatkan perhatian terhadap
pelaku dan tindak pidananya, melainkan juga memusatkan perhatiannya

terhadap konsekuensi-konsekuensi yang (mungkin) muncul sebagai akibat

dari tindak pidana,'"®

17 Mardjono Reksodiputro, 1994c, Op. Ci., hel. 91
118 pomli Atrnasasmita, 1992a, Op. Ci., hal. 55.
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Sehubungan dengan penjelasan di atas, Simposium Pembaharuan Hukum

Pidang Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyebutkan :

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta
‘k.‘eseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan
mempgrhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, forban dan
pelaku.

2. Atas dasar fujuan fersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-
ungur yang bergifat ;

a .K'ehz@usiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung

| tinggi harkat dan martabat seseorang;

b. Zdukatif, 'dalam arti bahwa pelnidmxgmz itu mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia
m?:mpu;wai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha -
penangguiangan kejahata,

¢. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik

~ oleh si terhukum mavopun oleh korban ataupun oleh masyarakat.'”®
Sedangkan Andi Maitalatta, dalam kaitan ini menulis, bahwa hakekat dari
kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikaﬁ pihak lain

yaitu yang digebul dengan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada

19 Rarda Nav}awi Arief, Kebjiaan Legisiatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penyjara, Semarang, 1996b, hal 82.
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pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari st korban dalam
bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. '

Lebih lanjut diuraikan, pe_ntingnya untuk memperhatikan kepentingan
korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar .untuk memenuhi hak korban,
bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian,
tetapi lebih jauh dari itu adalah juga untuk kepentingan pelaku kejahatan itu
sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih

mudsah pembinaannya karens dengan demikian pelaku telah merasa berbuat

secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh -

kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan
santunan kepada korban, akan mengembangkan ianggung jawab pelaku
karena dalam pelaksanasnnya dibutubkan peranan aktif dm;i si pelaku.
Peranan yang lebih aktif dari pelaku akan lebih memudahkan dia untuk

menghayati akibat dari perbuatannya bila dibandingkan dengan pembinaan

© dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana biasa bersikap pasif.

Dari sudut pandang masyarakat, penjatuhan pidana serupa ini juga akan

menanamkan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatubi pidana tetapi

" juga telah membayar “utangnya” dalam bentuk perbuatan baik terhadap

korbannya. Kesan seperti ini akan lebih memudahkanrmasyar.akat untuk
menerima kembali kemampuan pelaku itu. Sikap masyarakat seperti ini pada

akhimya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan dari si pelaku

~ sebagai suafu syarat dalam menempuh jalan hidup; yang lebih baik. @

I prnidi Mattalatta, 1987, Op. Cit., hal. 42
2 Bid, hal. 42.
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Bila dilihat dari kepentingan korban, pemberian santunan oleh pelaku
paling tidak dapat mengurangi penderitaan korban dan dapat menumbuhkan

kembali kepecaysan dirinya sebagai akibat perbuafan pelaku vyang tidak

~ permah diharapkannya.

2. Kompensasi Sechagai Wujiid Perlindungan Kerban Dilihat 'Dziri Aspek
Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat )

Membahas masalah perlindungan, paling tidak akan terkait dua pihak yang
saling berhadapan, yaitu pihak pelindung dan pihak yang dilindungt. Demikian
pu[é halnya dengan masalah perlindungan hukum. Menurut Philipns M.
Hadjon, perfindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua
kekuasasn yang selals menjadi pusat perhatian, kekuasaan pemerintah dan
kekuasnan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pe;neriutah;
permasalahan perlindungan hukum adalah permasalahan perlindungan hukum

' bagi rakyat. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,
permasalahan perlindungan hukum adalah permasalahan perlindungan hukum
bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya #erlindungan
bagi si pekerja terhadap pengusaha, perlindungan bagi penggarap terhadap
pemilik (tuan) tanah dan lain-lain,'® |

Pada penelitian ini yang disoroti adalah perlindungan hukum bagi rakyat,
yaitu rakyat yang menjadi korban dari: suatu  kejahatan maupun menjadi

korban sebagai akibat dari tindakan atau perlakuan penguasa negara itu sendiri
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yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan vang berlakn,

- khususnya tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban
amuk massa yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan massa
yang terjadi di Kabupaten Brebes, khususnya tentang penerapan génti kerugian
dalam bentuk restitusi dan atau kompensasi dalam konteks pelakeanaan hukum
pidana formal.

Masalah korban yang merupakan ruang lingkup dari kajian disiplin
vikiimologi, untuk perfama kali secara formal pada tingkat nasional, dibshas
dalam forum Seminar Kriminologi HI di Universitas Diponegoro {UNDIP)
Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 1976. Salah satu topik pembicaraan

. dalam seminar tersebut adalah “Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana”.
 Kemudian dilanjutkan oleh Seminar kedua yang mengambil tema “Relevansi

- Viktimologi Di Indonesia Dewasa Ini”, yang diselenggarakan oleh Kelompok

- Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)
bekerjasama dengan Yayasan Asia di Jakarta Seminar int diselenggarakan
pada‘ tanggal 25 Maret 1985.'% Namun‘sebenamya sebelum diadakan seminar
“kesatu dan kedua tersebut di atas, bebérapa bulan sebelum seminar pertama
fiiselenggm'akml, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, pada tanggal 6-8

~ Mei 1976 telah memulai m_erintis dan membicarakan masalah pérlindungan
hukum tgrha;dap korban. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditampilkannya

prasaran yang berjudul “Masalah Ganti Rugi Dalam {Karena Perkara

4

22 philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hdam Dalam Negara Hukien Pancasida™, Dinamika
Hidaun, Majalah Falcultas Hukum Universitag Jenderal Soedirman Nomor 2 Tahun I, Edisi

Oktober 1996, hal. 5.
1By | Sahetapy, 1987, Gp. Cit., hal. 10.
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' - dalam Mensukseskan Pembangunan”.

- Pidana™ olel Purwoto S. Gundasubrala yang selanjutnya ditanggapi oleh tiga

orang pembabas dalam simposium yang berlemakan “Penegakan Hukom

s0 124

Berdasarkan pada uraian yang ftelah diuraikan di atas, Arif Gosita'?

“menyimpulkan, Pertama, pemilihan dan dikumandangkmmya tema-tema

fersebut di atas menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap

_ viktimologi -dan perlu dikembangkan lebih fanjut bersama-sama. Kedua,

adanya kesadsran bshwa viktimologi memang sungguh-sungguh relevan,

bermanfat untuk memberikan dasar pemikiran, pandangan untuk memahami

' dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan

penderitaan dan korban mental, fisik, sosial. Ketiga, adanya pengertian yang
perlu digebarluaskan, bahwa viktimologi adalah relevan dengan berbagai
permasalahan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang dapat
menimbulkan korban secara struktural maupun .nonstmktural, gerta relevan,
berguna untuk mengevaluasi sesnatu apakah rasional positif, bertanggung
jawab dan bennmlfaét.

Pengkajian secara ilmiah dalam forum seminar yang berskala nasional,
sebenarnya tidak terlalu jauh terfinggal dengan pelaksanaan Simposium yang
dizelenggarakan secara Internagional. Simposium Viktimolééi pertama.
diselenggarakan pada tanggal 2-6 September 1973 di Jerusalem dan

Simposium kedua dilaksanakan di Boston Amerika Serikat pada tahun 1976,

124 ¥ ihat Purwoto 8. Gandasubrata, 1977, Cp. CL.
135 Arif Gosita, Viktimolog i dan KUHAP Yang Mergaier Ganti Kerugian Pihak Korban. Jakarta,

1995, hal. 7
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serta yang ketiga diselenggarakan padaltmlggal 2-8 September 1979 di
Universitas Westphalia Republik Federasi Jerman (Jerman Barat),

Dari berbagai simposium yang diselenggarakan secara internasional itu,
baik laqgsung maupun tfidak langsung telah ikut mewarnai instrumen-
instrumen internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban.
Salah satu instmmen internasional yang relevan dalam kaitan ini adalah
"Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekuasaan”, yang disahkan melalni Resolusi Majelis
Umum PBB Nomor 40//34 tertanggal 29 Nopember 1985. Huruf A angka 12
dari Deklarasi tersebut menetapkan “Apsbila imbalan tidak sepenuhnya
tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, Negara harus
berugsha untuk memberi imbalan keuangan kepada :

a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan
fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang .serius.

b. Keluarga, terutama ianggungan dari orang-orang yang meninggal atan
menjadi lompuh secara fisik atau menial sebagai akibat kejahatan tersebut.

Dari kcteﬁhmn di atas mengandung arfi, bahwa kompensasi dalam hal ini
adaiah berkedudukan sebagai pelengkap atau penambah dari restitusi yang
tidak mencukuﬁ yang diberikanl oleh pelaku kepada korban. Na.muﬁ demikian,
. insﬁ'umen internasional ini secara jelas membebankan tanggung jawab kepada

ﬁegara untuk ikut memberikan pez‘iindung;an kepada korban secara konkret dan

-individual,'yéitu sebagai wujud tanggung jawab negara dan masyarakat dalam

bentuk kompensasi,
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Berdasarkan uraian di atas, seperti yang telah dipaparkan sebelumnys,
bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian

yang integral dari usaha meningkatkan kesejahterasn sosial yang tidak dapat

dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, negara
harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan

terhadap nasib. korban secara konkret dan individval, salah satunya adalah

dalam bentuk konqﬁensasi.

Hal ini sejalan dengan hakekat dari kebijakan atau upaya penanggulangan

- kejahatan merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat

" (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social

welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atas tujuan
utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat”, '

~ Dalam kaitan ini, Arif Gogita'? menulis, alasan-alasan utama ganti
kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara, antara lain adalah sebagai
berikut : |
1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya,
2. Tidak cukupnya ganfi kerugian yang (Iiberikan oleh pelaku padé, korban;

3. Xetidaklayakan pembagian hasil;

4, Pandangan sosiologis bahwa kejahatan ada}ah kesalahan masyarakat pada

umumnysa. ‘ .

136 parda Nawawi Arief, 1996a, Op. Cit. Hal. 2. ‘
127 peif Gosita, 1987, Cp. Cit.,, hal. 25. ;
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Sepada dengan hal di atas, Made Darma Weda berpendapat, Negars,
mefalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan keiertiban dan
keamanan masyarakat Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalsh
tanggung jawab negara. Hal ini berarti bahwa timbulnya korban merupakan
tanggung jawab negara pula.'® Schingga, di samping melakukan pengusutan
(tiﬁdakan) terhadap pelaku kejahatan, negara juga harus memperhatikan
kepentingan-kepentingan korb#n, dalams arti hak-bak korban juga harus
diberdayakan dalam sistem peradilan pidana.

Pada bagian lain, Andi Mattalatta menambahkan, “keterlibatan negara dan
masyarakat umum dalamn menanggulangi beban penderitann korban bukan
" karena hauya. negaralah vang memiliki fastlitas-fastlitas pelayanan umum,
tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban unfuk

meinlihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya

Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam

’memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.'®

~ Dalam keterkaitannya dengan keterlibatan negara untuk melindungt secara
. koﬂkret dah individual terhadap korban, Mardjono Reksodiputro menulis, ada
du# arus bawah yang péx;lu diketahui yang mungkin telah membawa
viktimologi {sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) menc'uat ke atas
dan menarik perhatian para ilmuwan. Pertama, adalah berlandaskan pada
kerangka pemikiran, bahwa negara turut l?e-rsalah dalam terjadinya korban, dan

karena ita ‘sewajarnyalah negara memberikan kompensasi {(compensation)

138 3 fade Darma weds, 1996, Op. Cit., hal. 91.

13 Andi Mattslatta, 1987, Cp. Cit. Hal, 37,
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~ kepada si korban, di samping kemungkinan adanya restitusi (restitution) yané

diberikan oleh =i pelaku kepada korban. Kedua, adalah aliran pemikiran baru

dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis (yang mencari

- sebab musabab kejahatan; eticlogi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-

“proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya

(pendekatan kriminologi kritts; critical criminology). Kedua pemikiran di atas

_ telah membuka dimensi-dimensi baru dalam melihat gejala kejahatan ini, cara-

cara penangguiangannya dan peranan negara serta masyarakat dalam terjadinya
peristiwa kejahatan itu,'® |

Sebagat perbandingan, sebelum diundangkannya peraluran tentang
kompensasi di Nederland (vang selanjutnya berlaku sebagai wet voorlopige
regeling schadefonds gewe!a'—mfsdr{h:en [Wet 26 Juni 1975 Stb. 382]), Menteri
Kehakiman ketika itu, di hadapan Parlemen Belanda mengemukakan alasan
mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mem}ﬁunyai tanggung jawab atas
korban dari kejahatan kekerasan Tanggung Jawab itu didasarkan atas 3 (tiga)
hal ;'
Pertama, tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa
menyatakan beberapar perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan

penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari

pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu msaka dapat

130 Mardjono Reksodipulre, 1994 ¢, Op. Ci&.,
138 sudarto, 19868, Op. Cit., hal. 189-190.
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diptkirkan  adanya suatu tugas penguasa untuk meringankan atau
menghilangkan akibat dari perbuatan itu '
Kedua, yang bersifaf filsafafi; masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan

halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada

. umumuya “ikut bersalah™ alag apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan

‘seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya, di sini ada

solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan,

Ketiga, pertimbangan yang penting untuk politik hukum: peraturan- itu
dipandang mempunyai pengaﬁlh mendamaikan a;.au menyelesaikan konflik
(conflictoplossing), apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari
tindak pidana maka iklim sosial-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan

gi pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dipandang dari sudut

* prevensi sosial.

Bertolak dari  pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, serta melalui aparat penegak

hukumnya, memberikan jaminan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat,

"maka atas dasar ini; menurut Kunter, korban mempunyai hak untuk mengklaim
negara. Dalam menyatakan pendapatnya ini, Kunter memberi contoh adanya

_ tanggung jawab pabrik atan perusahaan terhadap pekerjanya. Penderitaan,.

kecelakaan yang dialami para pekerja merupakan langgung jawab pabrik atan

perusahaan. Demikian pula halnya dalam kaitan antara negara dengan para

warga negaranya. (masyarakat).' )

132 1 ihat Muladi, 1995., Op. Cit., hal. 66,
132 \ade Darrna Weda, 1995, Op. Cit., hal. 91.
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BAB 111

- HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Wilayah Penelitian
Kabupaten Brebes' merupakan salah satu daerah tingkat dua (Dati II),
yz;ng terletak di bngia;x utara paling barat dari Pr;)pinsi Jawa Tengah (Jateng) dan
secara geografis terletak di antara 108, 41° - 109, 11° Bujur Timur dan 6 44 °- 7,
20° Lintang Selatan pada peta bumi. Dengan luas wilayah kurang lebih sekitar
166, 117 Ha, yang terdiri atas lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah, hutan
negara dan perkebunan negara atau swasta serta lain-lain (jalan, kuburan),
sebagian wilayshnya terletak di sepanjang jalan panturﬁ (Pantura) yang
memenjang dari timur sampai barat sepanjang 21 (duapuluh satu) km dan utara
selatan sepanjang 58 (limapuluh delapan) km. Adapun ketinggian dari permukaan
air lant kurang lebik 3 m dpl (Ibukota Kabupaten Daerah Tinékat I Brebes).
Wilayah kabupaten Brebes yang merupakaﬁ kabupaten yang terletak di
yjung paling barat dari propinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Propinsi
Jawa Barat, mempunyai batas-batas wilayah, yaitu : |
- | Laut Jawa di sebelah utara
; Kabupaten Dati T Tegal dan Kodya Dati II Tegal di sebelah timur
- Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah selatan |
. Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan {Jawa Barat) di sebelah barat.
Sebaga;i daerah yang berbatasan dengan proﬁinsi tetangga (Jabar), maka

kabupaten Brebes merupakan satu-satunya daerah di Jawa Tengajl yang
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merupakan pintu gerbang masuknya informasi, budaya, bahasa dan elemen-
elemen lain yang bisa mempengaruhi kekhiasan dan jatidiri dari propinsi Jawa
Tengah, oleh karena itu di wilayah ini dapat kita jumpai adanya ciri khusus dan
kekhasan khusus di bidang budaya dan bahasa karena proses akulturasi dari dua
budaya dan bahasa yang berbeda.

Daerzh ini juga mempunyai banyak sungai yang cukup besar dan panjang,
dari 22 (duapuluh dua) sungai yang dimiliki oleh kabupaten Brebes, |sungai
Pemali merupakan sungai yang paling panjang dan lebar, yang mengalir dari
selatan di kecamatan Bantarkawung melalui kecamatan Larangan, kecamatan
Jatibarang dan kecamatan Brebes. Selain sungai Pemali, sungai Cisanggarung
merupakan sungai yvang lebar dan panjang kedua yang terletak di kecamatan
Losari yang membelah propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Baraf, sehingga
- merupakan sunga@ perbatasan antara kabupaten Brebes (Jawa Tengah) dengan

Kabupaten Cirebon (Jawa Barat).

-

Dilihat dari jeflis penggunaan tanahnya, séba.gian besar wilayah kabupaten
Brebes® adalah lahan sawah seluas 66,476 Ha, yang terdiri atas sawah |irigasi
teknis selnas 29,234 Ha, irigasi setengah teknis seluas 11,356 Ha, |irigasi
sederhana seluas 10,479 Ha dan sawah tadah hujan seluas 15,397 Ha. Sedangkan
lahan pertanian bukan sawah seluas 44,643 Ha. Selain itu terdapat 'juga, hatan
negara sefuag 48,574 Ha dan perkebunan negara atau swasta sefuas 1,279 Ha dan
tanah lainnya untuk jalan, kuburan, lapangan dan lain-lain seluas 5,145 Hala. Dari

‘gambaran di- atés, ternyata kabupaten Brebes , sangat berpotensi | untuk

]

! Kabupaten Brebes Dalam Angka, Kerjasama Bappeda Kabupaten Brebes dengan Biro Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, Tehun 1999, ‘

2 potensi Desa atme Keluwrahan, Kerjnsama Bappeda Kabupaten Brebes dengan Biro Pusat Statistik

(BF3) Kabupaten Brebes, Tahun 1999,
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| mengembangkan sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan

dan perikanan atau tambak. Hanya saja dengzm prasm ana dan sarana yang
texbatus memberi pengaruh yang cukup besar te1 hadap pelaksana dan
peiaksanaan pembangunan kabupaten Brebes untuk mengembangkan potensi yang
ada, khususnya potensi sumber daya alamnya.

' Jenis tansh yang terdapat di wilayah Brebes, antara fain adalah auvial
kelabu, assosiasi aluvial, latosol, regosol kelabu, andosol éok!at, serta grumosol.

Namun, ternyate yang paling luas adalah aluvial kelabu, yakni seluas 42.426 Ha

Jenis tanah inilah yang cocok untuk produk pertanian. Sektor pertanian sebagai

‘gektor yang paling dominan, meliputi komoditi holtikuitura seperti sayuran dan

buab-bushan serta tanaman pangan seperti padi dan palawija. Komoditi
holtikultura lain yang berkembang adalah bawang ﬁerah, cabe mersh, kentang
granula dan pisang raja. Dan bawang merah menjadi komoditas andalan dari
wilayah ini, sehingga Brebes terkenal dengan nama “Kota Bawang” dan penghasil
telur agin yang terkenal itn,
Dengan luas wilayah 166,117 Ha, kabupaten Brebes terbagi dalam wilayah
Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : |
1. 5 (lima) Pembantu Bupati, yaitu Kawedanan Bantarkawung, Kawedanan
Bumiayu, Kawedanan Banjarharjo, Kawedanan Tanjung dan Kawedanan
Brebes.
2. 17 (tujub belas) kecamatan
3. 292 (duaratus sembilanpuluh dua) desa/ 5 (lima) kelurahan.
Jumlah penduduk ksbupaten Brebes, menwrut hasil Sensus Pe{lduduk

Nagional tahun 1999 diperkirakan berjumlah 1.583.426 jiwa dengan kepadatan
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penduduk yang cukup, sedangkan laju pertumbuhan penduduk kabupaten Brebes
pertahun selama kurun waktu 1990-2000 tercatat 0,50 % (SP. 1999).

Kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari merﬁpakan bagian dari wilayah
yaﬁg terletak di paling utara dan barat kabupaten Brebes. Kecamétan Tanjung

mempunyai wilayah seluas 6,819 Ha dan kecamatan Losari seluas 8,943 Ha.

- Kedua kecamatan ini terletak di sepanjang jalan pantai utara (Pantura) vang

memanjang dari timur ke barat. Kecamatan Losari merupakan batas dari propinsi
Jawa Tengah dengan propinsi Jawa Barat Berdasarkan catatan yang ada,
penduduk kecamatan Tanjung b.exjmnlah 80,392 jiwa, sedangkan kecamatan
Losari mempunyai penduduk 109.980 jiwa dengan komposizi menurut
kewarganegaraan sebagai berikut : Kecalﬁatan Tanjung wairga negara asing
(WNA) Cina berjumiah 5 (lima} orang, sedangkan Kecamatan Losari warga
negara aging (WNA) Cina betrjumlah 1 (satu) orang. Adapun jumlah warga negara
keturunan di kécamatan Tanjung berjumiah 1059 orang sedangkan kecamatan
Losari berjumlah 975 orang,.

Dari data 'yang telah dipaparkan di atas, hal menarik dari komposisi
penduduk berdasarkm‘ kewarganegaraan yang dapat penulis lihat dan analisis,
ditemukan fakta bahwa dari 17 {tujuh belas) kecamatan yang ada di kabupaten

Brebes, temyata kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari menduduki peringkat

‘pertama dan kedua dari jumlah penduduk menurut kewarganegaraan, karena

mempunyai penduduk warga negara keturupan maupun warga negara asing yang
lebilh banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain vang ada di
kabupaten Brebes. Fakta-fakta di atas merupakan salah satu faktor yang

memberikan konfribusi bagi munculnya kerusuhan dan amuk massa yang
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bernuansa “sara™ yang meletus pada hari Jum’at tanggal 13 Pebruari 1998 pukul.

13.00 WIB yang sassrannya adajah toko-t.oko, rumgh-rumah dan gudang-gudang

. serta bangunan milik warga negara Indonesia (WNI) Cina yang mengakibatkan

kerugian harta benda milyaran rupiah bagi korban,

B. Fakta dan Temuan Peristiwa Empiris di Lapangan
Kerusuhan di ibukota kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari
kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seolah melengkapi deretan kernsuhan sepanjang

tahun 1997/1998 di berbagai wilayah Indonesia. Kerusuhan yang terjadi di kota

ini boleh dikata mengejutkan karena terjudi di sebuah ibukota kecamatan yang

selama ini digambarkan memiliki kehidupan yang harmoni dan rukun. Berbagai
kecenderungan konflik rasial, konflik antar etnis, sektarian dan seterusnya hampir
tidak dikenal di kote ini. Akan tetapi justru pada 13 Pebruari 1998 itu terjadi
kekacauan, berkembang berbagai bentuk kekerasan dan kerusuhan yang diikuti
amuk massa yang mengakibatkan paling tidak 2 (dua) orang tewas dan beberapa
orang luka-luka dan hancur serta tferbakarnya rumah-rumah dan bangunan-
bangunan yang mengakibatkan kerugian milyaran rupiah.

Cerita tentang kerusuhan di kabupaten Brebes pada hari Jum’at siang 13
Pebruari 1998 ini menggambarkan salah satu dari serentetan konflik di berbagai
daerah paling tidak sejak setahun seﬁeiumnya. Tema yang menonjol dalam
kerusuhan ini adalah berakar pada kekecewaan masyarakat pada prestasi kerja
politik dan ekonomi Orde Baru {Orba) zelama ini, seperti halnya kasus kerusuhan
di Ujungﬁandmg, Bm;iarxllas;;l, Tasikmalaya, Situbondo, Rengasdengklok,

Abepura dan lain sebagainya yang tidak terialu berbeda akar penyebabnya.
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Mencermati akar permasalshan timbulnya berbagai kerusuhan yang
terjadi di wilayah Indonesin, seperti misalnya, kerusuhan di Ujungpandang,
berdasarkan pemantauan Komnas HAM disimpulkm:, bahwa kerusuhan terjadi
bukan semata karena terbunuhnya Anni oleh Benny, tetapi akibat kesenjangan
antar golongan dalam masyarakat® Begitu juga kerusuhan yang terjadi di
Banjarmasin (Kalimantan Selatan), menurut laporan Komnas HAM faktor
penyebab terjadinya kerusuhan antara lain adanya kesenjangan sosial dan

ekonomi dan hak-hak politik yang lahir dari kebijakan dan praktek-praktek yang

tidak adil turut memberi warna pada kerusuhan sosial tersebut.

Pecahnya kerusuban-kerusuhan sosial yang terjadi di wilaysh Indonesia
yang kebanyakan korbannya adalsh warga keturunan etnis Cina, menurut
pendapat penulis, bila ditelusuri akar masalahnya telah membawa pada
kesimpulan sementara, yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi serta faktor
suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

| Seperti dikatakan H. Sudarto,” bahwa dalam pandangan sebagian besar

umat Islam, keberadaan warga keturunanr Cira di Indonesia seolah merupakan

_ faksi fersendiri dalam agama Kristen, khususnya di Pulan Jawa dan Sumatera,

sehingga memperbincangkan umat Kristiani tanpa menyinggung warga keturunan
Cina, menjads kurang sah atau kurang valid. Terbukti, tiap ada kerusuhan yang
bermuatan masalah kontlik agama, warga. keturunan Cina selalu menjadi sasaran

amuk massa. Misalnya di Situbondo, Surabaya, dan Tasikmalaya (1996), Jakarta

dan Surakarta: {1998). Selnin 1ﬁerusak dan membakar sejumlah tempat ibadah,

3 Media Indonesia, Minggu, 21 September 1997.
 Hairus Salim HS dan Andi Achdian, 4muk Banjarmaesin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia (YLBHI), 1997, halaman 111.
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seperti gereja, dalam peristiwa itu sejumiah pertokoan, pabrik atau perumahan
milik warga keturunan Cina juga menjadi sasaran kerusuhan.

Hairus Salim dan Andi Achdian® menulis, bahwa kernsuhan yang terjadi

di berbagai tempat, masalahnya tidak dapat ditemukan dengan hanya mengungkap

kunci pembuka kerusuhan di berbagai tempat itu. Kebutuhan untuk mencari akar
maralahnya telah membaws pada kesimpulan semeﬁtara, adanya sumbatan pada
saluran politik rakyat, akibat dari kontrol kekuasaan negara melalui berbagai
instrumennya yang demikian luas, sehingga menghilangkan sendi-sendi
kébgrdayaan raky;at di hadapan ] uasnya kekuasaan negara.

Jum’at 13-Pebmari 1998 merupakan mimpi buruk dan hari penuh kabut di

seluruh pelosok kota kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari. Teori dan asumsi

_elite politik dan para pengamat serta birokrat menjadi berantakan. Brebes, yang

selama ini merupakan wilayah aman dan dinemis, sebuah wilayah dengan

stereotip keberhasilan pembangenan Orde Baru dengan penekanan makna penting
stabilitas politik dalam rangka pembangunan, tiba-tiba melakukan gerakan di luar
skenario model pembangunan. Pakem masyarakat Brebes yang' tenang, tidak
pernah secara terbuka melakukan gerakan protes, apalagi perlawanan, kerusuhan
atsu mangkir terhadap institusi maupun kebijakan negara telah dilanggar.

Di permukaan, nampak air dicamika dan perubahan sosial, efmnomi dan
budaya Brebes nampak tidak beriak, seperti kata'pepaiah “air beriak tanda tak
dalam”. Begitulah kira-kira pepetah orang Brebes yang hidup dan berada di
sepanjang pesisir pantai utara. Selama ini kantong-kantong emosional massa tidak

pernah mampir di Brebes, namun tak pelak akhirnya kerusnhanpun muncul tak

3 H. Sudarto, Konflik Elam Kristen : Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama Di

Ihdonesia, PT. Pusteka Rizki Putra, 1999, hal, 118,
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terbendung di tengah kehidupan masyarakal kecamatan Tanjung dan Losari.

Dengan kata lain bahwa meletusnya sebuah kerusuhan selaln mendatangkan

 korban di berbagai pihak.

Peristiwa “Jum'at kelabu” di kabupaten Brebes, menambah deretan

‘peristiwa kerusuhan yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini; peristiwa 27 Juli,

Purwakarta (31 Oktober-2 Nopember 1995), Pekalongan (24 Nopember 1995),

Situbondo (10 Oktoi)ei' 1996), Tasikmalaya (26 Desember 1996), Sanggau Ledo
(30 Desember — 2 Januari 1996), Tanah Abang (28 Januari 199‘?),7
Rengasdengklok (31 Januari 1997) dan berbagai peristiwa kerusuhan lainnya yang
muncul di berbagai daerah di Indonesia. Semua peristiwa tersebut, meninggalkan
iuka vang dalam, tidak saja bagi mereka yang menjadi korbannya, baik secara
fisik maupun mental, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia’ |
Dengan berbagai peristiwa tersebuf, bangunan harmoni, demokragi dan
penegakan hak asasi ménusiﬂ seakan hancur, dan tampaknya harus kembali
dibangun dari awal; Peristiwa-peristiwa itu geperti sebuzh tong sampah besar, di
mana ambisi-ambisi kekﬁasaan dan kekerasan ditumpahkan, hak asasi manusia

diinjak—injak, nilai-nilai Aumanisme diabaikan dan kekerasan ditonjolkan dan

‘disebarkan dengan wujud kekerasan dan amuk massa. Bagi pemerintah Orde

. baru, berbagai peristiwa dan keruguhan yang terjadi, tak pelak merupakan catatan

buruk yang mencederai kesuksesan-kesuksesan pembangunan yang selama ini
diagungkan.
Masyarakat kota Tanjung dan Losari, tempat di mana kerusuhan pecah,

seringkali tertegun dan tak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di kota yang

¢ Hairus Salim HS den Andi Achdian, Op. Cit., halaman v-vi.
! bid., hal, 7. .
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mereka cintai. Selama ini mereka merasa hidup dalam harmoni, tak ada konflik
pbiitik, politik, antar agama, antar etnis maupun antar kelas. Hubungan
{pembauran) antara masysrakat pribumi dan warga keturunan (nonpribumi)
berj alan wajar seperti biasanya dan tak ada masalah.

Penulis berpendapat, bahwa bisa jadi kondisi di atas adalsh “cermin

proyeksi dan konstruksi” yang seluruhnya bersifat artifisial. Pembauran antara

~ enis cina dengmi masyarakat pribumi yang berjalan baik tak cukup memadai

untuk dijadikan ukuran, Artinya dibalik harmoni tersebut, sebenarnya tersimpan
bib-i.t-bibit konflik antar kelas, antar agama maupun antar etnis yang potensial
ﬁnﬁlk meledak, yang sama sekali tidak mereka sadari,

— Berkaitan Vdengan hal tersebut di atas, Abdul Bagir Zein® menulis, bahwa
memaparjelaskan potret pembauran warga keturunan di Indonesia, khususeya

etnis Cina atau Tionghoa, dengan kaum pribumi, memang secara faktual

- pembauran antara etnig Cina dan pribumi masih menjadi galah satu problematika

gosial yang sampai saat ini belum terpecahkan. Terbukti dengan banyaknya kasus
kerusuban yang menjadikan etnis Cina sebagai korban. |

| Pada bagian lain, Abdul Baqir Zein® mengatakan, Pemerintah Indonesia
sendiri, sejak lama memang sudah mengeluarkan berbagai seruan dan imbauan
untuk tidak mempersoalkan masalah SARA {(Suku, Agama, Ras, ‘dan Antar

Golongan), khususnya yang mendorong kepada terbentuknya diketomi pri dan

® Abdul Bagir Zein, Efass Cing Dalam Potret Pembawran Di Fdoresia, PT. Prestasi Insan
Indonesia (PRESTASI), 2000, halarnan v.

® Jbid., halaman 3. Pendspat ini juga didukung oleh H. Sudarto, * Yeng diperiukan dalam
magyarakat modern yang sangst menghormati pluralisme dan kemajemukan adalah sikap toleran
dan saling mempercayai, sebagaimana diterapkan di negara-negara Barat modern sekarang ini.
Selsin itu, juga melakukan dialog yang konstruktif, sehingga kemsjemmuksn umat bisa
menghasilkan potensi besar untuk maju bersama, bukan saling berkontlik yang hanya membuat

rakyat tercabik-cabik dan lemah* ( H. Sudarto, Op. Cit.hal. 117-118).
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nonpri. Namun nyatanya, persoalan pembauran tak kunjung selesai. Malah
meledak seperti bom waktu.

_ Senada dengan hal tersebut di atas, sebuah penelitian'® yang dilakukan
oléh BKMC (Badan Koordinasi Masalah Cina), sgbuah badan yang berada di
bawah naungan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), pada tahun 1974
memberikan laporan dengan tajuk Sikap WNI Keturunan Cira Terhadap
Pembauran dengan mengambil sa;llpel di empat kota: Jakarta, Semarang, Medan,
dan Pontianak menyimpulkan, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) ketufunan
Cina ternyata memiliki sikap yang menolak terhadap upaya pembauran
dengan pribumi. |

Mencermati mengenai penyebab meletusnya kerusuhan di ksbupaten

Brebes, merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu terjadinya kerusuhan

vang disertai amuk massa itu tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tidak
dapat diantisipasi, baitk oleh aparat penegak hukum maupun tokoh-tokoh
masyarakat formal maupun tokoh masyarakat informal, .seperti alim ulama, kiai
dan tokoh-tokoh agama lainnya.

. Seperti yang dikatakan Zakiyuddin Baidhawy," bahwa setideknya ada tiga
faktor yang sering membuat hubungan umat kedua agama itu diwarnai konflik,
meskipun da.lan; realitasnya sumber konflik sosial selalu bersifat komf)leks, tidak
hanya diakibatkan oleh gsatu aspek, agama misalnya, tetapi sering bersama-sama

dengan aspek nonagama, seperti etnis (suku); ekonomi, politik, dan sosial budaya.

¥ Abdul Baqir Zein, Op. Cit., halaman 6-7. Hal yang sama dikatakan oleh Psikolog Sartono
“Mukadir, * Meskipun penelitian tergebut dileluken lebih dari duspuluh tehun lalu, nermm hasil
penelitian tersebut masih relevan sampai sekarang. Bahkan, generasi penerus mereka sekarang
menjadi lebih eksklusif, Misalnya, dengan melanjutkan studi di Amerika atau mendirikan
sekolah-sekolah khusus untuk warga keturunan. (Sartono Mukadis, dalam Etnis Cina Dalam
Potret Pembauran Di hdonesia, ed. Abdul Bagir Zein, 2000, halamen 6).
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Dari hasil pengamatan dan penelitian di lapangan ditemukan data dan
fakta bahwa penyebab meletusnya kerusuhan yang disertai amuk massa dapat
diidentifikasi adanya 4 (empat) faktor. Faktor-faktor yang dimaksud, yaitu faktor
sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor bernuansa “sara’ serta faktor-faktor lain,
yaitu kebijakan (birokrasi) aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat. Keempat faktor di atas terakumulasi dalam berbagai bentuk dan
rasa ketidakpuasan serta kekeceﬁvamx masyarakat, khususnya etnis jawa ataun
masyarakat pribﬁmi terhadap émis cina (nonpribumi) dalam bentuk kerusuhan
yang disertai amuk massa yang mengakibatkan timbulnya korban yang menderita

kerugian materi maupug immateri.

B.1. Faktor Sosial - Bundaya
" Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor sosial budaya paling awal
digebut sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan amuk massa.

Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan-pernyataan tokoh agama (ulama dan

| kyai), tokoh masyarakat dan aparat 'birokrasi (Kepala Desa dan Camat), aparat

‘penegak hukum, yaitu polisi dan pelaku yang tertangkap serta beberapa

responden dari masyarakat umum (kalangan terpelajar), memberikan pernyataan
hampir sama dan senada, bahwa perbedaan-perbedaan sosial budaya yang cukup
tajam antara masyarakat pribumi (jawa) dengan magyarakat nonpribumi (cina)

memberikan efek dan muatan munculpya kerusuhan yang disertai amuk massa

4

N zakiyuddin Baidhawy, dalam “Konflik Blam — Kristen Menguak Akar Masalah -Fhbungan
Antzr Umeat Beragama Di bdonesia”, edisi H. Sudarto, 1999, halaman 87,
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yang sebenarnya dalam sejarahnya belum pernsh ada dan terjadi di kabupaten
. Brebes (kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari).”?

Kalan ditilik sejarahnya, persoalan konflik antara warga pribumi dengan
non-pribumi di Indonesia memang felah berlangsung sangat lama. Seperti yang
ditulis Emil Salim, bahwa kita tidak dapat menepiﬁ kenyataan sejarsh, “Hindia
Belanda menetapkan orang Cina sebagai second class citizen setelsh orang
Belanda dan Eropa. Sementara inlander atan pribumi menjadi warga kelas tiga
Akibatnya Iketika Indonesia baru merdeka, pelampiasan kebencian kepada non-
pribumi dirasakan sangat kuat karena mereka dianggap golongan yang
berkolaborasi dengan penjajah. Bahkan sejak tahﬁn 1965, diskriminasi terhadap
nonpribumi semakin besar karena Republik Rakyat Cina (RRC) dianggap sebagai
sponsor utama PKI (Partai Komunis Indonesia) yang melakukan kudeta berdarah.
Sejak itu segala sesuaty yang berbau Cina diberantas.”
| Hal yang sama dikatakan . Sudarto,' bahwa kurang eratnya hubungan
umat Islam dan warga keturunan Cina merupakan beban warisan sejarah s;ajak
zaman kolonial. Pada masa itu, penjajah belanda menempatkan warga keturunan
Cina ‘sebaga.i mitra merekn, yang posisi dan kelas sosialnya lebih tinggi
dibandingkan dengan warga pribumi {penduduk asli) yang hampir seluruhnya
orang-orang islam. Mereka menduduki warga kelas dua setelah penjajah-Belanda
'(]‘Eropa).

Dalam konteks ini, menurut penulir"s ada dendam kelompok bawah atau

- pribumi terhadap kelompok tengah etnis Tionghoa yang secara akumulatif

12 -Wawancaraldcngan responden pada tanggal 5, 6,7 Mei 1999
13 Brnit Selim, Mekalah dalern Serninar Reformasi dan Pergelolaan Bisris, diselenggerskan oleh

Sekolah Tinggi Mangjemen Prasetya Mulya Jakarta tanggal 2 Juni 1998,

U1 Sudarto, Op. Cit.. halaman 118.
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terkumpul selama ini dan meledak sebagai kerusuhan sosial yang meiﬁakan
banyak korban.

Berdaém‘kmx padg realitas sosial dan fakta yang ada di lapangan, bahwa
kondisi-kondisi kehid-upan sosial-budaya masyarakat etnis cina sangat berlawanan
dan berbeda tajam dengan kehidupan sosial-budaya  masyarakat pribumi.

Sehinggﬁ apabila terjadi gesekan dan benturan diantara mereka akan mudah

- memancing munculnya konflik.

Munculnya kerusuhan dan amuk massa ini menurut penulis juga

-

disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi dengan

“etnis cina dan mengindikasikan sentimen terhadap etnis cina ini sungguh pada

tahap yang serius.
Hal yang sama dikatakan Abdul Bagir Zein, bahwa dengan dalih apapun

amuk massa tidak bisa dibenarkan, kita menyangka bahwa peristiwa itu terjadi

karena perlawanan terhadap penguasa dan mereka-meraka yang secara ekonomi

menyandang simbol kemapanan. Faktor kesenjangan sosial terlihat amat besar

menjadi sumber pemicu. Karena selama Orde Baru, einis Cina dianggap paling

diuntungkan. '’

Perbedaan lain yang cukup signifikan terlihat dari ciri masyarakat pribumi,
yang berbeda tajam den.gan ciri masyarakat etnis cina. Perbedaan tersébut, antara
lain, yaitu pada masyarakat pribumi, cirinya gdalah :

1} Masyarakat atau komunitas yang rerbukg,

2) Masyarakat atau komunitas yang bersifat familigr (mudah bergaul dengan

sigpa saja),

15 Abdul Bagjr Zein, Op. Cit., hal. 108.
110




-3} | Masyarakat atan | komunit;s yang sangat peduli terhadap lingkungan di
sekitarnya atau bersifat resporsif |
4) Masyarakat yang partisipatif,
Adapun ciri khﬁs yang melekat pada masyérakat atau komunitas etnig Cina
| atn nonpribumi, yaitu : |

1. Masyarakat atau komunitas yang tertutup,

Sebagai suatu komunitas yang tertutup, masyarakat etnis cina cenderung
untok menutup diri dari lingkuzigsm pergaulan sosial, kalanpun mereka ingin
bersosialisasi, pergaulannya hanya terbatag pada kalangan tertentu dan pilih-
pilih, artinya mereka mau bergaul hanya kepada yang mereka anggap dapat
memberikan koniribusi dan dapat menjembatani kepentingan-kepentingan
mereka, baik unfuk kepentingan sosial, ekonomi maupun kepentingan-
kepentingan lainnya,

Sebagai wujud dari ketertutupan mereka adalah dengan ditemuinya
bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang tinggi dan besar serta tembok-
tembok pembatas yang berdiri kokoh dan kuat milik warga etnis cina yang
membatasi bangunan-bangunan milik warga masyarakat lainnya tanpa
mempedulikan lingkungan sekitarnya

Menurut penulis, fakta di atas bila dianalisig ke belakang, tentu .tidal-c lepas

dari fakta sejarah. Seperti yang ditulis Abdul Bagir Zein,'® bahwa di masa

Revolusi Kemerdekaan, ketegangan antara Tianghoa dan pribumi, merebak

dari segregasi {pemisahan) antara kedua kelompok ras yang diciptakan oleh

pemerintah kolonial Belanda Sejak lebih dari seratus tahun, sebelumnya,

16 abdul Bagir Zein, Op. Cit., hal, 9
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masyarakai ¢ina ditempatkan tersendiri dalam pelapisan sosial. Hukum yang
berlaku terhadap mereka tidak sama dengan undang-undang bumiputera
Kaum Tienghoa digolongkan sebagai “Timur Asing”, yang tentunya memiliki
beberapa keleluasaan, lebih dari sekedar bangsa jajahan. Selain itu,
pemisahanpun berlaku secarﬁ fisik. Kelompok Cina ditempatkan dalam
enclave ‘deerah kantong’pémukiman yang biasa disebui pecinan. Mereka
dibiarkan mendirikan sekolah yang berbahasa pengantar Tionghoa serta tetap
- 1#1emelihara adat istiadat cina.

Senada :deng:m pendapat di atas, Nurcholis Madjid ' mengatakan, bahwa
fenomgna yaﬁg terlihat sekarang adalah banyaknya dijumpai sejumiah
perumahan .dan pertokoan milik warga Tianghoa dipagari tinggi-tinggi.

Sementara di samping mereka banyak perumahan warga pribumi yang kecil
dan kumuh, sehingga keadaannya sangat kontras.

Keadaan ini dapat dijumpai di daerah Tanjung dan Losari, dimana rumah-
-rumah warga etnig cina yéng kaya atau cina yang miskin hampir semuanya
berada di pinggir jalan Pantura dan membatasi diri dengan rumah-rumah
- berpanggar tinggi dan bertembok keliling yang tinggi pula.

- 2. Masyarakat atau komunitas yang bersifat Zkskiusif.

Dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas yang eksklusif ményebabkan
mereka membatasi diri dan melngambil jarak dengan kelorﬁpok maay}a;akat
lainnya, mereka mempunyai mgg@@, bahwa dengan berbedanya dan
terbatasnya lingkungan pergaunlan mereka, akan menunjukkan bahwa mereka

mempunyai kelas yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial dan mempunyai

7 bid., halaman 37,
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kewibawaan serta nilai lebih dibandingkan dengan dengan kelompok sosial
lainnya dalam masyarakat, |

Contoh yang bisa dikedepankan dari eksklusivitas mereka adalah dalam
hal mereka méngadakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan sosial, oleh raga
dan kegiatan lainnya , mereka hanya mau terlibat apabila anggota-anggota
dari kegiatan tersebut mayoritas beretnis sama. Selain itu hal yang sama dapat
dijumpai dalam rekrufmen karyawan di bénk swasta milik konglomerat yang
diutamakan adalah mereka yang “bermata siéit”. Kalaupun ada warga
pribumi yang diterima bekerja, ada perbedaan perlakuan baik dalam promosi
Jjabatan, fasilitas maupun struktur penggajian.

Menurut hemat penulis kondisi yang demikian ini justru menunjukkan
bahwa proses asimilasi tidaklah mesnju hubungan yang semakin baik tetapi
justra masalsh hubungaen antara warga pribumi dengan etnis Cing semakin
" meruncing. Hal ini dapat memicu dan memberikan kontribusi munculnya
konflik antar etnis dalam bentuk kerusuhan.

Dalam konteks ini Dede Oetomo memandang bahwa budaya Jawa dan
Cii;a ada}ah budaya yang chauvinistis, yang memandang diri paling hebat.
Sehingga mempunyai kecenderungan tidak saling menerima. “Orang Cina
bilang orang :Jawa. itu malas, sebaliknya, oerang Jawa bilang oraﬁg Cina itu
- pelit dan mau menang sendiri,"®
3. Masyarakat atau komunitas yang apatis terhadap lingkungan.

. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bergayl dengan sesama anggota

masyarakat cenderung mengesampingkan hal-hal yang bersifat kebersamaan

18 Dede Oetomo dalam Abdul Bagir Zein, Op. Cit., hal. 60.
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dan kegotongroyongan. Partisipasi dan kepedulian terhadap masalah-masalah
sosial dan lingkungan sangat kurang,

Seperti yang diakui oleh Tan Joe Hok, bahwa akibat dari warga keturunan
yang tidak dirangkul sehingga menempatkan etnis Cina dalam posigi yang
serb_a salah. Boleh dikatakan mereka itu al&ivitasnya hanya satu segi saja,
yaitu cari duit. Dengan begitu ada kekurangan-kekurangannya di bidang
fungsi sosial.”

Bila dikaji dari perspektif sejarah, menurut hemat penulis sikap apatis dari

\ warga eftnis Cina sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah orde
baru yang membatasi pé}tisipasi etnis cina di bidang sosial, budaya,
pendidikan dan politik. Karena pada era sebelum orde baru banyak warga
efnis Cina yang berpartisipasi dan mengharumkan nama Indonesia di fora

Internasional melalui bidang olah raga sepak bola dan bulutangkis. Seperti

misalnya, Tan Joe Hok, Ferry Sonnevile dan lain-lain dengan,

nasionalismenya yang tinggi.

4. Masyarakat atau komunitas yang tidak partisipatif (dalam bidang politik

maupun pemerintaban).

Keikutsertarn masyarakat nonpribumi di bidang politik dan pemerintahan
sangat rendah, hal ini ditandai dengan kurangnya. perhatian mereka terhadap
magalah-masalah politik dan pemerintahan dan masalah-masalah publik
lainnya yang membutubkan partisipasi dart anggota masyarakat.

Sikap yang seperfi ini hampir melekat padp setiap warga kefurunan,

sehingga kontribusi mereka di bidang pemerintahan dari mulai tingkat desa

1 Wewancara Tan Joe Hok dengan Wimar Witoelar dalam acara Perspektif Baru tanggel 25 Juni
1998.
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sampal dengan kabupaten tidak ada yang terhibat. Sechingga konfribusi
terhadap kemajuan desa tidak ada sama sekali, karena mereka hanya mau
dijadikan objek saja dari pembangunan dan tidak bersedia menjadi subjek
‘pembangunan,

Meﬁurut hemat penulis, sebenarnya kondisi ini tercipta karena “traums”
masa lalu akibat kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang politik dengan
pengekangan partisipasi politik masyarakat (e.tnis Cina) selama tigapuluh dua
tahun dengan berbagai regulasi politik.

Dari perspektif sejarah, kebijakan politik pemérintahan Orde Lama (Orla)
memberikan kesempatan dan memungkinkan etnig Cina untuk berpolitik dan
menduduki jabaiab-jabalan penting dan sirategis laionya tetapi di bidang
ekonomi tidak diberikan fastlitas-fasilitas dan kemudahan. Bahkan, sel?nna
pemerintahan Orde Lama, di antara menterinya ada yang dari etnis Cina
Namun tetap pemerintahan Orde Lama menjalankan kebijakan diskriminatif
kepada warga keturunan Cina.

Kebijakan terhadap warga keturunan Cina mengalami perubahan besar
pada pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto dengan memberikan
peﬂakuan yang lebih lunak. Warga etnis Cina dipandang sama kedudukannya
dengan warga pribumi dan mendorong untuk melakukan. asimilasi
(pembaurar) mtﬁa x#arga keturunan Cina dan penduduk pribumi. Untuk itu

| warga ketuwrunan Cina dilarang mendirikan partai politik kesukuan {Cina) dan

- ~ mereka dianjurkan masuk partai yang ada. .

Akibal kebijakan pemerintahan orde baru di bidang politik ini, muncul

berbagai sikap vang selalu mendikotomikan pribumi dan nonpribumi. Kaum
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pribumi melakukan berbagai pembatasan terhadap kelompok nonpribumi.

Karena itulah, nonpri yang masuk ke universitas negeri dibatasi, apalagi di

- Akabri, Seskoad dan lain-lain hampir tidak ada temﬁal buat nonpribumi. Juga

di kantor pemerintahan, kecil kemungkinannya. Bahkan pada masa awal

_pemerintahan Orde Baru, WNI keturunan Cina diharuskan mengubah nama

asii meréka. Misainya, Liem Sioe Liong, menjadi Sudono Salim, demi alasan
pembauran. Perlakuan yang diskriminatif tersebut menghasilkan kemajuan di
kalangan nonpri etnis Cina.® Jadi nonpribumi tidak mempunyai “tempat”
untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan kecuali di bidang
ekonomi.

Pendapat yang sama dikemukakan Leo Suryadinata’, bahwa menyoroti
hﬁkekat negara dan dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap minoritas
Cina di bidang politik, negara sebagai variabel utama yang menyebabkan
terpisaﬁnya orang Cina di Indonesia. Segala kebijakan negara di bidang
politik, membuat orang Cina tidak dapat berbaur.

Selain karena “lraums” pada masa lalu dan pembatasan di bidang politik,
ada faktor lain, yaite budaya khas yang melekat pada masyarakat nonpribumi
(etnis Cina)} yang diyakini sebagai pola perilaku yang dimanifestasikan
dalam pergaulan hidup di masyarakat, vaitu diibaratkan sebagﬁi “ bunga
teratal yang tumbuh dan hidup di air *. Makna yang terkandung dari filosofi
bunga teratai adalah bahwa mereka akan mengikuti dan akan selalu berada di

afas dibandingkan dengan yang lainnya .

* Brnil Salaim, Cp. Cit., hel, 6. _
# Leo Buryadinata, Disampaiken pada Simposien Etnis Cina Sebagai Minoritas, Universitas
Indonesia (UD), Depok, Akhir Juli 1998 {Media Indonesia, Minggu 1 Nopember 1998). _
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Dalam konteks im, bila dikaitkan dengan partispasi politik dapat
ditemukan adanya sikap “tek ecuh dan apriori” , baik dalam skala kecil |
(desa) maupun skala nasionsl (negara). Sebagai déntoh dari sikap ini adalah
dalam pemilihan kepala desa (pilkada), mayoritas dari mereka fidak
‘menggunakan hak politiknya atan tidak menggunakan hak pilihnya untuk
memilih pimpinan yang dikehendaki, juga di bidang pemerintahan, kalan ada
uﬁdangan unfuk musyawarah mereka tidak akan datang, kalaupun datang
biasanya diwakilkan oleh orang lain atau orang kepercayaannya
{pembantunya). |

Sélain fakior-faktor yang telah dipaparkan di atas, ada faktor lain yang
tidak kalah pentingnya, yaitu adanya persepsi mereka yang dengan arogan
menyatakan bahwa “ semua bisa diator dengan uang . Sehingga mereka dengan
mudahnya bisﬁ menembus lini birokrasi dan dengan mudahnya mendapatkan
fasilitas dan akses informasi dari kebijakan pemerintah (birokraf) dan aparat
| penegak hukum dalam menyelegaikan suatu masaiah, karena dengan nang semua
persoalag jadi berés. :

Seperti yang dikatakan Soemifro, bahwa bila melihat praktek-praktek
tﬁsnis warga kefurunan Cina sangat membahayakan kemantapan Indonesia,
khususnya pemikiran bahwa uang dapat membels segalanya.”

Pada magyarakat modern, birokragi sangat diperiukan demi tercapainya
efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan, karenanya kehadiran birokrasi tidak bisa
* kita kesampingkan begitu saja. Namun dalam pelaksanaannya fernyatn kita

dikejutkan oleh birokrasi, karena bukannya birokrasi yang melayani kepentingan

2 1, Sudarto, Op. Cit., hal. 122-123.
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masyarakat, tepi malah gebaliknya, nasyarakat yang melayant kepentingan-
kepentjng;m birokrasi padahal tnjuan dibentu_knya birokrasi adalah unﬁ;k
. melayani kepentingan masyarakat.

Realitas dan fak{a vang ada imi menurut hemat penulis adalah akibat dari
“kebijakan pemerintah Orde Baru dengan berbagai deregulam demi terciptanya
bir okram yang kuat. Birokrasi d:pakal sebagai instrumen rasional untuk mencapai
suatu fujuan, sehingga birokrasi dipakai sebagai alat untuk memperoleh
keuntungan. Hal ini terfihat dari layanan birokrasi di Indonesia, hampir di semua
lini birokrasi pada era Orde baru sampai sekarang (Orde Reformasi) masih
| tampak, tidak ada yang gratis. Semua harus bayar, dari mulai urusan melahirkan,
menikah, kematian, dari urusan sekolah (pendidikan) samapai pada pekerjaan dan
lain sebagainya.

Dalam kaitan ini, Max Weber” mendefinisikan birokrasi sebagai
lembaga/organisasi yang merupakan instrumen rasional untuk mencapai tujuan.
Organisasi memiliki sumber daya seperti sumber keuangan, fasilitas fisik, dan
pola-pola budaya serta hasil yang ingin dicapainya. Sumber daya yang melingkupi
birolu"asi adalah unsur penting dan berperan sebagai faktor pendukung dalam
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses mengenai bagaimana tujuan
birokrasi tercapai terletak pula pada bagaimana interaksi antara lembaga maupun
lingkungannya.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bah@a aspek sosial-
budaya, yaitu- kesadaran untuk berorganisasi dan bermasyarakat (bersosialisasi)

yang melekat pada masyarakat nonpribumi (etnis Cina) dan persepsi bahwa uang

3 Dalam Blau and Peter M; Mayer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modem, Ul Press, Jakarta,

1987, hal. 27-32.
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‘adalah segala-galanya (semua bisa diafur) serta realitas Orde baru dengan

birokrasinya yang kuat mempunyai peranan dan memberikan sumbangan bagi

meletusnya kerusuhan yang disertai amuk massa di kabupaten Brebes.

ia.z. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang memberi kontribusi bagi
meletusnya kerusuhan. Faktor ekonomi inilah yang justru berperan besar sebagai
pemicu pecahnya kerusuhan yang disertai amuk massa di kabupaten Brebes. Hal
ini didasarkan pada fakta yang diperoleh dari dari penelitian, hampir seluruh
responden yang diwawancarai, semuanya mengindikasikan bahwa motif awal
massa melakukan pengrusakan dan penjarahan didorong semata-mata karena
motif ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa persoalan ekonomi dengan berbagai bentuk

dan dimensinya serta kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde

- Baru  (Orba) memang berhasil mengupayakan pembangunan  ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup tinggi tetapi dibalik prestasi tersebut
meﬁghasilkm) kesenjangan sosial dan ekonomi yang menganga demikian
lebarnya.

Kondisi demikian tidak terlepas dari peranan kebijakan pemerintah Orde

Baru’ dengan program utamanya merangsang pertumbuhan ekonomi dengan

masuknya modal asing. Untuk ity warga keturunan {etnis Cina) yang :nempuﬁyai
keterampilan di bidang bisnis dan memiliki permodalen sangat dibutuhkan.
Berawal dari sinilah muncul praktek “cukongisme” (sekarang dikenal dengan

istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme), di mana yang mendominasi adalah antara
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pengusaha Cina dengan oknum-oknum penguasa, dari mulai pejabat sipil maupun
militer. Pengusaha keturunan Cina lebih memilih bekerja sama bisnis dengan
_penguasa, karena penguasa aken bisa memberikan jaminan keamanan usahanya !

Pendapat senada dikemukakan LeoSuryadinata, ® bahwa kedudukan
ekonomi orang Cina berawal dari kebijakan pemerintah Orde Lama dengan sistem
benteng yang memunculkan pengusaha “Ali Baba”. Lalu, di era Orde baru muncul
sisitem cukong: seorang pedagang Cina yang bekerja sama dengan elite penguasa.

Menurut hemat penulis, akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru itu
hasilnya hanya membesarkan kalangan pengusaha Tionghoa dengan munculnya
konglomerasi, sedangkan perekonomian rakyat masih terus tertinggal, bahkan
keeenjangan antara kelompok pengusaha keturunan Cina dan penduduk
{pengusaha) pribumi semakin jauh.

Sebagai akibat dari munculoya praktek cukongisme, maka lahirlah
i{onglomerasi pengusaha etniz Cina (minoritas) yang bekerja sama dengan
penguasz dan kroni-kroninya dari keluarga cendana, sehingga muncul nama-nama
seperti Liem Sioe Liong (BCA Group), Bob Hasan (Nusamba Group), Prayogo
Pangeétu, Marimuty Sinivasan (Texmaco Group), William S (Astra Group),
Syamsul Nursalim (Pemilik Gadjah Tunggal), Sudwikatmono, Probosutedjo dan
lain sebagainya. |
. Kue pembangunan yang disediakan itu, sebagian besar hanya dinikmati
oleh mekelompok kecil orang, sementara yang sebagian besar laimya
memperebutkan sisa-sisanya. Ymig memprihatinkan lagi, akibat dari pertumbuhﬁ,n

ekonomi yang cepat itu melshirkan fenomena « kemiskinan massal * dan

M1 Sudarto, Op. Cit., hal. 123.
L Leo Suryadinata dafam Abdul Bagir Zein, Op. Cit., hal 64.
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kekayaan yang berlimpah dari segelintir orang yang hidup dengan kondisi serba
mewah. Kelompok pertama yang tidak diuntungkan ini (the have nots) secara
potensial mudah terpancing bagi munculnya kerusuhan-kerusuhan sosial.

Seperti dikatakan 'Emil Salim, warga negara Indonesia (WNI) keturunan
Cina di Indonesia memiliki peranan ekonomi sangat besar. Mereka menguasai
lima puluh persen perekonomian Indonesia (senilai 1060 miliar dollar AS, kurs
sebelum krisis moneter), walaupuh jumlah warga etnis Cina hé.nya empaf persen
dari jumish pen;!udu!c Indonesia Mereka jupa telah menguasai sebanyak 73
persen perusahaan go public berdasarkan kapitalisasi pasar.®

Pendapat yang sama dikatakan oleh H. Sudarto, bahwa pemerinlah sendiri
seperti sering dikemukakan Presiden Soeharto, mengakui 70 persen perekonomian
1lasi611a1 dikuasai pengusaha ketiﬁ‘ﬂnan Cina. Tetapi janji-janji pemen"intah (Orba)
untuk mewajibkan pengusaha keturunan Cina bekerja sama dengan pengussha

pribumi dalam mengemb;mgkaﬂ usahanya tidak pernah dilakukan secara

konsisten.”

Dari pengamatan dan hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta, bahwa
a&a kesenjangan ekonomi antara masyarakat nonpribumi (etnis Cina) dengan
masyarakat pribumi. Hampir semua sektor ekonomi, perdagangan dan jasa
dikuasai dan dinionopoli oleh masyarakat etnis cina, sehingga masymakat pribumi
hanya sebagai pemakai dan pengguna (consumer) saja. Hal ini menyebabkan

semakin lebarnya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang ada.

* fmil Salim, data diambil dari Nomwra Research bistitdte (Media Indonesia I Nopember 19963,
37 |, Sudarto, Op. Cit., hal. 124.
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Munculnya kesenjangan ekonomi di atas, bila kita amati dan analisis ke

“belakang hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah (orde baru) di bidang

ekonomi yang memungkinkan terjadinya hal tersebut di atas.

Fakta yang dapat penulis ungkap dalam penelitian ini adalah, pemicu awal
dari rangkaian pecahnya kerusuhan dan amuk massa adalzh kebijakan pemerintah
yang menaljkkan harga sukv cadang kendaraan bermotor akibat turunnya nilai
mata vang rupiah terhadap dolar sebagai akibat terjadinya krisis moneter dan
krisis ekonomi di Indonesia.

Kebijakan menaikkan harga suku cadang atau onderdil kendaraan
bermotor yang berimbas pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok
khususnya sembilan bahan pokok (sernbako) mengakibatkan masyarakat semakin
terpuruk karena tidak didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat yang kuat.
Akibat lebih jauh dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi di atas adalah
bahwa masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,
sekalipun kebutuhan fisik minimumnya (KFM), karena daya beli masyarakat
sangat rendah. Konsekuensi dan imbas dari kebijakan tersebut di atas adalah kaum
miskin (the have nots) termarginaikan oleh keberadasn sekelompok masyarakat
kecil yang eckonominya kuat yang dikuasai oleh masyarakat nonpribumi
khususnya yang‘ Beretnis cina,

Selain fakta yang telah diungkapkan di atas, terungkap juga fakta lain yang

' mendukung, yaitu dari hasil wawancara kepada pelaku® dan mereka yang

ditangkap karena menjarah, bahwa motif yang mendorong mereka melakukan

penjarahan dan kekerasan massal hanyalah karena mereka menginginkan harta

# Wawancera dengan pelaku kerusuhan (perusuh) di Lembaga Pernasyarakatan Brebes tanggal 30
Nopember 1998,
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benda yang sebelumnya hanya bisa mereka temukan dalam khaya!anfimaji_nasi
§aja dan mereka mempunyai satn obsesi bahwa dengan menjarah mereka dapat
hidup senang seperti etnis Cina  sekalipun mereka sadar bahwa perbuatannya
melanggar hukum. Jadi pada hakekatnya mereka tidak menginginkan hal yang
lebih, kecuali kehidupan yang secara ekonomis layak di tengah kesenjangan
ekonomi yang menganga demikian lebam_;,ra.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa

kesenfangan ekonomi yang demikian lebamya antara masyarakat pribumi dengan

- masyarakat nospribumi khususnya yang beretnis cina mempunyai peranan yang

besar dan memberikan sumbangan yang besar pula bagi munculnya kerusuhan
yang disertai amuk massa di Kabupaten Brebes. Terbukti mereka yang ditangkap
dan diadili sebagai pelaku pengrusakan dan penjarshan berasal dani masyarakat
ke;.las bawah (mis:l.{in) dan berpélldidikml rendah, sehingga hanya karena alasan
ekonomilah mereka melakukan kekerasan massal yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang soal

-kesenjangan dan ketimpangan sosial dan ekonomi sebagai akibat kebijukan

pemerintzh Orde Baru di bidang politik. Dengan kata lain bahwa pecalnya
kerusuhan dan amuk massa di kabupaten Brebes, merupakan hasil suafu proses
politik dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang telah menciptakan
pembangunan yang hanya menguntungkan sedikit orang. Barisan orang kaya yang
amat berjarék'dengan orang-orang tak berpunya. Orang-orang kaya yang tak

punya kepedulian sosial dan amat dimanja pemerintah. Sehingga muncul
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kecemburuan sosial-ekonomi yang amat akut karena telsh berlangsung bertahun-

tahun.

| BJ. Iaktor Kesukuﬁn, Agama, Ras dan Antar Golengan (Sara)

Mayoritas penduduk kabupaten Brebes adalah pemeluk agama Islam.
Sementara itu penduduk agama selain Islam lebih kecil dibsndingkan dengan
pemeluk agama Islam. Namun demikian hubung@ dan toleransi antar umat
beragama sangat tinggi dan harmonis. Refleksi harmoni ini bisa dilihat di berbagai
tempat di wilayah kabupaten Brebes, yaitu di kecamatan Tanjung dan kecimatan
Losari tempat meletusnya kerusuhan, di mana antara orang yang berbeda agama
dan etnik bisa hidup rukun dan bertetang,g,;a dengan baik, sesama pemeluk agama
saling menghormati. Di kecamatan Tanjung, ada sebuah gereja j}ang terletak
pergis di sebelah timur dari Masjid Jami “Almubarok” dan di kecamatan Losari
ada sebuah Klenteng atau Vihara vang terletek di tengah-tengah pemukiman
penduduk yang tidak janh dari Vihara itu berdiri bangunan Masjid “Kauman”
yang besar dan megah kebanggaan masyarakat kecamatan Losari. Dan selama itu
pula menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat tidak pernah ada
persoalan antara penduduk yang beragama Islam dengan mereka yang beragama
bukan Islam, kalaupun ada perselisihan di anfara mereka hanyalah peréoalan kecil
antara warga dengan warga sebagai bagian dari hidup bertelangga.

Situasi harmonis ind terus terpelihara 'deugaﬁ kenyatasn “ada kesenjangan™
yang menjalar ﬁntara penduduk pribumi dengan masyarakat nonpribumi. Dalam
konteks sosial budayn,. ekspresi pemeluk agama Islam tercurahkan dengan baik

begitu juga yang non Islam, sementara secara politik, masyarakat pribumi

124




mendapat porsi paling besar dalam birokrasi, baik di tingkat desa sampai pada
tingkat kabupaten. |
Sebenamya jika kita mau merefleksi lebih lanjut harmoni yang ada
tersébut, tampak bahwa situasi itu hanya bersifat permukaan dan simbolik belaka.
Hal ini jelas menunjukkan masih adanya masalah menyangkut hubungan-
hubungan dalam masyarakat. Karena itu, kendati di atas permukaan tidak tampak
inasalah, tetapi di bawah permukaannya sebenarnya ada problem ketegangan dan

kekllrmigserasiml. Ketegangan yang hampir-hampir tidak tampak kecuali melalui

- pengamatan yang serius, terutama bersumber dari (inasih) adanya prasangka anfar

mereka. Misalnya prasangka adanya program kristenisasi di kalangan umat Islam
terutama yang menyangkut penduduk miskin di desa-desa. Demikian juga
sebaliknya ada prasangka di kalangan umat non-muslim yang sering memandang
kalangan Islam kurang berpgndidikm, terbelakang, kampungan dan !ain
sebagz-linj,fa.'l9

Fakta selanjutnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku®, bahwa

~ apa yang mereka lakukan itu didorong oleh rasa ketidaksukaan mereka pada etnis

Cina sehingga apa yang mereka lakukan terhadap etnis cina dengan merusak,
menjarah dan membakar harta benda milik etnis Cina dianggap sebagai suatu hal
yang wajar dan dalam konteks agama mereka mempunyai persépsi bahwa
perbuatan yang mercka lakukan “fidak berdosa” dan merupakan suatu

“kebanggaan” tersendiri serta tidak menyesal telah melakukan perbuatan yang

merugikan efnis cina. .

2 pid., hal 29.
¥ \Wawancara dengan pelaku kerusuhan di LP Brebes tanggal 30 Nipember 1998,
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Selain melakukan wawancara dengan pelaku, penulis juga melakukan

wawancara dengan saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu bahwa di

- kalangan aparat penegak hukum sendiri (Polisi dan Tentara dari Batalyon 407
 Adiwerna Slawi)} yang diturunkan untuk mengamankan kerusuhan tersebut ada

- persepsi yang berbeda di antara mereka, yaitu ada yang bertindak tidak tegas

dengan membiarkan massa melakukan penjarahan, ada yang bertindak tegas
dengan memberikan fembakan peringatan untuk nienghalau massa, ada yang
bertindak diam (hanya mondar-mandir ) bahkan ada polisi dan tenfara yang
memberika:_l perintah kepada gerombolan massa yang sudah berkumpul untuk
menjarah dan membakar dengan ucapan “cepat ambil dan bakar, mumpung
punya cina”. |

Dari gambaran yang telah dipaparkar di atas, penulis berpendapat bahwa
muncuinya kebencian dan anti Cina pada masyarakat pribumi, dikarenakan
adanya praktek kolusi Soeharto dan kroni-kroninya dengan beberapa koaglomerat
etnig Cina yang kemudian ditiru pejabat-pejabat (sipil maupun militer) di
bawahnya untuk memperkaya keluarga dan kelompoknya sendiri. Selain itu tidak
dapat dipungkiri, semasa rezim Soeharto, bila menyentuh sedikit saja soal SARA,
muncul ketakutan, Masyarakat sudah terbiasa selama 32 tahun dilarang bicara soal

SARA karena akan dianggap subversif bagi yang melanggarnya.
B.d4. Faktor Kebijakan ( Tindakan) Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Dari hasil wawancara dengan beberapa korban kerusuhan dan saksi mata,

terungkap bahwa ketidakpekaan dan kelambanan aparat kepolisian. dalam
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menangani kerusuhan selalu dituding sebagai fal&or yang turut memberikan
kontribusi munculnya kerusuhan. ™
Menurut pengamatan saksi mata, jika ketika itu aparat kepolisian segera
bertindak cepat dan tepat serta mengedepankan upaya persuasif dengan
mengadakan pendekatan kepada kernmunan inassa yang mengelompok di
sepanjang jalan pantura dan segera membubarkan kelompok massa, maka
kerusuhan tidak akan melijas dan menimbulkan korban serta kerugian yang besar.
Dari kronologis kejadian awal dapat dikgtahui bahwa setelah mendapat berita atau
laporan tentang adanya kerusuhan yang terjadi secara serentak di sepanjang jalan
pantai utara (pantura) dari mulai Pamanukan (Jawa Barat) sampai dengan
kecamatan Losari (Jawa Tengah) seharusnya aparat kepolisian segera memblokir
dan ménjaga rués jalan pantura untuk mengantisipasi pecahnya kerusuhan.
Apalagi pergerakan ﬁiassa pada Jumat pagi niénunjukkan peningkatan dalam
jﬁmﬁlah besar. Namun yang dilakukan aparat bukannya mengantisipasi pecahnya
kérusuhan tetapi berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi warga nonpribumi
dengan mengumpulkan mereka di kantor Koramil dan Polsek.

rTem-yata tindakan aparat kepolisian ini dinilai massa yang. sudah
bergerombol sebagai tindakan yang tidak tepat , karena menurut mereka Polisi
hanya melindungi orang-orang yang mempunyai uang dan secara ekonomi
‘mampn, sehingga tindakan itu memicu dan membangkitkan kemarahan massa
dengan melakukan perusakan dan penjarahan: serta pemﬁakaran secara sefentak di

kecamatan Tanjung dan kecamatan Losari. .

3 Wawancara dengan korban kerusuhan dan amuk massa di Kab. Brebes tanggal 5 Juni 1999.
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~ Dari gaﬁ:bafan dan fakia yang telah diursikan di atas, jelas
fllenggmxlbm'kan bahwa pecahnya kerusuhan dan amuk massa di kabupaten
Brebes dipicu pula oleh faktor kebijakan/tindakan aparat penegak hukum (polisi).
- Kendafi demikian fak.tor tindakan aparat penegak hukum ini hanya memberikan
kontribusi kecil dari keseluruhan faktor-faldor yang ada.
Dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat, bahwa
kerusuhan dan amuk massa yang terjadi di Kabupaten Brebes adalah kerusuhan

yang disebabkan oleh fakior “SARA”. Hal ini sesuai dengan fakta, bahwa sasaran

perusakan, penjarahan dan pembakaran adalah semua bangunan, gudang-gudang, -

toko-toko séﬁa rumah-rumah dan gereja milik warga nonpribumi khususnya yang
beretnis cina, padahal di sepanjang jalan pantai utara (pantura) di kecamatan
Losari dan kecamatan Tanjung ada juga bangunan-bangunan dan rumah-rumah
serfa toko-toko milik warga pribumi {warga setempat), tetapi mereka tidak
menyentuhnaya. Ini menunjukkan bahwa kerusuhan dan amuk massa yang terjadi
di wilayah kabupaten Brebes merupakan amuk massa yang “bernuansa sara”.

| Adapun faltor ekonomi adalah faktor yang paling dominan dan
nmmbérikan kontribusi yang paling besar di antara faktor-faktor penyébab
lainnya. Faktor ekonomilah yang menyebabkan massa melakukan penjarahan
pata amuk massa tersebut.

Bila kita mencermati dan analisis ke belakang, muara dari itu gsemua
adalah munculnya kesenjangan-kesenjangan, yaitu kesemjangan sosial dan
kesenjmgan ekonomi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah orde baru di
bidang ekonomi yang memberikan kemudaban-kemudahan dan fasilitas-fasilitas

- bagi warga keturunan (etnis ekonomi) sehingga lahirlah konglomerasi etnis cina
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yang hampir menguasai perekonomian Indonesia. Keadaan ini ditambah pula
dengan banyaknya pejabat (sipil maupun militer) yang korup, yang berjuang
untuk kepentingan dirinya/keluarganya dan kelompoknya {kreninya) ciengzm
‘memanfaatkan dan berlindung dibalik kebijakan ekonomi tersebut. Dengan
demikiar; akar dari segala persoalan di Indonesia adalsh kebijakan pemerintah
orde baru di biaang ekonomi yang memungkinkan terjadinya hal tersebut di atas.

Drama Jum’at kelabu, 13 Pebruari 1998 sungguh merupakan tragedi
| kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Seperti yang dikatakan
Hairus Salim dan Andi Achdian, bahwa hari itu menjadi tong sampah besar
(_li_mana segala anarkhisme ditumpahkan, gcinisme diumbar, kebencian
dilampiaskan, dan .dendam serta ambisi disalurkan. Amarah dan darah tumpah
menjadi safu, ada yang terluka, kematian dan kehilangan harta benda, rumah,
" pekerjaan dan temf)at ibadah bahkan kehilangan anggota keluarga. ®

Secara lebih luas Hairus Salim HS dan Andi Achdian® dalam tulisannya
mehyaiakan, jika kita mau mengamali secara lapang dimensi kekerasvan massal,
akan terlihat adanya dimensi “perlawanan’™ di sana. Perlawanan yang pecah dari
kénx_pleksitns pro[aiema sosial, quitik dan ekonomi yang selama ini dihadapai
masyarakat vang terhegemoni dan terdominasi ketidakpuasan yang selama ini
mampet dalam terowongan buntu kekuasaan. Kritik yang gelama ini hanya

disimpan dalam kepalan tangan di balik bantal, hari itu semuanya pecah.

32 Hairus Salim dan Andi Achdian, Op. Cit.,, hal. 100,

B Bid., hal. 101-102.
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C. Kebijakan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kerusuhan

- Sebagai Upaya Untuk Melindungi Korban.

Mencermati berbagai masalah dan sebab-sebab yang melatarbelakangi
meletusnya kerusuhan dan amuk massa di kabupaten Brebes dapat kita ketzhui

bahwa faktor penyebabnya sangst kompleks, karena tidak hanya menyangkut

persoalan yuridis, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, budaya , ekonomi dan

politik. Oleh karena itu dalam menyikepi hal tersebut diperlukan berbagai

perspektif yang integral untuk menganalisanya.

Dari berbagai gambaran tentang kerusuhaﬁ, k.ekerasan dan berbagai faktor
yang melatarbelakanginys, maka penanganan masalah kerusuhan dan amuk massa
dengan berbagai bentuk dan dimensinya harus dilakukan dengan melibatkan
segenap unsur masyarakat dan potensi lain yang ada di masyarakat demi
tercapainya kembali kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib, tidak hanya
untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang sebagai antigipasi, séhingga tidak
akan terjadi lagi peristiwa yang sama di masa yang akan datang,

‘Penanganan kerusuban tidak hanya menyangkut penyelesaian konflik fisik
yang dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga yuridis formal seperti
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, tetapi juga lebih dari itu adalah
menyangkut penanganan kondiéi-kondisi yang melatarbelakangi penyebab
pecahnya kerusuhan. Dengan demikian ad.a agpek penanganan untuk jangka
pendek dan jangka panjang yang diarahkan pada penyelesaian secara yuridis
formal dan ﬁonfornml ‘maupun perbaikan kondisi-kondisi yang mendukung
timbulnya kerusuhan, Dengan kata lain dalam konteks penelitian ini, kebijékan

penanganan kerusuhan dan amuk massa sebagai bentuk perlindungan. kepada
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korban tidak hanya mengangkat peranan yang dapai dimainkan oleh hukum
melalui hukum positif , tefapi juga tanpa mengurangi arti pentingnya kebijakan
penanganan kerusuhan yang bersifat non-penal, sebab tin-daksm melawan hukum
yang dilakukan oleh masyarakat (iapat bersumber pada masalah kemasyarakatan
yang sangat kompleks, yaitn sebagai masalsh sosio-psikologis, sosio-polilik,
~sasio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya ™

Penyelesaian  konflik dengan menggunakan kekerasan, semacam
perusakan, penjarahan dan pembakaran serta penganiayaan dan pembunuhan yang
dilakukan oleh sekelompok massa terhadap kelompok masyarakat lainnya
merupakan penyelesaian yang sepihak. Ironisnya justru penyelesaian konflik
sepihak ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sederhana, akan tetapi
}Ji‘lakukm juga oleh masyarakat yang sudah modern.

Berkaitan dengan hal fersebut di atas, Ronny Hanitijo Soemitro®
. mengemukakan, bahwa bentuk—ﬁentuk peradilan dan penyelesaian konflik yang
dijumpai sepanjang s‘ejarah pada masyarakat yang berbeda-beda, masih dapat
dijumpai dalam masyarakat industri modem. Tidak semua konflik yang terjadi
dalam masyarakat diajukan semua ke pehgadilm. Berbagai macam perselisihan
besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-cara mereka sendiri, baik oleh
pihz-ik-‘pihak yang berselisih mat;pun olel lingkungan di mana mereka berada.

Pada bagian lain dikatakan, ada beberapa bentuk penyelesaian konflik
yang secara rinci dapat dibagi dalam 6 (enam) subkategori, yaitu :

(a) Kekerasan': cara penyelesaian konflik dengan menggunakan kekuatan fisik.

37 0. Thromi, Antrepologi Dan Hidum, Yayasan Obor Indonesia, Jekarta, 1984, hal. 14.

¥ Ronny Hanitijo Scemitro, Hdawm Dan Masalah Penyelesain Konflic i Dalam Masyarakat,
Majalsh Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Nomer 2 Tehun 1993, Semarang,
hal. 25,
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(b) Yuridis-politis : lpeuyelesaian' inelalut sah;ran pemerintah, pembentukan
keputvsan legislatif, tindakan politik dan aksi sosial.

'(p) Yuridis-normatif : penyelesaian melalui proses pidana, perdata, administrasi,
sidang pengadilan, proses singkat dan arbitrase,

(@) Pra—yuridis . penyelesaian dengan pihak penengsh, musyawarah dan melalui

- lembaga pengaduan.

| (e} Dikelola sendiri : melalui perundingan, kesepakatan dan dengan undian.

(f) Penyelesaian sepihak : pihak yang paling lemah biasanya berusaha

menyelesaikan secara sepihak melalui penyerahan diri, keluar atan melarikan
diri atan mengundurkan diri. % |
Selanjutnya dikatakan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian konflik di atas
dapat digambarkan sebagai suatu garis luwus dimana mula-mula bentuk
penyelesm’m}. mandiri, dengan campur tangan pihak ketiga pertama suatu
penyelesaian pra-yuridis, kemudian penyelesaian yuridis dengan pihak ketiga,
sampat pada suatu perjuangan politik dan kelanjutan dari perjuangah ini dengan
menggunakan sarana lain, yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan suatu cara
penyelésaiml konflik dimana salah satu pihak mencoba menyelesaikan konfiik
terhadap pihak lain dengan menggunakan sarana fisik. Sama halnya dengan
benlguk penyelesaian konflik vang lain, dalam penyelesaian dengan kekerasan juga
magih mempertimbangkan penyelesaian atau pengakhiran konflik, meskipun
pitak yang memepergunakan kekerasan mengajukan alasan bahwa cara ini

merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat ditempuh. ™

* Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studs Medorm Dan Masyarakat, Remaja
Karya, Bandung, 1984, halaman 181-190.

¥ Ronny Hanitijo Soernitro (1983), Op. Cit., halaman 30.
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Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, jelas tidak akan

menyelesaikan masalah sebab kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis

tertentu kepada etnis Ininnya apabila divespon dengan tindakan yang sama akan

menyebabkan konflik semakin berkepenjangan. Di gisi lain penyelesaian melalui
hukum baik itu hukem formal maupun hukum adat menduduki posisi yang cukup
penting mengingat fuﬁgsi dan peran yang bisa dimainkannya akan menghasitkan
keputusan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian
hukum dengan fungsi yang melekat di dalamnya dibarapkan nﬁunpu menjadi
Jembatan bagi pertemuan dua kelompok dengan kepentingan dan budaya Eyang
berbeda.

Jadi secara fungsional hukum merupakan mekanisme pengintegrasi. Pada
sant yang sama hukum itu merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari
solidaritas sosial. Bersama—émna dengan moralitas, hukum merupakan perwijudan

dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial®

bengan demikian hukum harns diberdayakan agar magyarakat percaya dan
" mengakui kekuatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di
masyai‘akat, sehingga kehidupan berjalan dengan aman dan tertib. Sehingga
maﬁym‘akat akan selalu menyerahkan setiap permasalahan atau konflik di antara
mereka pada mekanisme hukum yang ada atau dengan kata lain hukﬁm merjadi
jaian utama bagt b.enyeiesa.ian konflik.

Mengenai pemberdayaan hukum sebenarnya hal ini sudah dikenal dalam
kehidupan masyarakat sejak duly, baik berupa pranate untuk melindungi

masyarakat maupun kontrol terhadap perilaku masyarakat. Seperti yang dikatakan

¥ gatjipto Rahardjo, Zmu Fidasn, Alumni, Bandung, 1986, halaman 260.
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oleh LS. Susanto” » bahwa di samping hukum sebagai pranata dan melakukan
kontrol terhadap perilaku masyarakat, hukum juga diterima sebagai ideologi,
dalam arti hukﬁm diterima sebagai nilai-nilai keadilan, yakni harapan terhadap
keadilan yang diberikan oleh hukum., Barangkali hukum dapat dipandang sebagai
'sa'l'u-saiunya ideologi yang dewasa ini diterima secara luas dalam kehidupan
masyarakat, negara, antar negara maupun masysrakat Internasional. Sebagai
1declogi, hukum ‘memberi kekuatan sekaligus harapan khususnya yang berupa
keadilan. Sebagai ideologi karénmlya hukum sekaligus berfingsi sebagai alat
infegrasi bagi masyarakat, baik karena diterima sebagai sudah benar ftaken Jfor
granted) babwa orang harus mematuhi hukum maupun karena hukum bersifat

adi]. Namun di sisi fain, seperti halnya ideologi pada umumnya hukum juga

‘menjadi sumber penting dari timbulnya ketegangan-ketegangan manakala dia

tidak mampu atas semakin jauh dalam memen_uhi harapan-harapan yang
dijanjikannya.

Diterimanya hukum sebagai pranata, kontrol sosial dan sekaligns sebagai
ideologi menjadikannya sebagai sualu kekuatan yang dapat mengontrol setiap
perilaku  masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari hukum seperti
pengintegrasi dan kefertiban dapat ferwujud. Kekuatan hukum inilah yang
menjadi inti pemberdayaan sehingga tercapai apa yang diinginkan tersebut,

Dalam tulisannya yang lain mengenai bagaimana pemberdayaan

masyarakat sebagali bagian vyang integral dari pemberdayaan hukum harus

¥ 18, Susanto, Pemberdayacn Hdaem Dalam Melindungs Masyardkat Terhadap Revoanz Asap,
Makalzh Disampaikan Pada "Diskusi Tlmiah Bencana Asap Dalam Berbagai Perspektif?, Fakultas
Kesehatan Masyarak at, Universitas Diponegoro, Sernarang, 3 November 1997, halaman 1,
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dilakukan, 1. S. Susanto © melibatnya dart upéyﬁ masyarakat mengatasi atan
melawan kejahatan dengan mengemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat
dalam menanggulangi kejshatan bukan berarti menjadikan masyarakat sebagai
objek untuk diberi perintah agar memburu pelaku kejahatan, akan tetapi
bagaimana menumbubkan kesadaran diri pada masyarakat akan perlunya
melawan kejahatan, yakni sebagai bagian dari fanggung jawab sosiainya, sebagui
bagian dari perlindungan ferhadap hak asasinya sendiri maupun orang lain,
sebagai bagian dari kewajiban moralnya.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam
pengertian yang luas, pemberdayaan hukum meliputi pemberdayaan sumber daya
manusia, institusi atan lembaga hukum deugan segala sarana dan prasarana yang
mendukungnya agar hukum mampu menjalankan fungsi rekayasa sosial { socica!

enginering) dan melakukan kontrol sosial sehingga tercipta ketertiban dan

integrasi sosial yang dicita-citakan. Dengan kata lain pemberdayaan hukum dalam

arti fnag dilakukan dengan memperoleh kekuataﬁ dan akses melalui pemberdayaan
substansi, instifusi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai upaya
menangani kerusuhan sosial di kemudian hari,

Persoalan hukom dapat ailihat pada ketfidakmampuan hukum untuk
menjembatani atau menjadi media penyelesaian konflik yang timbul dari berbagat
aspek kehidupan budaya, ekonomi dan politik sehingga hukum hanya jadi
penionton dari serangkaien tindakan apnarkhisme yang dilakukan oleh massa
Fénoména ini jelas tidak datang dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui proses

dan waktu yang pamjang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

91, 8. Busmito, Kejahatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, sebuah artikel di harian Suara
Merdeka, Semarang,
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Senada dengan hal di atus, M. Mahfud MD * mengatakan, konfigurasi
politik orde baru digambarkan bersifat oforiter karena menempatkan pemerintah
pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi
-magyarakat tidak teragregasi dan terarlikulasi secara proporsional. Bahkan,
dengan peran yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik
tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps)
atag kehendak pemerintab, sedagkan pers tidak memiliki kebebasan dan
senrantiasa berada di bawah kontrol dan bayang-bayang pembreidelan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nasikun, bahwa meskipun negara
ini dibangun di atas pilar-pilar hukum, bukan kekuasaan sebagaimana dinyatakan
dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun ‘das sein’nya hukum lebih banyak
dijadikan alat politis untuk melindungi kepentingan penguasa atau kelompok
tertentu sehingga hukum menjadi tidak aspiratif, memihak yang kuat dan tidak
tegas. Dengan gendirinya hukam kurang mampu melindungi magyarakat banyak
dalam meraih dan mempertahankan kepentingan-kepentingannya dalam struktur
kehidﬁpzm bernegara. Dengan kata lain sekalipun di 'dalsnn bentuk penampilan
formalnya hukum dengan gagah menyatakas dirinya sebagai instrumen
perlindungan bagi mereka yang terfindas, di dalam kenyataan mai.eriilnya ia
seringkali lebih banyak tampil sebagai instrumen kekerasan bagi pengnasa untuk

melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya.

‘L. Mahfud MD., Perqudaten Politie Dan Fhdawn Di hdonesia, Gama Media, Yogyakaita,
1999, halaman 8,

42 Yasikun, Hkum, Kekuasaan Dan Xekerasan: Stabt Tinjean Sosiclogis, Makalah Seminar
Nasional Tentang Pendayagunaen Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Den
Restrukturisasi Global, 1996, halaman 17.
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Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi menimbulkan persoalan, yaitu
muhculnya kesenjangan dan kétidakmerataan hasij-hasil pembangunan karena
pilihan model kebijakan yang hanya berorientasi pada perfumbuhan semata,
mengakibatkan munculnya konglomerasi atau konsentrasi aset, monopoli dan

oligopoli. Akibat dari kebijakan ini lahirlah raksasa ekonomi dengan modal yang

| sangat besar melakukan ekspansi ke berbagai bidang dengan mendapatkan segala

fasilitas dan kemudahan dari pejabat pemerintah, meskipun mejalui cara-cara
yang tidak etis bahkan melanggar hukum.®

Mengingat persoalan-persoalan seperti yang telah diuraikan di atas, maka
dalam perspeklif yang lebih luas pemberdayaan hukum menjadi pilihan yang tidak
bisa ditawar dengan konsekuensi hukum harus diberdayakan dan ditempatkan
pada landasan semula ketika negara ini mulai dibangun, sehingga semua aspek
kebijakan yang diambil pemerintah dalam semua bidang kehidupan masyarakat
berjalan di atas rel-rel hukum.

Untuk itu diperiukan sejumiab prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu
pendekatan hukum dapat diandalkan bagi pengendalian kekerasan atau kekuasaan,
yaitu Pertama, hukum dimaksud harus dirumuskan dan dilakukan oleh mereka
yang benar-benar jujur, berkepribadian dan tidak punya pamrih, Kedua, lembaga
peniegak hukum harus benpar-benar dapat dibebaskan dari dan beraﬂa di luar
kekuasaan lembaga eksekutif

Senada dengan hal di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa

dalam konteks ini pemberdayaan hukum berhubungan erat dengan mekanisme

*3 Sri Binteng Pamungkas, Kemiskinan Dan Kesejangan Di hdonesiz: Swatu Evaluasi Atas
Kebijukseoxaarnn  Pembanguran  Pemerintah, Delam  Kemprdan  Rdisan, Kemiskizn  Dan

- Kesenjangan Di ldonesia, Aditya Medin, Yogyeakarta, 1995, hataman 54,

4 Nagikun, Op. Cit., hataman 18,
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bekerjanya bukum dalam masyarakat, yaitu penegakan hukum sebagai suatu
sistem yang terdiri dari komponen substansial, struktural dan kultural. Komponen
substansial adalah yang berkaitan dengan produk sistem 'penegakml haokum yang
dapat ditemukan dalam perafwan perundang-undangannya. Komponen
struktural berkaitan dengan bagian-bagian yang bekerja dalam sistem atan
mekﬁnisme penegakan hukum, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang

bekerja dalam kerangka fungsi dan perannya dengan berbagai sarana-sarana

" pendukungnya. Sedangkan komponen kultural berkaitan dengan nilai-nilai,

perilaku dan apresiasi masyarakat ferhadap hukum.®
Dengan kerangka pemikiran di atas, maka kebijakan aparat penegak

hukum dalam menangani kerusuhan yang disertai amuk massa sebagai upaya

untuk melindungi korban di-kabupaten Brebes dapat dilakukan tidak hanya

dengan memberdayakan hukumnya sebagai konsekuensi dilanggarnya aturan-

aturan hukum, akan tetapi lebih luas dari itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi

~ yang melatarbelakangi meletusnya keruguhan dan amuk massa yang “ bernuansa

sara “ yang dilakukan oleh etnis jawa (pribumti) dengan etnis cina (nonpribumi).

Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam penanganan
kerusuhan di kabupaten Brebes dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu

penanganan jangka pendek uniuk menghentikan kerusuhan dengan segala akibat-

akibatnya dan penanganan jangka panjang yang diarahkan pada fakior timbulnya

kerusuhan. Dalam konteks ini dapat dikatakan balrwa penanganan tersebut di atas
dilakukan secara luss dan menyelurub, karena dari paparan hasil penelitian di

lapangan diperoleh fakta, bahwa timbulnya kerusuhan yang bernuansa sara di

4% Satjipto Rahardjo, Bnus Hidaon, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 153-154.
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' Kabupaten Brebes di samping disebabkan oleh persoalan-persoalan hukum juga
“disebabkan oleh persoalan-persoalan di luar hukum, oleh karena ifu sebaiknya
kebijakan yang diambil adalah kebijakan penanganan yang integral. Dengan kata
lain penanganan kerusuhan dapat dilakukan dengaﬁ menggunakan upaya penal
Jjuga penanganan yang bersifaf non-penal sebagai sarana penyelesaian konflik,
karena disadari bahwa masalah kejahatan atan kekerasan yang dilakukan oleh
masyarakat dapat jugﬁ bersumber pada masalah-masalali kehidupan bemegara
atas bermasyarakat yang sangat kompleks, yakni sebagai masalah sosio-
psikelogis, sosio-poiitis, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan lain sebagainya
Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief® bahwa upaya
penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam
arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; dan
ada keterpaduan {integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan
“penal”dan “non-penal”. Bertolak dari konsepesi kebijakan integral yang
demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya
apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itn sendiri justru
meninibulkml faktor-faktor kriminogen dan vikiimogen.
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan
meletusnya ker;-jsuhan yang disertai amuk massa, maka kebijakan apafat penegak
hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban amuk massa di

kabupaten Brebes, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

4 Barda Nawawi Arief, Bunga R:zmpfu Kebyakan Rdaun Pidana, Citra Aditys, Bandung, 1996,
halaman 4 dan 8.
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€. Penanganan Janghs Pendek

A. Menghentikan Kerusuhan dan Konflik Fisik Antar Warga (etnis)

Dalam penanganan ini, upaya terpenting yang dilakukan adalah

menghentikan kerusuhan dan konflik fisik antar warga (etnis) supaya

kgrusuhan’ tidak meluas ke daerah lain di sekitarnya dan untuk

" menghindari bertambah;lya korban serta kerugian dari mssing-masing

pihak. Penanéanan ini dilakukan dengan metode pendekatan yang
persuasif dan pendekatan represif,

Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara memberikan pengertian,
menumbuhkan kesadaran dan memperketat pengawasan terhadap warga
yang berpotensi untuk menghasut da;l memprovokasi warga juga
melakukan pengawasan dan I)eilggeledallan terhadap mereka yang
membawa senjata tajam karena dimungkinkan akan menyulut kembali

kerusuhan yang sudah reda.

Terhadap kedua etnis (jawa dan cina) dan kelompok masyarakat yang

lain diserukan untuk dapat menahan diri, serta saling menjaga dan menjadi

polisi dalam dirinya masing-masing untuk memberikan kontribusi bagi

keamanan dan ketertiban serta normalisasi kehidupan di lokasi kerusuhan,
Masyarakat dihimbau tidak mudah terpancing oleh setiap ﬁcapan dan
tindakan yang dapat merangsang timbulnya kembali kerusuhan.
Kesadaran, pemahaman masyarakatjierhadap arti penting kesatuan dan
persatuan periu ditumbuhker.nbmlgkan dan ditipgkatkan yang semuanya itu
dilakukan oleh aparat kepolisian bersama-sama dengan tokoh :nasyardktl.t,

tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemerintahan serta masyarakat itu
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sendiri, Melalui penjelasan para tokoh ini, wawasan kebangsaan
masyarakat dapat secara perlahan dibuka sei.xingga diperoleh pemahaman
agar mereka dapat saling menerima dan saling menghargai sesama

Dari pengamatan di lapangan menurut saksi mata, pendekatan represif
yang dilakukan oleh aparat pade saat kerusuhan tersebut meletus,
dilakukan‘ oleh aparat Kepolisian de-l_lgan dibantu oleh Tentara dari
Batalyon 407 Slawi dengan cara segerﬁ melokalisir dasrah kémsuhan dan
menutup jalan dengan barikade pasukan di sepanjang jalan pantai utara
(pantura) dari mulai perbatasan propinsi Jateng dengan Jabar, yaitu
kecamatan Lose_u'i sampai dengan kecamatan Tanjung, Upaya ini dilakukan
untuk mencegah masuk dan bergabungnya massa dari propinst Jawa Barat
(vang sebelumnya telah dilanda kerusuhan) ke propinsi Jawa Tengah
unfuk memprovokasi massa di Jawsa Tengah untuk melakukan kerusnhan
yang lebih besar lagi. Di samping itu aparat juga melakukan pembersihan
dan sweeping bagi masyarakat yang bergerombol di jalan-jalan di wilayah

kerusuhan dengan perintah tembak di tempat bagi siapa saja yang

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada saat meletusnya

kerusuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Batalyon 407 Slawi

" dan Kapolres Brebes” diperoleh keteranghn bahwa tindakan aparat yang

tegas dengan melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kerusuhan

dilakukan dengan tujuan untuk mencegah munculnya kerusuhan yang

- . lebih besar lagi dan meluas ke daersh lain di sekitarnys, sehingga perlu

47 Wawancara dengan Kapolres Brebes tanggal 25 Mei 1999.
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diantisipasi dan dicegah denQan tindakan tepat dan tegas sesuai prosedur
yang berlaku. Di samping itu massa yang melakukan kekerasan sudah di

luar batas toleransi dengan bersikap anarkhis, yaitu melakukan perusakan,

penjarahan terhadap semua isi foko-toko dan membakarnya dengan

sebelumnya mengancam dan menganiaya warga yang beretnis Cina bila
tidak menyerahkan semua vang, i)erhiasan dan harta benda lainnya. '

Kebijakan lain .ymlg. dilakukan aparat penegak hukum pasca

kerusuh.ml‘_.ada]ah dengan mengadakan patroli dan penerapan jam malam

_ Ai lokasi kerusuhan untuk mencegah kerusuhan susulan meletus kembali

" dan untuk mencegah timbuinya korban dan kerugian yang lebth besér bagi

korban aﬁmk massa tersebut.
B. ':Meiakukml Tkrar Da.mail
| Kebijakm selanjutnya yang dilakukan oleh ‘aparat penegak hukum
bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat iainnya adalah dengan
melakukan Ikrar Damai, khususnyz?. dari kedua kelompok masyarakat dan
.etuis dengan cara masing-masing unfuk tercipta dan pulihnya kembali
suasana aman dan damai.
Sebagai wujqd dan tindak lanjut daril ﬁm damai tersebut; galah satu

kelompok masyarakat, yaitu etnig cina dengan kesadaran mereka sendiri

melakukan kegiatan sosial berupa: “Gerakan Peduli Lingkungan”
denganr cara  mengumpulkan uang untuk membeli maferial puna

membangun desa se kecamatan Tanjung dan se kecamatan Losari yang

berupa pengerasan jalan, perbaikan saluran air dan membantu rehabilitasi
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masjid yang tertunda pembangunannya dengan bergolong royong dan

“membaur” dengan masyarakat setempat.

Di samping melakukan kegiﬂtan fisik, juga melakukan kegiatan non~

fisik berupa pemberian modal bagi kegiatan ekonomi produktif dengan
membentuk kelompok kerja mandiri yang bergerak di bidang percetakan
dan sablon serta kelompok mandiri peternakan ayam buras. Adapun
anggota-anggoia kelompok mandiri tersebut adalah para pemuda yang
mempunyai keterampilan di bidangnya dan merupakan modal | bergulir.

Penulis berpendapat, bahwa cara ini harus disebarluaskan ke seluruh
warga masyarakat, terutama mereka yang bertikai, mulai dari tingkat
propinst, kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa sehingga gaung
perdamaian dapat didengar dan diterima sebagai satu solusi untuk
menghentikan konflik.

Menurut tokoh magyarakat setempa't, upaya yang dilakukan tersebut
kurang efektif, namun cara tersebut masih dapat memberikan kontribusi

bagi penyelesaian konflik bila semua tokoh yang punya akses langsung

.dan mengekar ke bawsah turut dilibatkan secara aktif dan paling tidak

upaya ini untuk sementara dalam jangka pendek dapat mengakhiri

kerusuhan dan konflik yang bemuansa sara di kabupaten Brebes.

. Melakukan Tindakan Hukum Secara Cepat' dan Tepat

Persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan dalam hal tindakan

hukum.terhadap pelaku keruguhan dan amuk massa adalah tidak adanya

‘kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan

143




dan Pengadilan) dengan keinginan sekelompok masyarakat yang menjadi
korban kerusuhan dan amuk massa tersebut.

Kebijakan jmng dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pejabat yang
mempunyal kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan
penyidlkan terhadap pelaku tidak sejalan dengan keinginan korban.
Menurut Kapolres Brebes®, bahwa mereka yang diproses verbal dan
.“diadili oleh Pengadilan Negeri Brebes adalah pelaku yang tertangkap
{angan karena melakukan perusakan, pe-njamhmx dan pembakaran pada
saat kerusuhan itu meletus, karena‘ tidak mungkin aparat kepolisian
o menangkaia semua orang yasg berkumpul dalan satﬁ titik (massa) yang
demikian banyaknya, sehingga hanya mereka yang tertangkap tangan saja

yang ditangkap. -

Sementara berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pihak

. korban®, mengharapkan agar semua pelaku ditangkap dan diadili sesuai

dengan hukum yang berfaku karena telsh bertindak melawan hukum dan
| merugikan pihak korban, demi terp_gnuhinya rasa keadilan bagi korban.
Dari penelition yang diperoleh di lapangan ditemukan data bahwa
pelaim amuk massa yang ditangkap oleh aparat kepolisian dan diadili di
Fenéadilan Negeri Brebes berjumlah 15 (lima belas) orang karena. telah
meruzak, menjarah dan membakar teko-toko dan rumah-rumah milik
warga keturunan (etnis Cina}. Adapun rufnah yang dimsak sebanyak 25
(duapuluh lima) rumah, toko yang isinya dijarah sebanyak 20 (duapuluh}

toko dan rumah vang dibakar sejumlah 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) tempat

© A8 Wagil wawancara dengan Kapolres Brebes tanggal 25 Mei 1999,
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rumah ibadah, yaitu gereja Katholik Tanjung rusak. Total nilai kerugian
kurang lebih dua milyar rupiah.

Dari 15 (limabelas) orang perusub yang ditangkep diadili tersebut
ternyata mereka bukan pelaku vtama tetapi hanya turut serta melakukan
suatu tindak pidana, sehingga siapa provokator dan aktor intelektualnya
tidak terungkap dan tertangkap.

Menwnt hemat penulis, penanganan hukum secara cepat dan t‘eéat
perlu segera ditindaklanjuti, terutama mencari dan menangkep provokator
dan aktor intelekfualnya. Bagaimanapun juga jangan sampai terjéxli demi
untuk mengejar kepastian hukum, aparat mengabaikan rasa keadilan
masyarakat, yang mungkin akan menyebabkan masalah baru, yaitu
munculnya ketidakpuasan masyarakat yang berakibat munculnya konflik
baru. | |

Oleh karena itu penanganan yang tepat fermasuk proses pengadilan

_yang ceﬁal terhadap pelaku kerusuhan dan amuk massa akan dapat
* memberikan arti bagi korban yang telah terlanggar hak atas hidupnya dan

‘bebas dari rasa takut serta terlukai perasaan hokumnyn juga menderita

kerugian secara material maupun immaterial fentunya akan memberikan

* pilai dan kepuasan masyarakat terhadap kerja aparat, yang pada akhimya

secara perlahan dapat berpengaruh pada performance aparat di mala

masyarakat.

* Wawancara dengan korban pembakaran rumah dan toko. onderdil di Tanjung pada tanggal 20
Agustuz 1998,
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D.  Mengadakan Forum Dialog Antar Etnis
) Upaya d@ kebijakan lain yang dilakl;kan oleh aparat penegak hukum
adaJal_l dengan mengadakan atau memfasilitasi suaty forum terbuké. intern
etnis dan-antar etnis dengan fujuan mendialogkan dan menjembatani
" perbedaan-perbedaan antar keduanya ( etnis jawa dengan cina). Dalam
dialog antar etnis ini, materi _yang disampaii:an adalzh wawasan
kebangsaan dengan penckanan pada arti pentingnya menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa demi menjaga stabilitas daerah dan stabilitas
nasional,

Upaya-upaya ini patut dikemb;mgkah untuk menjaga kesinambungan
hubungan antar etnis sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan
dan menyamakan persepsi di antara kedua etnis. Oleh karena ity menurut
hemat penulis, pemerintah daerah perlu memprakarsai dialog tersebut

dengan bantuan segenap unsur masyarakat terkait termasuk kalangan

terpelajar dari kedua etnis.

C.2. Pénanganan Jangka Panjang
Upaya penanganan jangka panjang diarahkan untuk memperbaiki
kondisi-kondisi baik secara langsung maupun tidak ]angéllxlg yang
memberikan pengaruh terhadap munculnya kerusuhan dan amuk massa
yang dilakukan oleh masyarakat pribumi kepada non-pribumi (etnis Cina) di

- kabupaten Brebes, .
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Adapun upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam menangani
kerusuhan dan amuk massa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa
aspek, yaifu :

~ A. Penanganan dengan Pendekatan Aspek Budaya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam subbab tentang faktor
penyebab timbulnya kerusuhan dan amuk massa di atas, diperoleh fakta
bahwa faktor budaya memberikan sumbangan terhadap meletusnya
2e1‘ﬁsﬁ1;m1 dan amuk massa . Oleh karena itu untuk penanganan jangka
panjang terhadap faktor budaya dilakukan sebagai berikut
1). Sehﬁbungan dengan adanya p—erbedaan budaya antara kedua

kelompok atan einis, maka untuk mengatasi perbedaan budaya

tersebut diadakan semacam forum dialog yang bersifat permanen
atau suatu insfitixsi sebagai suatu wadah yang memungkinkan
terjadinya dialog dan interaksi positif antar etnis.

Seperti yang dikatakan oleh Sardjono Jatiman™, bahwa dialog
antar etnis dan kelompok ipi akan dapat menjembatani perbedaan
anfar keduanyn. Kedua etnis akan menyadari, memahami dan
menghargai perbedaan yang ada Perbedaan ity pel;lu terus
didialogkan agar semua generasi; ut..amanya generasil muda dan
pendatang yang baru merantau tahu dan mengerti persoalan yang
pernah terjadi antara mercka, sehingga secara perlshan akan

. tumbuh kesadaran untuk mengurangi gfau mungkin meninggalkan

kebiasaan yang dapat memicu konflik. Institusi permanen ini

* Sardjono Jatiman, Tabloid Mutiara, Januari, 1957, halaman 7.
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mengatur mekanmisme penyelesaian apabila terjadi korflik antar
kedua etnis ataupun kelompok.

Sebagai tindak lanjnt dari munculnya Kkesadaran akan
pentingnya dialog antar etnis, maka pasca kerusuhan di kabupaten
Brebey dibentuk “Kelompok Pembauran Warga Keturunan”
yvang ada pada setiap kecamatan dan desa-desa di Kabupaten
Brebes.

Menurut hemat penulis, dengan dibentuknya wadsah ini untuk
Jangka panjang dengan mengintensifkan kegiatan yang terprogram
mengenai pembauran den dialog yang berkesinambungan
diharapkan perbedaan budaya antar kedua etnis tidak akan memicu
kembali konflik vang berkepanjangan dan mengakhiri konflik antar
etnis yang “bernuansa sara” dalam bentuk kerusuhan dan amuk
massa di kabupaten Brebes.

Aktivitag yang dilakukan dalam wadah pembauran ini, antara

. lain dengan membentuk Teng,ga Kerja Pelaksana Pembauran {TPP).
Dengan adanya TPP ini informasi pembauran dapat dimonitor
dengan efektif sampai ke tingkat RT, sehingga bila terjadi
kerusuhan rasial,.dexlgan cepat biszi diatasi. Anggota TPP diambil
dari pengurus kampung (RT dan RW), mereka dipilih dari

kampung-kampung yang banyak dihuni oleh keturunar Cina. Para

anggota TPP dibei‘i bekal, antara lain, P4, Wawasan Nusantara,

serta bagaimana menggerakkan warga keturunan Cina di kampung

" masing-masing untuk bergotong royong bersama masyarakat
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2).

-

setempat, Contoh konkret dari program TPP ini adalah
mengadakan siskamling bersama anfara warga keturunan dan
magyarakat setempat dimana ada ketentuan bagi warga keturunan
tiaz}k boleh diwakilkan, kecuali ada alasan khusus, dan dalam
peringatanhari nasional. Juga yang unik, ada kesepakatan dari
para aﬁggota TPP untuk warga aéar panggilan untuk orang cina
diindonesiakan. Contohnya, panggilan “engkol” diganti dengan
“mas”, “Bllgk()ﬂg” diganti dengan “mbah atau eyang” dan “tacik”
diganti dengan “mbak”, |

Kegiatan TPP ini di kabupaten Brebés masih berlangsung
namun tidak seintensif ketika pertama kali dibentuk, sehingga
banyak program yang belum bisa diwujudkan.

Pengelolaan TPP ini tidak di bawah Badan Kemunikasi
Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakqm PKB) yang swasta, tapi
langsung oleh Kelompok Penggerak Pembauran Lapangan (KPPL),
suatu badan resmi di kabupaten Brebes yang diketuai oleh Kepala
Kantor Sosial Politik.

Sebagai suatu komunitas masyarakat, kehidupan kelompok yang
terlibat dalam pola pemukiman masyarakat Cina (warga. keturunan)
yang tertutup secara perlahan dikurangi. Menurut pendépat penulis,
mereka sebaiknya lidak hidup secara mengelompok atau
membatasi diri tetapi membaur dengan kelompok lain. Karena
dengan pemukiman yang terpisah tersebut akan mudah memancing

munculuya konflik dan kecemburuan sosial,
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Senada dengan hal di atas, Sardjonc Jatiman *'menulis, bahwa
pola permukiman terpissh semacam ini memang menyebabkan
intensitas interaksi antar kelompok menjadi rendah sehingga
kouflik kecil jarang terjadi diantara kelompok, tetapi dalam situasi

ini stereotipe justra dapat memperuncing konflik, akibatnya konflik

antar individu mudah berkembang sekaligus menjadi konflik antar |

kelompok. Berbeda halnya dengan pola permukiman yang terpadu,
dimana konflik kecil berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam itn
Justru membuat mereka saling mengenal dan melalui institusi
interaksi kelompok konflik dapat segera diselegaikan.

Selain hal tersebut di atas, masalah bahasa juga perlu mendapat
perhatian dan penanganan. Karena dari pengamatan dan hasi
penelifian ditemukan fakta, bahwa komunikasi sehari-hari pada
masyarakat etnis Cina lebih banyak menggunakan bahasa mandarin
{Cina).

 Menurut hemat penulis sebaiknya penggunaan bahasa yang
ekelusif (Mandarin) yang tidak populer dan tidak bisa dimengerti
arti dan maknanya seharusnya dihilangkan, karena dengan
menggunakan bahasa mandarin akan muncul kesan bahwa mereka
(etnig éina) adalah individu ymé tertutup, ekeklusif dan tidak
punya “nasionalisme”, Sehingga sebaiknya menggunakan bahasa
_resmi negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,

bukan menggunakan bahasa leluhur mereka (irandsrin} yang tidak

3 Sardjono Jatiman, Op. Cit., hal, 9.
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bisa dimquerti oleh masyarakat apalagi jika di sekeliling mereka
terdapat efnis lain. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi
eksklusivitas mereka dan untuk menunjukkan bahwa mereka (etnis
Cina) adalah warga negara Indonesia.
] ‘Upaya yang tel#h disebutkan di atas, menurut tokoh masyarakat
setemp_ﬁt paling tidak akan dapat memperkecil konflik, sebab
dengan membawmya mereka interaksi akan berlangsung secara
 intens seltingga satu sama lain dapat saling memahami dan dengan
baﬁasa yang dapat dimengerti dan dipahami bersama komunikasi
akan berlangsung secaralbaik dan lancar. Semua dugaan daﬁ
prasangka akibat ketidakmengertian dan kétidakpahgman bahasa
dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini akan dapat
menciptakan interaksi sosial yang menyatu dan terpadu dengan
lingkungan dan perganlan multi etnik, sehingpa dengan demikian
skan tercipta suatu [ingkungan yang sudah terbiasa dengan
keanekaragaman sosial-budays dan saling menerima saty sama

fain.

B. Penanganan dengan Pendekatan Aspek Ekonomi
Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab tentang faktor-fakior
yang menyebabkan munculnya kerusuhan dan amuk massa di
Kabupaten Brebes, ditemukan fakta bahwa faktor ekonomi juga

memberikan sumbangan yang paling dominan dibandingkan dengan
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faktor-fakior lainnya. Oleh karena itu penanganan jangka panjang
mélalui pendekatan aspek ekonomi juga sangat urgen untuk dilakulkan,

Menurut hemat penul‘is pendekatan kebijakan yang perlu segera
dilakukan adalah perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
dengan memberi bimbingan dan permodalan serta fasilitas untuk
mengembangkan usaha dan kemampuan mereka sehingga dapai
berkompetisi dengan pelaku ekonomi lain. Penghargaan terhadap
sumber-sumber ekonomi harus ditunjukkan agar mereka tidak antipati
dan tidak apatis terhadap program atau kebijakan pembangunan.
Dengan kata lain pemerintah pusat harus mengubah kebijakan di bidang
ekonomi dengan memberikan perhatian dan berorientasi terutama pada
usaha kecil dan menengah vang mayoritas dimiliki oleh keiomfmk
masyarakat tertentu daripada kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan
sebelumnya dengan kemitraan vang pada prakteknya hanya
menguntungkan kelompok tertentu yang minoritas,

Seperti dipﬁpm‘kan dalam lgporan hasil penelitian yang diadakan
oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM

bekerja sama dengan Depag RI, bahwa agar oforitas lembaga-lembaga

- negara dan kapital benar-benar dapat mewakili kepentingan fnasyarakat

~ banyak, yang diperlukan dari mereka adalah peningkatan kemampuan

untuk memberikan ruang yang semakin lebar bagi akomodasi

kepentingan mayoritas masyarakat yang selama ini tidak mampu
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bersuara akan tetapi yang di masa depan skan menjadi tempat
bergantungnya keabsahan mereka yang paling penting, 2
Selain kebijakan di atas, pemerintah harus mengkaji ulang

kebijakan dalam berbagai bidang yang mempunyai akses terhadap

. pembangunan ekonomi, terlebih terhadap kebijakan ekonomi yang

selama ini tidak memihak pada rakyat kecil, karena selama ini hasi}-
hasil pembﬁngunm: dan kue pembangunan yang disediakan hanya dapat
dinikmati oiell sskelompok kecil m'nng; sementara yang sebagian besar
lainnya memperebutkan sisa-sisanya. Yang memprihatjnl(ah lagi, akibat
dari ﬁertumbuhan ekonomi yang cepat ity melahirkan fenomena
kemiskinan massal dan kekayaan yang berlimpah dari segelintir orang
yang hidup dengan kondisi serba mewah.

Pendapat. senada dikemukakan oleh .Rewisond Baswir, ¥ bahwa
kesenjangan ekonont memang memiliki daya pecut cukup besar
terhadap kemarahan rakyat. Dalam hal ini sebenamya kesenjangan
ekonomi Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki bom wakitu. Bahwa
ia akhimya bermuara pada terjadinya kelﬁsulxmx massal, hal itu secara
tidak langsung mengungkapkan belum kunjung dilakukan upaya
sungguh-sungguh untuk menanggulangi persoalan fersebut. |

Kebijakan lain yang mendesak untuk segera dilakukan adalah
dengan peningkatan aspek sumber daya manusia (SDM) dengan cara

mengirimkan tenaga-tenaga terampil vang dimiliki pengusaha kecil dan

32 pygat Penelitian Pernbangunan Pedesaan Dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Dan
Departemen Agama {(Depag) RI, Ferilaku Aﬂkemz Kolektif: Kondisi Jan Pemicu,

Yogyakarta, 1998, halaman 75,
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menengah untuk mengikuti kelerampilan dan pendidikan ‘sehingga

mempunyai wawasan yang lebih luas, yang pada gilirannya nanti dapat
bersaing dan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi.

Dalam hal ini pemerintah dapat bekérja sama dengan organisasi-

| organisasi non-formal semacam Lembaga Swadaya Masyarakat{LSM)

untuk membantu kebijakan atau program yang dilancarkan pemerintah

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang n;exlgmlga demikian

lebarnya.

C. Pemberdayaan Hukum Dalam Penanganan Kerusuhan Dan Amuk Masga
Pemberdayaan hukum merupakan salah satu instrumen untuk
mengantisipasi munculnya kembali konflik yang bernuansa sara di
Kabupaten Brebes, karena secara fungsional hukum dapat dipakai
gebagai sarana pengintegrasi untuk mencapai harmonigasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemmegara. Dengan kata lain
apabila tefjadi konflik dalam masyarakat maka deﬁgan kekuatan atau
kewenangan yang ada pada hukum, konflik dapat diselesaikan secara
efektif dan memuaskan dengan keputusan yang memberikan rasa
keadil dﬂ bagt piliak-pihak yahg berkepentingas.
ﬁaiam kaitan ini Satjipto Rahardjo *! menulis, bahwa pengadilan
'itu‘ berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi di dalam masyarakat,
- -ya.ng -menyebabkan proses-proses produktif dalam masyarakat dapat

dijalankan dengan baik. Pengintegrasian ini dijalankan dengan cara

>3 Revrisond Baswir;” Kesenjargan, Korupsi Dun Kensuhon Massol, Media Indonesia Nomor
5857 Tahun YO(VIL, Jakarta, 1996, halaman 6.
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menyelesaikan konflik-konflik di dalam masyarakat sehingga kerjasama
yang produktif dapat terbina dengan baik. |
Senada dengan di atas, Scerjono Soekanto mengatakan, bahwa ada

kecenderungan untuk menganggap bahwa hukum sebagai salzh satu

sarana pengendalian sosial (social control). Selanjutnya dikatakan di sata

pibak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian

* sosial, akan fetapi di pihak lain hukam mungkin juga berfungsi sebagai

sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (“law as a facilitation

of human interaction”).”

Mengamatt dan mempelajari rentetan kerusuhan dan kekerasan
serta amuk massa yang meletus hampir di setiap daerah di Indonesia,
khsusnya kerusuhan dan amuk massa yang terjadi di Kabupaten Brebes
nampak dengan jelas k;tidakberdayaml hukum dalam menghadapi tindak
kekerasan dan anarkhisme serta kesewenang-wenangan yang dilakukan
oleh sckelompok masyarakat vang satu terhadap kelompok masyarakat
lainnya.

Rentetan kernsuhan yang terjadi dan terus meningkat frekuensinya
seakan mengingatl;m] masym'akaf Indonesia pada kehidupan primitif
masa lalu dimana hukum rimba berlaku, Yang kvat menindas 3'ra.ng lemah
dan yang lemah mengalah pada yang kuat. Kondisi ini terjadi sebagai
akibat dari prakiek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan
koridor yang telah ditetapkan dan menjadikan hukum sebagai alat politik

penguasa.

>4 Satjipto Rahardjo, dneka Permesalahun Hibwum Di hdonesie, Alumni, Bandung, 1983, hal.51.
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.Ber'kaitan dengan hal tersebut di atés, dari hastl wawancara dengan
lKepa.la "Pengadilan Negeri Brebes” diakui bahwa selama ini hukum
- cenderung di‘pmldmlg sebelah mata, hulgum hanya memihak yang kl.]at,
hukum dapat dibeli, hukum hanya sebagai alat penguasa dan
diskriminatif. Akibat dari persepsi dan realita yang demikian ini

| menambah  ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan aparat
penegak  hukum, Fel;omena ing mémbuat hukun; dipertanyakan
eksistensinya dan dipertanyakan pula hukum sebagai wahana untuk
mendapatkan keadilan,

Senada dengan di atas, Kepala Kejaksaan Negeri Brebes” juga
menyatakan bahwa saat ini hukum dalam perkembangannya tidak lagi
mampu menjadi alat kontrol yang baik, hukum tidak dapat menjalankan
fungsinya dengan baik bahkan menurntnya hukum sudah menjadi
komoditag politik dan wang yang direkayasa demi kepentingan suatu
ketompok.

Dengan fenomena hukum yang telah dijelaskan di atas dan seiring

| dengan bergulimmya reformasi nasional di segala bidang, maka sudah
saatnya hukum diberdayakan, supremasi hukum ditegakkan dan hukum
secara mandiri harus mengamhi} tempaf yang terpentiﬁg dengan
memberdayakan setiap bagian di dalamnya. Karenanya kekuatan dan
kemandirian hukum menjadi hal yang penting untuk menumbubkan

kembali kepecayaan masyarakat terhadap eksistensi dan efektivitas

* Soerjono Sockanto, Frengsi Hiswm dan Perubahan Sosizi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
hal. 48,
% Waweancara dilakulan tanggal 25 Mei 1999.

*7 Wawancara dilakukan tanggal 28 Mei 1999.
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hukom serta sebagai sarans konirol dan social enginering sehingga dapat
menyelesaikan  setiap  masalah yang timbul dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelesaian
konflik antar etnis di kemudian hari.

Untuk it pernberdayaan pada substansi sebagai salah salu unsur
hukum tidak hanya menyangkut bagaimana seharusnya hukum yang
sudah ada  ditegakkan demi menjuga ketertiban dan  melindungi
masyarakat, akan fefapi lebih luas dari ifu adalah bagaimana hukum
(harus)  mengakomodir perubahan npilai-pilai  dalam  kehidupan
masyaraka. Upaya ustuk merespon nilai-nilai yang berkembang ini
dilakukan dengan melakukan “loiminalisasi dan dekriminalisasi” atas
suatu peerbuatan,

Dalam salah satu Laporan dari Simposium Pembaharnan Fukum
Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang dinyatakan, bahwa masalah
kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan harusiah sesnai
dengan polilik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh
mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental
yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau
tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan keéejahteram
masyarakat.”®

Sehmbungan dengan isi [aporan tersebut dapat dikatakan babwa
pemberdayaan hukum dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu

upaya untuk melakukan pembabaruan substansi hukum dilihat dan

*® Barda Nawawi Artefl, Op. Cit., halaman 34,
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pendekatan kebijakan khususnya kebijakan penegakan hokum untuk
mengkriminalisasi atau -mendekriminalisasi suatu perbuatan.

Senada dengan hal di atas, Barda Nawawi Arief™ melihatnya
melalui pendekatan nilai, karena menurutnya di dalam seliap kebijakan
(policy} lerkandung pula pertimbangan nilai bahwa pembaharaan hukum
pidana pada bakekatuya merupakan upaya melakukan peninjavan dan
penilaian kembali (re-orientasi dan re-evalpasi) nilai-nilai politik, sosio-
filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap
muafan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada uraian di alas dan gambaran yang diperoleh di
lapangan, maka pemberdayaan substansi hukum dalam penanganan
kerusuhan. di Kabupaten Brebes, diarahkan pada memproses dan
menerapkan  sanksi pidana  terhadap pelaku pengrusakan, pelaku
penjarahan, pelaku pembakaﬁn dan stapa saja yaug ferlibat dalam amuk
magsa termasuk penggeraknya (aklor intelektual).

Dalam konteks i, menwrut Kapolres Brebes, kepada para pelakn
sudah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal —pasal yang dilanggar dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja fidak semua
pelake kerusuban dan amuk massa diadili. Jadi hanya me.reka yang
tertangkap tangan dan pelakn yang dapat diidentifikasi saja yang
diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Brebes. Sebab tidak muugkin
mengadili semua pelaku kerusunhan dan ampk massa mengingat sifaf

gerakan massa yvang sporadis dan spontan, juga harus diakui bahwa

* Parda Nawawi Arief, Ibid., halaman 32,
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saja pada awalnya aparat kepolisian tanggap dan bertindak cepat dan
tepat ,maka kerusuban dan amuk massa m_ungkin tidalk akan pernah
tecjadi, karena sebenarnya massa yang berkumpul sejak pagi belum
banyak dan bei.um menunjukkan aktivitas gerakan yang membahayakan,
namun karena aparat tidak tanggap schingga pada siang hari setelah
sholat Jum®at meletuslah kerusuhan dan amuk massa yang menimbulkan
korban dan kerugian yang tidak sedikit.

Namun hal fersebuf dibantah oleh Eapolres Brebes dengan
menyatakan, bahwa sebenarnya aparat bukannya tidak bertindak cepat
dan legas, namun kepolisian mengalami hambatan, yaitu keterbatasan
personil yang diterjunkan untuk menangam kerusuhan tidak sebanding
dengan jumlah massa sehingga harus mempertimbangkan berbagai faktor
untuk mengambif keputusan.

Dalam penanganan kerusuhan dam amuk massa di kabupaten
Brebes, dari hasil penelitian terunghkap fakta pendekatan militer yang
difalukan oleh aparal keamanan (ABRI) sangat dominan, bahkan
mentrir responden yang diwawancarai mengatakan balwa tentara
(ABRI)} yang berasal dari Batalyon 407 Slawi ferhadap perusuh yang
tertangkap diperlakukan tidak manusiawi dan ti.dak barperikemanusiaan.
Sebagai akibat dari tindakan keras tersebuf, di pihak perusuh meninggal
dunia 2 (dua) orang akibat tembakan dari tentara tersebut.

'Menuﬂ.lt pendapal  pennlis  seharusnya  peran iﬁiliter dalam
menghadapi kerusuban dan amuk masea tidak sebagai hal yvang utama,

karena kepolisian sebenarnya yang mempunyat kewenangan sebagai
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aparal penegak hukum yang bertugas untuk terciptanya ketertiban dan
kefenteraman, Sehingga tidak pada porsinya masalah-masalah sosial pada
masyarakat harus dihadapi oleh pendekatan militer yang mempunyai
doktrin pertahanan dan keamanan.

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan buhwa pemberdayaan
nstitusi sumber daya aparat sebagal bagian dari pemberdayaan hukum
diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas (aparatur) hukum,
yaitu :

1}. Memberikan otonomti vang luas kepada Kepolisian
Polisi webagai aparat penegak hukum dihadapkan pada
lugas menjalankan undang-undang demi ketertiban hukum (legal
arder) dan sebagai pengayom, pelindung, pembimbing masyarakat,
maka dihadapkan pada tugas pemeliharaan ketertiban (social order).
Sehingga Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang
mempunyai funggi ganda
Pafia masa Orde Baru, dalam menjalankan tugasnya yang
berat polisi terikat dengan kefentuan-ketentnan organisasi Angkatan
Bersenjafa, karena kedudukannya sebagai bagian dari ABRL Oleh
karena merupakan bagian dari ABRI, tekmmn-tekanan'orgmxisasi
jelas akan mempengaruhi kinerja polisi sehingga tidak bebas dan
mandiri  dalam  melakukan perencanaan orgamsasinya yang

akibatnya tidak dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam

masyarakat.
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Namum dengan ferlepasnya Polri dari ABRI sejak April
1999 dibarapkan kinerja Polri akan berubab dengan paradigma yang
baru. Sebab dengan oflonomi penuli Polri memiliki kebebasan dan
kemandirian untuk melakokan perencanaant uniuk meningkatkan
peran dan fungsinya dalam musyarakat. Keberadaan Polri sebagai
bagian dari ABRIL diyakini akan lebih kondusif dibanding jika Polri
tetap berada di tubuh ABRL Karenanya kemandirian Polri ini harus
ditindaklanjuti baik secarn strukfural maupun manajerial.

Untuk  mewnjudkan hal tersebut, langkah yang perlu
dilakukan segern adalah  melakukan revigi terhadap beberapa
peraluran perundangan, yaitu Undang-Undang No. 20 Talun 1982
Tenfang Pertahanan Keamanan Negara, Undang-Undang No. 2
Tahun 1988 Tentang Keprajuritan dan Undang-Undang No. 28
Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
meletakan Polri sebagai bagian integral dari ABRI.

Penlingnya kemandirian Polri nampak dalam lintasan
sejarah dimana selama pemerintahan orde baru Polri dipakai sebagai
alat oleh kelompok kepentingan-kepentingan di luar kepentingan
hukum, tersesat dalan  praktek-praktek pemoiisiaf.z yang
menggunakan pendekatan kekuasaan, sehingga sosok polisi terlihat
dan dirasa sebagal sosok pmnbfe-!a kekuasaan (pemerintah) daripada
sehagai pengayom masyarakal. Akibatnya ketika masyarakat luas

menilai hukum lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah, dan
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bukan pada kepentingan masyarakat, maka Polri-pun dinilai lebih
merupakan alaf pemerintah dibanding alat masyarakat.

Sebagaimana ditulis oleh Novel AH®, bahwa realita inilah
yang seharusnya memosjsikan Polri lebih sebagai alat masyarakaf,
kelimbang selaku alat pemerintah. Posisi demikian akan lebih
mampy memaksa masyarakal mantaati hukum dan berbagai norma
sosial lain, lantaran Polri diakui masyarakat sebagai bapian dari
kebutuhan mereka sendiri (alat masyarakat) dan bukan sekedar alat
pemaksa buatan pemerintah.

Menurul hemat penulis, di era reformasi ini dan dengan
terlepasuya organisasi Polri dari tubuh ABRI serta kemandirian
{ofonomi) Polri, perlindungan dan pelayanan Polri kepada
masyarakat sebagaimana semboyvan Polri, vyaitu “ Feladiu
Pepgabdian Terbaik” benar-benar harus dilandasi oleh kepastian
hukum dan raga keadilan masyarakat. Falmpun Polri bertindak
selaku alat pemaksa, maka sifat pemaksaan tidek boleh dikaitkan
kepada kepentingan kekussaan (pemerinfah), melainkan semata-

mata demn pemenuhan kepentingan masyarakat.

2). Meningkatkan kuantitag personil dan kesejahteraan Polisi

Hampir pada setiap munculnya kerusuhan dan amuk massa
yang ferjadi di beberapa daerah di Indonesia, polisi selalu tidak dapat

menganlisipasi dan menangani konflik yapg terjadi dengan cepat dan

 Wovel Ali, Polri @ dAntara Xebssdvos Masyarakat devs Avogemss Kewenavigan, Muokalah
Disampaikan pada Semninar “Peran Polri di Era Reformasi Dalarn Membentuk Masyarakat

Madant”, Dies Natalis Undip ke 41, Semarang, 28 Seplember 1998,
163




tegas dikarenakan pensnganan kerusuban selaly berkait dengan
Jumlah persenil yang terbatas atau minim yang dimiliki Polri.

Sccara umum diakui babwa tingginya rasio antara polisi
dengan jumlab penduduk sangat berpengaruh pada kinerja polisi
dalam menjalankan {ungeinya, Ratio perbandingan jumlah polisi
dengan masyarakal sesuni dengan standar Perserikatan Bangsa-
Bungsa (PBB)Y" adalah 1 : 500, namun di Indonesia rasio jumlah
polisi denpan jumlah penduduk adalah 1 ; 1200 untuk ar pulan
Jawa dan untuk pulau jawa adalah 1 : 1600. Sedangkan untuk Polda
Jawa Tengaly rasionya adalah 1 : 2100.

Dari rasio yang telah i papérkau di atas, maka jelas bahwa
Jnmiah polisi di Indonesia tidak memadai dan tidak sebanding
dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sangat mendesak dan
penting untuk meningkatkan kuantitas personi] aparat kepolisian
untuk dapat melaksanakan funggi Polri dengan baik.

Selam faktor perlunya penambahan jumiah personil polisi,
faktor lain yang {idak kelah pentingnya adalah peningkatan
kesejahteraan Polisi dengan cara menaikkan gaji dan benfuk-bentuk
fasilifas serta penerimaan lain yang dapat meningkatkan ;%:endapalan
mereka. Ini merupakan hal yang sangat mendesak pula, karena
sangatlalt {idak mungkin dengan gaji yang kecil dan pendapaian
vang kurang memadai polisi akan bekerja dengan baik, mempunyai

dedikasi dan pengabdian yang tinggi.
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Seperli yang ditulis oleh LS. Susamto,* bahwa yang
nampak di mata masyarakat kita adalah gambaran polisi yang
negattf don menyalahgunakan kepercayaannya.

Senada dengan lal fersebut di atas, Saljipto Rahardjo®
berpendapal, balwa godaan mengenai sebab-sebab penting bagi
terjadinya korupsi olel polisi bersumber pada kewenangan secara
hukum untuk bertindak terhadap anggota masyarakat. Tidak tertutup
kemungkinan bahwa kewenungan yang diberikan dalam rangka
kontrol gosial tersebut dapat menggelincir menjadi kekuasaan yang
dimanthatkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
hukum.

Selanjutnya dikatakan bahwa fenomena korupsi oleh polisi
dikondisikan oieh pembatasan-pembatasan pula dalam birokrasinya,
seperti fend.’dmya gaji polisi juga menyangkut faktor “biaya dinag”
yang harns  dikeluarkan polisi  wntuk  menjalankan  tugas
pekerjasnnya, sementara negara tidak menyediakannya, maka hal itu
alan diambil dart masyarakat. In mengatakan balwa keamanan dan

ketenteraman harus dibeli dan tidak gratis.®

5 Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Hamdbabon Dan Kesigaan Memgw Folri Berpostur Sipil,
Aambutan Pada Permbukaan Seminar Nasional Polisi, Pusat Studi Kepolisian (PSK) Undip,
Semarang, 1999, halamon 12, )

S218. Susarto, Pertsoiggiorgiawaber Poltsi, Suara Merdeka, 15 Juli 1956, hatarnan VL

3 Satjipto Rahardjo, Foltsi dun Persekongicolan Jahat, Kompas tanggal 22 Agustus 1996, hal 4

& M., hal 45, Taalarn tulisannya disebuthan ada tiga Leori tentang korupsi oleh polisi, yaity 1.
Teori Apel dun Kantong Busuk, yailu yang dilabulzan secara individual oleh hanya beberapa
orang, 2). Teori kerupst meluas Tak Terorganisast yang prevalensitya cukup luas tetapi
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3). Meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian

. Pendekatan dan kebijakan pemberdayaan aparat penegak
hukum  (polisi) yang perln  dilaknkan adalah peninglkatan
profesionalisme polisi. Peningkatan profesionalisme polisi hanva
dapat ditempuh melalui peningkatan sumber daya manusianya, yailu
dengan cara melalui pendidikan dan keterampilan sebagai sumber
pengetabuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani
pekerjaan polisi. Dengan pendidikan dan keterampilan vang dimiliki
diharapkan pengetahuan dan wawasan polisi akan bertambah sebagai
bekal untuk menghadapai perubahan masyarakat yang semakin
kompleks.

Hastl penelitian di Amerika menunjukkan adanya kaitan vang
erat antara fingkat pendidikan dan kinerja polisi. Antara lain
dibuktikan bahwa polisi yang berpendidikan akademi lebih memiliki
kepekaan terhiadap rakyat, kemampuan 'beri{omunikasi dan cara
bertindak pada nmumnya.™

Dalam konteks ini, dengan pendidikan dan keterampilan
yang memadai difunjang dengan pengalaman polisi di lapangan
diharapkan dapat meningkatkan memapuan analisiz terhadap suvatu
masalah sehingga polisi dapat bérpikir dan bertindak dengan tepat.

Untuk itu  kurikulum pendidikan polri sebagai proses transformasi

berjalan sendiri=sendicl, 3). Teorl korupsi meluas tapl terorganisasi yang paling berbahaya
lesrens kel prevalensmya vang hag jugs terorganisss,

95 Sutjiplo Rahurdjo, Polisi Rerviedd S, Mabalah Sernitar Nasional Tentang Membangun Polisi
Berwatak Bipil, PSK Undip, Sermarang, 8 Juli 1999, halaman 9.
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yang keluarannya adalah sumber daya manusia yang berwatak sipil

periu segera dilakukan.

4). Mengedepankan pendekatan sosial budaya

Pendekatan wosial budaya itu perlu diprioritaskan polri,
karena polri acaplali diiedentifikasi sebagai cermin kecil masyarakat
kita. Sebagaian kecil dari gambaran obyektif masyarakat kita dapat
dilihat dari kinerja Polri® Pelaksanaan tugas keseharian polri
seharusnya lebili menonjol sebagai kekuatan sosial daripada
kekuatan militer. Karenanya, seharusnya tidak memprioritaskan
tnodel kekerasan, sebagai ciri pendekatan militer. Sebaliknya, model
pendekalan yang perlu ditonjolkan. adalah pendekatan sosial,
pendekatan budaya dan sejenisnya.

Menyadari kondisi bangsa Indonesia yang kaya akan
budaya, suku dan adat istiadat yang rawan dan berpotensi munculnya
konflik antar etnis maka penting bagi polisi untuk mempelajari dan
memperdalam ilmu-ilmu sosial-antropologi sehingga akan sangat
membantu aparat kepolisian dalam menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan yang timbul dalam magyarakat. Telapi ironisnya,
polist fidak “Widesain™ untuk | ulengatasi persoal-an dalam
masyarakal, misalnya kernsuhan, anarkbisme dan kekerasan massa
Namun yang lerpenting bagi polisi adalah selalu mengedepankan

pendekatan preventil daripada represif. |

% Yovel Alt, Op. it halamman 2.
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5} Meninghatkan displin dan komitmen terhadap masyarakat

Kinerja Polri di bidang kamtibmas perln dimanifestasikan
dengan penyempurnaan fugas Polri, yaitu melindungi dan
melayani {fo a protect and to serve) masyarakat, Kesulitan Polri
meinikul beban tugay kamtibmas tersebut adalah rendahnya
disiplin hukum, disiplin sosial dan lain sebagainya. Karenanya
setiap anggota Polri harus mampu memberikan contoh sekaligus
menjadi  suri  tanladan  bagi masyarakat luas  dengan
membuktikan babwa dimanapun anggota Polri bertugas, dan
apapun pangkat gerta jabaiannya mereka senantiasa akan
menjunjung linggl standar etika, norma hukum, nilai-nilai
moralitas dan lain-lain sebagaimana dikehendaki masyarakat.
Dengan meningkatkan disiplin, keberanian dan komitmen
terhadap masyarakat diharapkan secara perlahan akan
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakal terhadap aparat
penegak hukum (Polri).

Pemberdayaan institusi aparat kepolisian unfuk meningkatkan ei‘ektivﬁas
kerja sebagannana telah dipaparkan di atas sangat mendesak untuk segera
dilakukan. Unfuk dapat melaksanakan fungsi Polrt dengan selmﬁik-ba.iknya
diperlukan dukungan formal seluruh lapisan masyarakat, juga segenap unsur
penyelenggara negara, terhadap léinerja Polri. Dukungan ini tidak sulit diwujudkan
jika pelaym}m; Polti benar-benar tercegah dari |, segala bentuk arogansi

kewenangan. Sebab, man Hdak mau harus diakui tidak satu lembaga
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pemertntabpun di negeri ini yang memiliki begitu banyak kewenangan legal
seperfi dimiliki Polri.

Disadari bahwa dalam tugas penegakan hukum itu polisi tidak bekerja
sendiri melainkan bekerja sama dengan aparat hukum yang lain, sehingga tuntutan
peningkatan kerja sebagaimana pada polisi juga berlaku terhadap aparat hukum
yang lain dan juga kesadaran masvarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dalam upaya mengefektitkan hukum.

I}. Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi dan Kompensasi) Sebagai Upaya
Perlindungan Kepada Korhan Amuk Massa

Membahas masalah restitusi dan kompensasi, di samping merupakan
hak dart korban kejahatan® juga dalam rangka peninjauan yang lebih luas yaitu
sebagal salah satu upaya penmlggulahgam kejabatan yang berpijak dari perspeldif
korban. Walaupun disadari, bahwa hukum pidana hanya sebagai salah satu sarana
di antora sarana-sarana yang lain dalam rangks pencegahan alau penanggulangan
kejahatan akan tetapi dalam hal hukum pidana ini digunakan apabila sarana yang
lain tidak memadai (sebagai yitimum remedium)® di dalam pencegahan kejahatan,
maka kepentingan korban tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pengambilan
keputusan oleh hakim ferbadap pelake yang telah melakukan kejahatan dan
merugikan korban. Oleh karena itu, dulam kaitannya dengan tulisan ini

persoalannya adalah sejauhmanakal ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi

“ Lihat Tswanto, 1995, Op. CF. hal. 49 Berta lihat juga Resolusi Majelis Urnurn PBB No. 40/43
tertanggal 25 Nopember 1585 huraf A angha 44,

B Yotilah selfinaem remedion untul pertama kalinya dipergunakan ofeh Menteri Kehakiman
Belanda, yaitu MR Moddesnan di depan parlemen Negeri Belanda untuk menjawab
pertanyaan salah secrang anggota parlemnen, yailu Toan Mackay yang rnengatzkan bahwa ja
teinh gapal menermulten susty dasar hukwm mengenai perfunya suatu penjatuhan bukuman ta gi
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diterapkan oleh hakim berupa ganti kerugian sebagai upaya perlindungan hukum

kepada korban, khususnya korban akibaf kerusuhan dan amuk massa di

- Kabupaten Brebes.

Bertolak dart apa vang telali divraikan di atas, berikut ini akan dilakukan
pembahasan terhadap aturan-aturan hukum pidana, baik yang terdapat di dalam
hokum pidana materiill maupun hukum pidana formil mengenai aturan-aturan
yang berorientasi pada perlindungan korban, khususnya dalam wujud restitusi dan
kompensasi.

1. Pengaturan Restitusi Dalam Hukum Pidana. Materiil dan Hukum Pidana
Tormil.

Ketentuan mengenai restitusi dalam hﬁkum pidana materiil, diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mauvpun dalam
ketentuan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP. IMukum pidana
(KUHP) wvang berlaku sekarang um lebih menitikberatkan pada pelako
kejahatan [offender orientedi. Sedangkan perlindungan terhadap korban
kejahatan pada vmumnya adalah bersifat absirak dan secara tidak langsung
Perlindungan korban secara langsung hauya terbatas pada pemberian ganti
kerugian oleh s1 pe]:ﬂm kepada korban kejahatan®, yang dalam penelitian ini
disebut dengan restitusi, dan restitusi inipun orientasinya tetap saja pada
pelaku kejahatan.

Adapun perlindungan secara langsung vang berwujud restitusi seperti

yang telalr divraikan di atas, hanya terdapat satu aturan dalam KUHP, yaitu

sesecrang yang tefah roelsiukon suatu pelaggaran (PATF Lamintang, Doesar- Dusar fhdaon

Pidarna Idonesiz, Bandung, 1997, halaman 170

1 ihat Barda Nawawi Apiefll 1998, Op. i, halaman 58-59.
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sluran  yang  lermasuk  dalam  rusng  lingkup  pidama hersyarat

(Voorwaerdelitke Veroordefing (VV) probation).””

Pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam
pasal 14a sampai £ KKULIP. Istilah pidana bersyarat dikena! oleh masyarakat
Indonesia dengan istitah hukuman janggelan atan hukuman percobaan.’
Secara singhkat, pidana bersyarat dapat diartikan sebagai suatu pidana yang
diputuskan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu, baik svarat wnum
maupun syaral khusus, sehingga terpidana tidak perfu menjalani pidananya di
dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) kecuali jika syarat-syarat lersebul
dilanggar oleh terpidana.” Di dalam Pasal 14a KUTIP ditelapkan :

(1) Apubila bakim menjatubkan putusan pidana penjara paling lama satu
tahnn atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam
putusaniys dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani,
kecualj jika kemidian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain,
digebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelom
masa percobaan yang diteniukan dalam perintah terselﬁui di atas habis,
afan karena terpidana selama masa percobaan tidak mewmenuhi syarat
khusus yang snghin ditentuken dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyal kewenangan seperti di atas, kecuali dalam
perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila
menjatubkan denda, tetapi harus te-!ruyal:a kepadanya bahwa denda atau

peranipasan yang nnungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan

M sudarto, “Pemidanzan, Pidanz dan Tindakan,” Masaloh-Maszloh Fukoon, Majalah Fakuitas
. Hukum1J ndip Edisi Khusog, Tahun 20V, 1987, halarran 32,
A Iswanto, 1995, Op. Cit.. halaman 79.
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terpidana. Dalam menggunskan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran
candix hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika
ferhadap kejabatan dan pelanggaran ditentukan bahwa dalam hal dijatuli
denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (2).

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok
Juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim, berdazarkan
penyelidikan yang telifi, vakin bahwa dapat diadakan penpawasan yang
cukup untuk dipenvhinya syarat vmuom, yaitu bahwa terpidana tidak akan
melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-
syvaral ity ada.

(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atan keadaan-
freadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Berdasarkan ketentvan Pasak 14a KUHP di atas, dapat dinyatakan, bahwa.
pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana yang bertaku di Indonesia hanya
dapat dijatuhkan atau diputuskan oleh ha:kim, bilamana memenunhi syarat-syarat
sebagai berikut :

1. Dalam menjatublcan putusan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu
faliun.  Jadi dalam hal i1 pidana bergyarat dapat dijatubikan dalam
hubungannya dengan pidaﬁa penjara, dengan syarat hakim tidak ingin

menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu tahun, Jadi yang menentukan

3 i

" Tgtilal “terpidana® berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “seorang yang
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukom tetap”,
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bukanlal pidana yang diancamkan alas delik yang bersangkutan, melainkan
adalah pidana yang dijatubkan, ™ yaitu paling lama pidana penjara satu fahun.

2. Pidana bersyarat dapat pula dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana
kurungan, dengan ketenfuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda.
Mengenai pidana kurungan ini lidak diadakan pembatagan, sebab maksirmum
dari pidana kurungan ini adalah satu tahun.™

Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat juga dapat

Loy

dijafulkan, dengan batasan bahwa hakim harus yekin bahwa pembayaran
denda itu betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.” Pidana denda
dalam konteks ini tidak termasuk dalam pengertian pidana denda dalam
perkara-perkara pemasukan uang negara, alau pengembalian usng negara
seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea cukai, perkara tindak
pidana ekonomi maupun tindak pidana korupsi
Sehubungan dengan hal di atas, S.R. Sianturi’® menulis, pidana bersyarat
merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan atau dijatubkan
tidak akan dijalani terpidann, kecuali jika kemudian hakim memerintahkan supaya
dijalani karena terpidana : -
1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan satu
tindak pidana, atau

Dalam masa percobaan tersebul, melanggar suatu syaral khusus (jika

b

diadakan, seperti yang dimaksud oleh Pasal 14a ayat (1) KUHP, atau

™ «Pidana yang dijetubken” merupakan kewenangan hakim, sedanghkan “pidana yang diancambkan
atsw “pengancaman pidana® pada delik-delik yang bersanghulan, yaitu pemberian pidana
dalam arti abstrak, merupakan kewenangan dari pernbentuk undang-undang (kebijakan
jegislatif/kebijakan penumdang-undangan).

1 ihat ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHE.

¥ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, Tanpa cetakan, halaman 63,
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$os

Dalam masa yang lebih pendek dari masa percobaan tersebut, tidak
mefaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian
pada pihak korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Berkenazn dengan syarat yang lebih khusus ini, ketentuan pasal 14¢ ayat
(1) KUHP menetapkan: “Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali
Jika dyaiubkan denda, selsain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak
skan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khosus bahwa
terpidana dalam waktu terfentu, yang lebih pendek dari pada masa percobannnya
harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
tads.

Menurut hemat penulis, letak kekuatan dan arli penting dari pidana
bersyarat ity sesungguhnya terletak pada pemberdayaan syarat khusus, baik syarat
khusus berupa pengekangan pada kefakuan tertentu (Pasal 14c ayat (2) KUHP)
maupun berupa kewajiban memberikan ganti kerugian oleh ferpidana kepada
korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya (Pasal 14c¢ ayat
(1) KUHP).

Kedudukan sebagai syarat khusus, terutama syarat khusus yang berupa
rewajiban ferpidana umtuk mengganti sebagian atan selurnh kerugian yang
diderita korban, menurut hemat penulis, harug  juga bersifat  imperatif
sebagaimana haluya dengan syarat umum. Kongckuensinya adalah, seliap kali

hakim memberikan pulusan pidana bersyarat,”” malka korban paling tidak akan

B SR, Sianturl, dses-dios Hdwon Pidene Di hidonesiz den Penerapannya, Alumni Ahaem
Petehacrn, Jalarta, [282,, halwnan 473-474,

7 pytusan pidena bersysrat biaganya disrablzan pada perbuatare-perbustan yang Lidak roenimbulhan
kerugian yang begitu besar pada korban, dan dari segi pelakunya sendiri bukan erang yang
bertabiat jahat. Dalam kaitan ini, Andi Hamzah menyarankan, supaya penjatuhan pidana
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mendapat kepastian untuk smemperoleh ganti kerugian, walaupun penggantian itu
hanya sebagian dari kerugian yang dideritanya. Di samping itu, image masyarakat
yéng berkembang selama ini vang menyamaratakan antara putnsan pidana
bersyarat dan putusan bebas™ dapat dieliminasi, karena pelaku dalan hal ini
bukan hanya diberi “kelonggaran’™ untuk tetap berada dalam pergaunlanmasyarakaf,
melainkan bersamazn dengan itu, ia dibebani pula suatu kewsjiban {sebagal syarat
khusus) unfuk mengganti kerugian pada korban sebagai akibat dari perbuatan
yang telah dilakukannya. Dengan demikian dua aspek tujuan pemidanaan, vaitu
aspek prevensi special dan aspek prevensi general tercapai.

Dengan aspek prevensi special, pelaku diharapkan dapat menyadari akibat
perbualannya yang telah menimbulkan kerugian/penderitaan pada pibak lain,
schingga dengan memberdayakan syarat khusus berupa kewajiban pembayaran
ganti kerugian ini, maka sekaligus berfungsi pula sebagai saran pembinaan dan
pendidikan terhadap pelaku untuk dapat hidup bertanggung jawab. Sedangkan
dengan aspek prevensi general, masyarakat diharapkan dapat menghindari
perbuatan serupa dengan mengacu pada apa yang diputuskan oleh pengadilan
terhadap pelaku, yaitu bukan saja diberi “kelonggaran” untuk telap hidup dalam
pergaulan masyarakat tetapi juga diwajibkan pula untuk mengganti kermgian pada
korban .

Dengan memberdayakan gyarat khosus dalam penerapan pidana bersyarat

seperli yang lelah diuraikan di afas, maka fungsi pemidanaan lidak lagi bersifat

bersyarat divtwnakan terhadap delik tanpa korban drictimiess of crime} (Andi Hamz’xh Sistem
Pickwrer Do Pemticnean Di lidones iz, Jakarta, 1993, halaman 43),

 Putusan bebas dapat ter jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUUHAP, vaitn, “Fika
pengadilan berpendspal bahwa dari hasi]l pernerikesan 41 sidang, Resalaban terdakws atog
perbuatan yang didukwalan kepadanyus tidak lerbukti secara sah dan meyakinlan, maka
terdakwa diputus bebag”, :
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Iragmentasi, yaug hanya mengacu pada konsep individualisasi pidana, melainkan
fungsi pemidanaan, di samping berorientasi pada pelaku, sekalugus  juga
memperhatikan  pada  kepentingan  korban. Dengan  demikian terdapat
keé:eimbmgan perhatian antara upaya pembinaanirehabilitasi pelaku di safu pihak
dengan perhatian kepada korban di pilak lain. Hal ini sekaligus dapal memesnuhi
tunututan dan rasa keadilan.

Seperti yang dikatakan Wahyu Affandi,”” babwa perlunya pemberdayaan
pidana bersyaraf, (erufama syarat khusus, hakim pidana selsin memutuskan
pidananya, juga memufuskan tentang ganti kerugiannya adalah dalam rangka
efisiensi dan kepraklisan serls sesuai deugan perasaan  keadilan, yang
mendasarkan pada cita-cita ke arah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.

Di samping itu, melalul lembaga pidana bersyarat, hakim dapal pula
difungsikan dalam rangka ikut serta meningkatkan kesejahieraan masyarakat
(termasuk di dalamnya korban),’® sehingga dasar perlimbangan dalam rangka
menentukan besarnya jumnlah ganti kerugian yang akan diputuskan, selain de-xigan
melihat kondisi ekonomi-sosial peluku, sekaligns juga dipertimbangkan pula
keadaan sosial-ekonomi korban. Sehingga putusan hakim dalam kaitan ini, akan
bemuansa sekaligus akan berorientasi pada aspe-k yang mengandung segi
mertimbuangan keserahteraar korban, i samping pertimbangan yang tepal bagi
pembinaan dan rehabilitasi pelalu.

Dari wraian dialas, maka pulusan ganti kerugign lidak semata-mata demi

.

ganti kerugian ity sendiri, melainkan di balik itu terdapat aspek lain yang harus

7? Wahyu Affandi, Hakim dan Hudzen Dalam Praktek, Bandung, 1983, hal, 27.
"V Lihat Tesis Zul Akeial, Op. Cit, halaman 180.
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dipertimbangkan olel hakim, yaitu aspelk kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si

pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya,

-mauphn kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat

keadaan sosial ekonominya.

Mengingat begitu relatilnya sifal yang melekatl pada syarat khugug ini,
ferutama syarat khusus berupa pemba_yaran ganti kerugian, serta mengingat pula
kedudukan pidana bersyarat itu sendiri yang bukan merupakan hak dari terdakwa
untuk dapat memilih pidana yang berupa pidana bersyarat ini, sehingga pidana
berayaral lalu diasumsikan gian dipandang sebagai tindakan pengampunan atau
kemurahan hati dari hakim dan hanya dapat diperoleh dengan syarat-syarat

1 .
Berkenaan dengan syaral yang lebih

tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.®
khusur seperti vang dimalsud dalam ketentuan pasal 14c ayat (1) KUHP di atas,
inilah yang menurst Snudarle sebagai safn-salunya alwan vang terdapat dalam
KUHP yang berkenaan dengan magalah restitusi dan sekaligus aturan dalan: pasal
inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Dari hast! pepelusuran literatar, penulis tidsk menjumpai adanya kebijakan
legislatif vang memberikan pedoman secara khusus dan jelas bagi hakim di dalam
menjatubkan putusan pidana bersyarat.® Yang ada adalah syarat-syarat untuk
dapat diberikan pidana bersyaral seperti yang telah diuraikan di atas.

Ketiadazn pedoman ini bukan saja dialami oleh lembaga pidana bersyarat,

melaikan KUHP juga tidak memual atran (pasal) yang mengandung pedoman

® fgwanto, 1995, Cp. Cit., hataman 81,
8 ¥ ang ada hanya pendapat para ahli, diantaranya adalah pendapat dari Muladi, yang merumuskan
ukuran-uluran untuk menjatubkan pidana bersyarat. (Muladi, 1985, Op. Cit_hal. 198-200),
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pemberian pidans,® pedoman bagi hakim dalam menelapkan tinggi rendahnya.
pidana yang akan dijafubkan. Namun demif{i;u: menwrut Sudarto pedoman
pemberian pidana (secara umumO ini terdapat dalam MvT (Memorie van
foelichfita_g) talwn 1886, yakni : “Dalamn menentukan tinggi rendalinya pidana
untuk setiap kejadian, hukim harus memperhalikan keadaan obyektif dan
subyeklif tindak pidana yang dilakukan, ia harus memperhatikan perbuatan dan
pembuatnya, hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana
pidana itu?. Kerugian apukah yang ditimbulkan? Apakah kejabatan yang
dipersalahkan kepadanya ilu merupakan langkah pertama ke arali jalan sesat
alaukah sualu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat
yaug sebelumuya sudah {ampak?”?

Di samping ketiadaan pedoman di dalam penerapan lembapa pidana
bersyaraf, ternyala kerban sendiri juga tidak ada kepastian untuk memperolel
gantt kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Kalaupun
hakim memutuskan unluk menjatubkan pidana bergyarat, inipun belum tentun
(tidak menjamin) secara otomatis korban akan langsung mendapat ganti kerngian.
Sebab, tidak ada kewajiban bagi hakim, walaupun atas diri terdakwa telah diputus
dengan pidana bersyaraf, untuk juga mengadakan syarat khusus berupa
pembebanml' kewajiban pada ferpidana supaya membayar ganti kerugian pada
korban. hakim dalare hal ini oleh undang-undang hanya diwajibkan untuk
mencantumkan sysrat wmum (sebagai syaral mutlak pidana bersyarat) tapi tidak

ada kewajiban bagi hakim untuk juga mencantumkan syarat khusus berupa

pembayaran ganti kerngian,

8 Sudarto, “Dampak Putusan Hikim Pidana Pagi Masyarakat®, Maselah-Masalah Fhdaon,
Majalah Fakultag Hukurn Undip, Edizi Khusue tabun 2{VH, 1987, hal. 36,
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Penerapan pidana bersyarat, orientasinya adalah pada pelaku kejahatan,

seperti kesimpulan dari {alisan Muladi™ baliwa peperapan pidana. bergyaral

diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut :

L.

=

Pidana bersyarat tersebul, i satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan
individu, dan di lain pihak mempertahankan terlib hukuin seria memberikan
perfindungan kepada masyarakal secara efektif terhadap pelanggaran hukum
lebih tangut;

Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap
falsafal rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara
narapidana dengan masyarakat;

Pidana bersyarat harus dapal memngkatkan persepsi masyarakal akibat-akibat
negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat
usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;

Pidana bersyarat mengurangt biaya-biaya yang harusdikelvarkan oleh
masyarakat untuk icmbiayai sistem koreksi yang berdaya guna;

Pidana bersyaral diharapkan dapat membatasi kerugian dan penerapan pidana
pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya
tergantung kepada si pelaku tindak pidana;

Pidana bersyarat dihw'ap,kzm dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat
inlegratif, dalam fungsinya scbagai sarana pencegahan (umum dan khusus),
perlindungan  masyarakal, memelihgra solidaritas  masyarakat dan

pengimbalan. .

A Mudadi, Op. Cif., halarnan 127,
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Dari uraian di atas terlihat, bahwa penerapan lembaga pidana bersyarat,
sebagaimana  juga halnya denpan ketentuan KUHP pada umumnya, tidak
berorientasi pada korban kejahatan. Yang mendapat perhatian selalu saja si pelaku
kejahatan (individualisasi pidana).®® Di samping itu juga ternyata selama ini
seperti yang telah dijelaskan di atas, hakim tidak mempunyai sandaran /pegangan
atau pedoman sécara yuridis normatif di dalam penerapan pidana bersyarat, dan
bahkan termasuk juga di dalam penerapan pidana pada umumnya.

Adanya kemungkinan ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam penerapan
lembaga pidana bersyarat (Pasal 14¢ ayat (1) KUHP), menurut Barda Nawawi
Arief® pada dasarnya tidak bersifat pidana; ia hanya sekedar syarat/pengganti
untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belskang
pemikiran/konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana
(offender oriented), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada
korban (wctmz ariented).

" Akibat dari orientasi kepada pelaku kejahatan saja, maka konsekuensmya
adalah, kepentingan korban dalam hal ini lalu tidak termasuk sebagai suatu hal
yang periu dipertimbangkan dan karenanya terjadi penelantaran atau pengabaian
terhadap situasi dan kondisi korban. Kalupun dipertimbangkan, menurut Stephen

Schafer hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan pelaku.”

%% Ide Individualisasi pldana, menurut Barda Mawawi Arief, antara lain mengandung bebarapa
karakteristik, -yaitu: 1) pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas
personal); 2 pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: “tiada
pidana tanpa kesalahan”); 3) pidana harus disesuaiken dengan karakteristik dan kondigi pelaky,
ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagt hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis
mavpun  berat ringannya sanksi) dan harus  ada  kermungkinan modifikasi  pidana
(perubshan/penyesuaian dalarn pelaksanaannys (Barda Nawawi arief, 1996a, Op. Cit, hal 433,

% Barda Nawawi Arief, 1998, Cp. Cit.,, halaman 61.

57 Mardjono Reksodiputro, 1994c, Op. C#., halaman 76.
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Sistem pemidanaan seperti yang lelah diuraikan di alas merupakan sistem
pemidanaan yang bersifat individual/personal dan bukan pemidanaan yang
bersifat struktural/fungsional. Dalam sislem  pemidanaan yang
struktural/fungsional, menurut Barda Nawawi Arief™, pertanggungjawaban dan
pembinaan tidak hanya fertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku
kejahatan saja, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan vang bersifat
tofalitas  dan  strokiural.  Artinya, tidak  hanva  berfungsi  untuk
memperfanggungjawablan dan membina pelaku kejahatan, tetapi berfingsi pula
untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah piliak-pilhak lain yang
secara struklural/fungsional wempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan,
serla berfungsi pula voluk mewulibkan atau mengganti akibat-akibal/kerugian
yang timbu} pada diri korban®

Oleh karena itu, berdasarkan pada cksistensi lembaga pidana bersyarat yang
sekarang berlaku, adalah wajar kalan kedudukan syarat khusus berupa
pembebanan kewajiban pembayaran ganti kerugian (Pasal 14c¢ ayat (1) KUHP)
adalah bersifal fakultatif, Karena yang dipentingkan di sini bukannya melibat dari
sisi penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban, melainkan justru segala upaya
diarahkan pada orieniasi bagaimana pelaku itu dapat dibina, dididik dan lain
sebagainya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat baik dan produktif
{pola pemidanaan tragmeutaris).

Di samping pengaluran restitusi dalam hukom pidana maternl (KUHP),
perundang-undangan khusus di lmar EUHP juga memuat pengaturan fentang

restifusi, vaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Talun 1955 Tentang

?s Barda Mawawi Arief, 1998, O, O, hal. 51-52,
% Hal ini merupakan tugas/fungsi dari sistem peradifan pidana.
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Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 8d); dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Pasal 34¢), serfa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tenlang
Pengeloluan Lingkungau Uidup {Pasal 47¢, d dan o).

Restitusi dalam UUTPE fermaguk dalam roang lingkup tindakan tata tertib,
Kelentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatubkan sanksi
“tindeakan tata fertib” berupa “kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan fanpa
hale, “meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak”, dan “melalukan jasa-jasa
untuk memperbaiki alabat-akibat”, yang semuanya “atag biaya si ferhukum”.

Menurut Barda Nawawi Arief™ kelentuan ini adalah berorientasi pada
korban. Namun masih telap bersifal fakullatif, karena menorut Pasal ¢ ayat (3)
UUTPE,”' di samping terpidana dijatubi pidana pokok “dapaf’ jugn dijatubi
pidana fambahan atan tindakan tata tertib. Walaupun bersifat fakultatif, namun
kedudukannya lebih baik dibandingkan ganfi rugl menwut Pasal 14c KUHP,
karena “tindakan tai {ertib™ dzipat dijatubkan bersama-gama dengan pidana pokok.

Di dalam ketenlvan Pasal 34¢ UUTPK, juga memberikan pelnang kepada
hakim untuk menjatulilan pidana fambalan berupa pembayaran uang pengganti
yang jumiah maksimalnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil
korupsi. Menmut Barda Nawawi Arief™ mengingat kedudukan dari pembayaran
nang pengganti ini hanya gsebagal pidana tambahan, maka jenis sanksi inipun

masth berstfal fakullatif

" Barda Mawawi Arief, 1998, Gp. Cit., hal, 57.

! Pagal 6 ayat (3) UUTPE menentukan, “Tain daripada itu dapat dijstubkan juga Mukuman
tarmbahan tersebut daizm Pasal 7 ayal (1) atan Lindakan tata terlib tersebut dalam Pasal 3,
dengan fidak mergurengi dalarm hab-hal vang renongkinkay dijstuhlanmys tindakarn tata tertib
yang ditentukan dalam peraturan lain®, :

%2 parda Nawawi Arief, 1998, Cp. Cit.. hal. 58.
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Selain dari kedua ketentuan di atas, yaits UUTPE dan UUTPK yang memmat
aturan tentang vestitusg, masih terdapat satu ketentnan lagi, vaity Undang-Undang
Nomeor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungmi Hidup (Pasal 47¢, d, e).
GUTPLH i dikeluarkan wuluk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 yuang dipandang sudah lidak dapat mengikuti perkembangan zaman lagi.

Sorotan terbadap kejahatsn dart aspek korban (victim oriented analysis)
menurut Muladi®”® sangat penting sehubungan dengan pertumbuhan viktimelogi
sejale tahun 1947, Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban
kejahatan tidak hanya ditekankan ferhadap proses kriminalisasi, telapi juga
berkaitan eral dengan pedoman pemidanaan, konsep perlanggungjawaban pidana
dan usaha untuk mencantumkan ganli rugl (restitution) sebagai sanksi pidana
Dalam hal pertanggungjawaban pidana, antara lain muncul konsep shared
responsibifity, apabila si korban juga turut berperan untuk terjadinya kejahatan
tersebut.

Apa yang diwaikan ferakhir merupakan pergoalan yang berkailan dengah
masalah perumusan tindak pidana. Sedangkan yang berkailan dengan sanksi,
khususnya sankst dabom wajnd restitusi, dalam hal ini tidale digtur secara fogas.
Attinya, dari jepis-jenis sanksi yang lersebut dalam UUTPLIL tidak ada satu
peruntusanpun yang secara cksplisit mengatur jenis-jents sanksi/tindakan yang

berupa “pesmberiau ganti rugi”™ langsung kepada korban. Namun menurut Barda

"2 whinladi, “ Frivsie- Prosyy Dasar Makion Pukma Lingkesgers Dalam Eaitonya Dengan Lheclarsg-
Undang Momor 23 Talsor 1997, * Jurnal Hulurn Pidana dan Kriminologi, Volume 1 Momer 1
Tahun 1998 halaman 4. ’
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Nawawi Arief’ bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 47¢, d dan e dapat dikatakan
merupakan bentuk pemberian “restitusi”.
Kedudukan restitusi dalam uraian di atas, baik pengafurannya dalam KUHP

maupun dalam perundang-undangan pidana khusus di luvar KUHP kesemuanya

berkedudukan bukan sebagai pidana pokok, melainkan adalsh sebagai pidana

tambahan dan sebagai tindakan tata tertib.

Mengingat penderitaan dan kerugian yang dialami korban, baik korban dalam
pengertian individual maupun korban kolektif yang memerlukan perlindungan,
dan salzh satu wujud perlindungan itu adalah berupa restitusi, maka dalam
pembentukan hukum pidana materiil vang akan datang perlu kiranya
memposisikan restitusi ini ke dalam jenis pidana pokok, yailu dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap korban secara menyeluruh.

Sedangkan dalam konteks ini, Barda Nawawi Ariel “mengatakan, bahwa
sekiranya diorientasikan pada masalah korban, maka kriteria yang mungkin patut
dipertimbangkan dan dikembangkan ialah Kriteria material yang berorientasi
pada sifat/hakekat dampak delik pada diri korban. Misal untuk delik material
tertentu yang jelas-jelas berakibat kerugian/kerusakan/penderitaan bagi korban,
maka pidana ganti rugi selalu dapat dijatubkan bersama-sama sebagai pidana
tambahan atau menjadi pidana pokok alternafif di samping pidana pokok yang
diancamkan. Terlebih apabiia terpidana tergolong orang yang mampu, sedangkan

korban termasuk golongan tidak mampu.

4

93 ypuladi, “ Prinsip- Prinsip Dasar Fikum Pidana Lingkwungan Dalam Kaitarnya Dengan Undang-
Unckng Nowmor 23 Tabun 1997, « Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I.Nomor 1

Talwan 1998 halaman 4.
94 perds Wawewi Aviel, Sistem Perfanggurgianaban Prdana Terhadap Felake Tindak Fidana
Linghkungan Hichyp, (Artikel, belum dipublikasikan),
%5 Darda Nawawi Arief, 1998, Qp. Cit,, hal. 63.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana
(KUHAP), mengakui adanya 2 (dua) jenis korban, yaitu korban yang timbu

sebagai dari pelanggaran ketentvan dalam KUHP maupun korban yang timbul

sebagai akibat dari pelanggaran perundang-undangan khusus di luar KUHP (yang

lazim disebul dengun istilah korban kejalatan), dan korban dalam pengertian
tersangka, terdakwa, terpidana imaupun pihak lain  vang mendapat
perlakuan’tindakan fidak sah dari penguasa negara dalam hal ini yang dilakukan
oleh aparat penegak hukun.

Konsekuensi dari pengakuan adanya dua macaim korban ini akan berimplikasi
puiz pada masalah strategi perlindungan terhadap masing-masing jenis korban
tersebut. Salah satu bentuk sirategi perlindungan vang dimaksudkan itu adalah
dalam wujud pemberian ganti kerugian. Dengan adanya dua jenis korban tersebut,
maka masalah pemberian ganti kerugian inipun terdapat dua model pengaturan.
Pertamna, ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari
pelaksanaan ketentuan hukum pidana formil yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum. Ganti kenigian ini berasal /bersumber dari keuangan negara (Pasal 95-96
KUHAP). Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai skibat
dari pelanggaran kefentuan hukum pidané materiil yang dilakukan oleh terpidana
yang menimbulkan kerugian pada korban {(pasal 98-101 KUHAP Tentang
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian).

Terlepas dari adanya dua jenis korban s.'e.perti yang diuraikan di atas, dalam
buku Stephen Schafer {“The V:}:rim and His Criminal”) dikemukakan adanya 5

(lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaity :
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1. Ganti g (“damages”) yang bersifat keper‘dataan, dan diberikan melalui
proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses
pidana |

2. Kompensasi yané bergifat keberdataan, diberikan melalui proses pidana.

3. Restilusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan
‘melalui proses pidana. Walaupun restitusi di simi tetap bersifat keperdataan,
namun tidak diragukan sifat pidana {“punitif™ )}-nya

4, Kompensasi vang bersifat perdata, diberiken melalui proses pidana dan
disokong oleh sumber-sumberpenghasilan negara.

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini
berlakm di Swis (sejak 1973), di New Zealand (sejak 1963)_ dan di Inggris
(sejaic 1964) Sistem ini diferapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi,
sedangkan si pelaku dalam keadasn bangkrut daun tidak dapat memenuhi
tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan
pengadilan perdata atan pidana, telapi prosedur khusus/ftersendiri dan
independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban. %

Selanjutnya dikatakan, bahwa menurut Stephen Schafer,” bahwa restitusi
dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering
dapat dipertukarkan (“interchangeable”). Namun Ia mengidentifikastkan
perbedaan kedua istilah tersebut, yaitu :

-  kompensasi bersifal keperdataan (“(::ivil in character®), timbul dari

permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk

% parda Nawawi Arief, 1998, Op. Cif., halaman 59-60. Bandingkan dengan tulisan Stephen
Schafer dalarn “The Victim and His Criminal™, Random House, New York, 1968, hal. 105-

109,

*7 bid., hal. 60-61.
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| pertanggungjawaban masyarakat/negara (“the responsibility og the society”);
‘sedangkan
- restitnsi bersifat pidana (¥penal in character™), timbul dari putusan
pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud
pertanggungjawaban terpidana (“the responsibility of the offender”).

Dari uraian di atas terlihat bahwa KUHAP lebih condong menganut sistem
kedua dalam rangka memberikan perlindungan pada korban tindak pidana, yaitu
dengan memberikan kesempatan kepada korban unfuk menggabungkan perkara
gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dan ganti kerugian ini
dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana (bukan dibebankan pada
kenangan negara seperti pada jenis korban pertama. di atas). Jadi dapat dinyatakan,
bahwa KUHAP dalam masalah pemberian ganti kerugian ini, yakni sebagai upaya
perfindungan terhadap korban kejahatan adalah menganut sistem tedua secara
terbatas.

Di samping diadakannya aturan pembatasan ganti kerugian yang dapat
digjukan oleh pihak korban, yaitu hanya terbatas pada penggantian biaya, aturan
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian inipun hanya bersifat fakultatif.
Sifat fakultatif ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 98 ayat (1) KUHAP.*
Konsekuensi dari perumusan pasal fersebut adalah, bahwa hakim diberi
kesempatan atau kebebasan oleh undang-undang untuk memilih, antara menerima
permohonan penggabungan perkara gugata%l ganti kerugian yang diajukan oleh

korban atan menolak permohonan tersebut. .

% Dagal 98 ayat (1) KIUHAP, berbunyi ¢ Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di
dulam susty perneriksaan perkara oleh pengadilan Negeri roenimbulian kerugian pada orang
lain, maka hakim ketua sideng atas permintean orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana T
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Dasar pertimbangan hakim unluk menerima atau menolak permohonan

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban,*

adalah seperti dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP,

yaitu ;

1.

284

Pertimbangan lenlang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, baik
kewenangan absolut maupun relatif.

Kebenaran dasar ganti kerugian. Artinya, apakah benar-benar ganti .mgi yang
diajukan ifu merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal mi hakim akan mempertimbangkan
adanya kausalitas atan hubungan sebai) akibat antara tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh korban
sebagaimana diafur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Pufusan atau penetapan tentang hukuman penggantian biaya yang telah
dikeluarkan cleh pihak yang dirugikan, di samping putusan pemidanaan yang
dijatuhkan kepada terdakwa dan sekaligug penetapan biaya perkara pidana dan
biaya perkara perdata yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas terlihat, bahwa hak dan eksistensi korban (sebagai

pihak yang mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan panti

kerugian), menurut hemat penulis, masih belum diberdayakan secara maksimnal

dalam proges peradilan pidana Oleh karena itu masalah ganti kerugian ini,

berdasarkan Pasal 100 KUHAP, terutama yang berkaitan dengan masalah banding

nasib korban ternyata masih tergantung pada terdakwa Seyogyanya, menurut

hemat penulis, proses peradilan pidana pidana tidak hanya memandang dari sudut

9 Tatilah “korban® dalam konteks ini tidak dirumuskan gecara ekeplisit dalam rumusan pasal 98

ayat (1) KUHAF, tetapi dapat ditemuken dalam penjefasannya, Yang dimaksud dengan
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pelaku, melainkan kerugian/penderitaan yang dialami korban juga harus mendapat
perhatian dan pertimbangan secara proporsional. Dengan demikian penyelesaian
masalah ganti kerugian seyogyanya tidak bergantung pada diajukan atau tidaknya
banding oleh terdakwa, melainkan untuk mendapatkan kebenaran materiil, yaitu
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suain perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Maka proses
pemeriksaan terhadap perkara gugatan ganti kerugian inipun seyogyanya juga
harus bernuansa pada keadilan, bukan pada kebenaran formil seperti gugatan ganti
kerugian dalam hukum acara berdata. Ini mefupakan konsekuaensi logis dari
digkuinya lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian oleh KUHAP.
Maka dengan demikian dilihat dari perspektif korban, ketentuan-ketentuan
dalam KUHAP tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi korban
untuk memperoleh ganti kerugisn. Karena, di samping sifat aturannya yang
fakultatif, kebijakan legislatif ternyata juga tidak membérikan pedoman dan
panduan yang jelas kepada hakim di dalam penerapan lembaga penggabungan
perkara gugalan ganti kerugian ini. Di samping itu, lembaga ini bukan pula
termasuk sebagai salah satu jenis pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 10
KUHP, melainkan keberadaan lembaga ini, seperti dapat ditelusuri dari sejarah
pembentukan KUHAP, adalah bertujuan untuk memberikan perliqdungan bagi
korban suatu tindak pidana, supaya tidak mengajukan perkaranya lewat acara
perdata, yang biasanya memakan waktu da:.i biaya. Ketentuan penggabungan ini

kiranya sesuni-dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.'®

“kerugizn bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.
190 ¥ ihat ursian jewaban pernerintsh stag pandangan urourn DPR R1 mengenai RUL tentang
Hukum Acara Pidana, tanggal § Nopember 1979 {dikutip dari M. Hanalfi Asnawie, Ganti Rugi

den Rehabiliosi Mot KTHAP, Jakarta, 1985, hal. 112),
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Di samping ilu, kepada korban atau pihak yang dirugikan, berdasarkan
Pasal 100 KUHAP tidak memberi hak mengajukan banding atas putusan ganti
kéi‘ugian yang ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri, akibatnya adalah : |
1. Setiap putusan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban atau pihak

vang dirugikan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam
perkara pidana, telash melenyapkan hak korban untuk meminta banding.

2. Hak banding atas putusan penggabungan perkara perdata ke dalam perkara
pidana hanya diberikan oleh undang-undang kepada pihak terdakwa atau
pihak terggugat saja. Sebab, hanya terdakwa saja yang dapat mengajukan
banding terhadap putusan perkara pidananya.'”

Kenyataan ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang kurang adil
sekaligus mengandung diskriminasi jika dilihat dari perspektif korban gebagat
pihak yang dirugikan, karena jika pihak korban tidak setuju atas putusan ganti
kerugian oleh hakim, maka korban dalam hal ini ‘ticlak mempunyai upaya hukum
untuk mengadakan perlawanan atas putusan tersebut, dan hanya bisa pasrah.
Sementara kepada pihak terdakwa cleh undang-undang justru diberikan hak dan
késempatml untuk mengajukan banding. 10z

Sehingga dari uraian di atas dapat pula dinyatakan, bahwa perlindungan
hukum yang diberikan oleh KUHAP kepada korban kejaliatan merupakan
perlindungan yang bersifat parsial (fragmentaris), belum merupakan wujud
perlindungan hukum yang utuh. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP,
menurut hemat penulis, lebih berorientasi pada penyederhanaan proses/prosedur

untuk mendapatkan ganti kerugian Sedangkan substansi perlindungan yang

190 s Yahya Harahap, Pembahasan Fermesalaban dan Penergpan KUHAF, Jekerta, 1993, hal.

B08-50%,
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seharusnya diberikan kepada korban, yaitu ganti kerugiun itu sendiri, ternyata
KUHAP justru membatasi bentuk kerugian yang dapat dimintakan
"penggantimmya melalui prosedur ini. Juga dengan arti terbatas, dalam hal ini
harus dikaitkan dengan hak korban, yaitu bahwa pihak korban mempunyai hak
yang terbatas untuk dapat menuntut ganti kerugian. Akibatnya adalah, tidak
semua kerugian, yang walaupun nyata-nyata telah diderita korban sebagai akibat
dari tindakan pelaku, dapat diminfak;m ganti kerugiannya pada si pelaku.
Mengingat ganti kerugian yang dimaksud oleh aturan dalam KUHAP
hanya terbatas pada “biaya” yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh korban, hal
ini akan membawa pengaruh yang besar pada ruang lingkup perlindungan korban
sebagai akibat dari tindak pidané yang dilakukan oleh terdakwa. Artinya, dengan
adanya pembatasan ganti kerugian tersebut, maka ruang lingkup korban yang akan
memperoleh perlindunganpun akan menjadi semakin sempit, karena tidak semua
korban dapat memenuhi kriteria kerugian dalam wujud “biaya”, ‘Walaupun dapat
dipastikan, bahwa setiap korban kejahatan (lidak termasuk victimlesg crimes)
selalu mengalami kerugian /penderitaan akan tetapi jenis kerugian alau kategori
kerugian yang dapat dimintakan gauti kerugiannya telah dibatasi oleh KUHAP,
maka konsekuensinya adalah, tidak semua korban kejahatan diperkenankan untuk

menuntut ganti kerugian melalui lembaga penggabungan perkara. gugatan ganfi

kerugian.

% mid,
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2. Pengaturan Kompensasi Dalam Hukum Pidana Formil

Masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam bentuk

pemberian ganti kerugian yang dimaksud, diatur dalam Bab XII bagian Kesato

Pasal 95-96 KUHAP. Yang dimaksudkan “korban” dalam konteks ini adalah
tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau
tindakan yang tidak sah atan tanpa alasan berdasarken undang-undang yang
dilalauikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan afau penerapan
hukum pidana formil (KUHAP). Ganti kerngian (kompensasi) dalam hal ini
merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban jenig ini.

Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan,
“Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian
yang ditimbuikan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang
tidak sali menurut hukum Termasuk penahanan tanpa alasan, ialah penahanan
yang lebih lama dari pidana yang dijatubkan.

Masalah tuntutan ganti kerugian seperti (fapat disimpulkan dari ketentuan
di atas, adalah berkaitan dengan dan tidak dapat dilepaskan dari eksistensi
lembaéa “Praperadilan” sebagai lembaga yang berwenang unfuk memeriksa dan
memutuskan tuntutan ganti kerugian yang diajukan baik oleh tersangka, terdakwa,
terpidana maupun oleh ahli warisnya karena alasan-alasan seperti yang ditentukan
di atas.

Lembaga praperadilan merupakan suatu lembaga yang baru dalam dunta
peradilan di Indonesia, sckaligus telah memberikan, corak baru dalam tatanan
hukum acara pidana yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah

penegakan hukum. Lembaga praperadilan ini diatur dalam Bab X bagian Kesatu
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Pasal 77-83 KUHAP yang merupakan salsh saﬁx bagian dari ruang lingkup
wewenang mengadili dari pengadilan negeri.

Dalam penelitian ini, penulis membafasi masalah pada kompensasi
kepada. korban kejahatan, bukan kompensasi yang diberikan kepada tersangka,
ierdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan dari
aparat penegak hukum tanpa alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jadi yang akan dibahas adalah kompensasi vang diberikan kepada
korban kejahatan sebagai akibat tindakan orang lain yang menimbulkan kerugtan
atau penderitaan bagi korban,

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pengaturan pemberian
kompensasi dalam hukem pidana posilif, hanya terbalas kepada tersangka,
terdakwa, terpidana ataupun pibak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan
dari aparat penegak hukum tanpa alasan berdasarkan perafuran perundang-
undangan yang berlaku. Ganti kerugian dari anggaran pendapatan dan Belanja
Negara untuk korban jenis ini, merupakan suatu hal yang wajar dan sudah
selayaknya diberikan. Sebab, seseorang menjadi korban adalah sebagai akibat dari
tindakan yang dilakukan oleh penguasa negera itu sendiri, dalam hal ini adalah
oleh aparat penegak hukummnya Jadi keberadaan kompensasi dalam bhal ini
merupakan hak dari korban yang bersangkutan, bukan atan belum merupakan
kewajiban negara untuk membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan.

Adapun tentang masalsh ganti kerugian dari negara (kompensasi) kepada
korban kejahatan belum mendapat pengaturan. Ganti kerugian yang diafur dalam
hukum pidana positif kepada korban kejahatan hanya terbatas pada pengaturan

fentang restitusi (ganti kerugian dari pelaku). Keberadaan restitusi inipun,
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sebagaimana halnya dengan kompensasi, juga merupakan hak dari korban, belum

merupakan kewsjiban pelaku untuk membayar ganti kerugian fersebut kepada

.. korban kejahatan

Eksistensi restitusi maupun kompensasi yang pengaturannya baru sebatas
hak, maka ini berarti bahwa korban masih barugs memperjuangkannya.
Konsekuensinya adalgh, babhwa pihak korban belum mempunyai jaminan atan
kepastian terhadap keberhasilannya dalam memperjuangkan haknya tersebut. Bisa
berhasil dan bisa pula tidak berhasil dalam usshanya memperjuangkan haknya
iu.

Berlainan halnya jika kedudukan kompensasi maupun restitusi itu
diposisikan sebagai suatuy keharusan atau kewajiban, maka korban dalam hal ini
jelas akan mempunyai kepastian untuk memperoleh ganli kerugian. Masalah
besarnya jumlah kompensasi yang akan diterima oleh korban kejahatan dari
pegara, dalam hal ini akan bergantung pada kesalahan pelaku dan keterlibatan
korban itu sendiri dalam hal terjadinya delik. Untuk keterlibatan korban, dalam
hal ini didasarkan pada kategori keterlibatan korban berdasarkan derajat
kesalahannya seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Mandelsohn,

Di samping kategori keferlibatan korban dari Benjamin Mandelsohn,
Stephen Schafer 0% secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, getiap
manusia, potensial unink menjadi korban. Arlinya, semua orang lanpa kecuali
dapat menjadi korban. Untuk itulah 1a mengemukakan beberapa tipe korban. dari

semua tipe vang dikemukakannya, pada prinsipnya terdapat 4 {empat) tipe korban,

yaitu :

103 y fade Darma Weda, 1996, Op. Cit., halaman 30-91.
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diakui sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana Schafer

Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban.
Untuk tipe seperti ini, kesalahan ada pada pihak si pelakuy;

Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuntan yang merangsang
orang lain untuk melakukan kejahatﬁn. Untuk tipe int, korban dikatakan
mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak,
baik pada si pelaln maupun pada korban itu sendiri;

Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. anak-anak,
orangfua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan
sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam
hal ini tidaklah dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatiah yang
bertanggung jawab;

Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai
kejahatan tanpa korban. pelacuran, perjudian, zina adalah beberapa kejahatan
yang tergolong dalam kejahatan tanpa korban. Siapa yang bersalah? Yang
bersalah adalah si korban yang sekaligus juga sebagai pelaku.

Viktimologi menyarankan agar peranan dan pertanggungjawaban korban

%4 menyebut hal ini

sebagai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Berdasarkan sifat

hubungan antara pembuat dan korban, maka peranan korban pada proses

terjadinya tindak pidana dan kontribusi pelaku untuk memperbaiki korban atau

keluarga korban merupakan masalah sentral viktimologi yang berarti merupakan

intisari pertanggungjawaban pidana

Lud Stephen Schafer, 1968, Cp. CiL., hal. 37-38.
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Penulis berpendapal bahwa aspek korban memang sangat perlu
diperhatikan dalam keseimbangan terhadap kepentingan pelakn. Namun,
| ‘perspektif viktimologi mulai berkembang pula dengan lebih diperhatikannya hak
--asasi korban, daripada melilkat peranan bersalahnya korban dan mencoba unfuk
menyalahkan pelaku. Oleh karena itu harus ditekankan pada hak asasi korban,
sei;érti dumpak perbuatan bagi korban dan tindakan remediasi terhadap korban.

.‘ Menurut Richard Quinney, memperkenalkan perlunya sebuab ganti rugi
bagi korban kejahatan adalali sebuah permasalshan yang mendasar dalam
perkembangan hukum pidana modern, yaitu ganti rugi bagi korban yang semula
merupakan hak dari korban menjadi ganti rugi bagi korban yang merupakan
keh;n'usan. Hal ini terus berlanjut hingga timbulnya sebuah kesadaran negara
untuk ikut serta memperhatikan secara serius tentang korban kejahatan, khususnya
perihal campur tangan dalam hal melindungi korban dan dalam hal pemberian
ganti kerugian i)ada korban kejahatan. 105

Berbicara tentang pembayaran ganti kerugian kepada korban, terdapat
perbedaan aniara kompensasi dan restitusi. Menurut Stephen Schafer, kompensasi
adaiah.pembaym'ml oleh negara kepada korban yang telah mengalami penderitaan.
Sedangkan restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada
korban berdasarkan putusan peradilan pidana. 108

Dengan adanya perbedaan ini, menurut hemat penulis, jelag bahwa

kompensasi hanya bisa dimintakan kej;ada negara, sedangkan restitusi

dimintakan kepada si pelaku .

103 Richard Quinney, Who is The Vietdm?, “Victimelogy”, ed. Ierael Drapkin dan Erailio Viano
_ (London, 1975}, hal. 112, .
198 3 fade Darma Weda, 1996, Op. Cit., hal. 92,
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‘Te-rjjadinya berbagai tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat,
merupakan ésuatu indikasi bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus
berjatuhan tzieng,an berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan, baik kerugian
yang bersifeilt materiil mavpun immateriil. Kerugian yang diderita ity, bisa diserifa
oleh korba.rjl itu sendiri secara langsung maupun oleh orang lain secara tidak
langrung. 'ij{'ang terakhir imi, bisa tergolong sanak saudara atwupun orang-orang
lain yang mzenggantungkan hidupnya pada korban langsung tersebut.'”

Kebﬁijakml perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang
infegral dan kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam
rangka meéncapai kesejahteraan sosial'® Oleh karena itu, menurut Andi
Mattalalta, %keter!ibaian negara dan masyarakal! wmum dalam menanggulangi
beban pendieritazm korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-
fagilitas peilayanan umum, fetapi juga disertai dasar pemikiran, bahwa negara
berkewajib%n untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahferaan
para warga:nya Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara
dalam 1113ﬁ1berika11 perlindungan vang baik kepada warganya ' Berkaitan
dengan ini,% menurut Romli Afmasasmita, bahwa nepgara memiliki kewajiban
melindungiéwm'ga negaranya yang telah menjadi korban tindak pidana, antara lain
dengan merinberikan kompensasi terhadap korban atau keluarga korban. He

Sebégaj bahan perbandingan, negara perfama yang menyetujui undang-

undang ko;n.pe-nsasi atas korban tindak pidana tertentu adalsh New Zealand. -

107 andi Mattalatta, 1987, Op. Ci, halaman 36, periksa juga resolusi Majelis Umum PBB Momor
40/43 Tehtang Deklarasi Pringip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan
Penyalahgunaan Kekuasaan, huruf A angka 21

108 o de W awawi Arief, 1506a, Op. Cit., hal. 53,

109 pndi Mattelatta, 1987, Op. Cit., halaman 37,

M pomii Atrasasmita, 1992s, Op. Cit., hal. 28.
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Undang-undang i bernama Criminal Injuries Compensation Act 1963 dan
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1964. Undang-undang ini berdasarkan pada
falsafah “kewajiban masyarakaf terhadap orang-orang menderita merupakan
tanggung jawab negara, karena negara telah gagal mencegah terjadinya tindak
pidana™ "' Falsafah tersebut sesuai dengan makna kompensasi yang mengandung
suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat terhadap korban atas terjadinya
viktimisasi.

Sementara ita di Inggris, pemberian kompensasi diadakan bukan karena
negara mempunyai tanggong jawab hukum untuk membayar, tetapi didasarkan
pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atan kebijakan sosial
sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan, maka ketentuan tentang kompensasi
untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.'?

Sebagai suatu perbandingan, pemberian kompensasi oleh negara di Inggris
mempunyai beberapa syarat, yaitu :

(1) kerngian di bawah jumiah maksimal tertentu tidak dipeltimbangkan.;
{(2) kompensasi berlaku pada batas maksimum;
(3) kuﬁumnsasi ditolak jika korban menerima sejumlah pembayaran dari lembaga
lain;
{4) tidak dikenal pewarisan hak vntuk menanggung kompensasi, !
Sedangkan di Belanda, sebelum diundangkannya peraturan tentang

kompensasi (Wet 26 Juni 1975 Stb. 382), Menteri Kehakiman ketika itu di

+

U1y ihat Barda Mawawi Arief, 1998, Gp. Cit., hal, 63-64! Serta lihat juga Iswanto dkk, 1998, Cp.
Cit., hal. 54. Stephen Schafer, 1968, Op. Cit. dan Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1974, Cp.
OitL hal 114

Y2 parda Nawswi Arief, 1998, Gp. Cit, hal. 65-66.
113 } fade darma Weda, 1996, Op. Cit.,, hal, 93. Lihat juga Israel Drapkin dan Emilia Viano, 1974,

Op. Cit., hal, 109,
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hadapan parlemen Belanda, mengemukakan alasan mengapa masyarakat sebagai
keselurulian mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan,
tanggung jawab itn dihubungkan dengan keadaan bahwa penguass menyalakan
bebrapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan ketertiban
hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan‘ pidana terhadap
perbuatan-perbuatan itu, maka dapat difikirkan adanya suatu ingas dari ﬁenguasa
untuk meringankan atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu, "

Berbeda dengan kompensasi, permintaan restitusi mempunyai beberapa
persyaratan, yaifu :

(1) kejahatan tersebutl harus dilaporkan;

(2) pelaku kejahatan harus dapat diketahui/diidentifikasi;

(3) pelaku kejahatan harus dijatuhi pidana;

(4) korban mempunyai cukup wakiu dan vang unfuk mendapatkan pengacara
yang aka_n mengajukan kiaim di pengadilan;

(5) pelaku kejahatan mempunyai penghasitan cukup atan penghasilap te.tap untuk
meimberi restitusi,'"

Arif Gosita dalam kaitan ini menulis, alssan-alasan utama ganti kerugian
(kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain dilafarbelakangi oleh
pertimbangan sebagai berikut :

1. Kewajiban negara uniuk melindungi warga negaranya.
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;

3. Ketidaklayakan pembagian hasil; .

" sudarto, 1986, Cp. Cit., hal, 189-190.

H3 ade darma Weda, 1996, Op. Cit,, hal. 93.
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4. Pandangan sosiologis bahwa kejshatan adalah kesalahan masyarskat pada

umumnya, '
Berdasarkan uraian di atas, maka adalah dipéndmug periu untuk diadakan

7 dengan mengkaitkan

unc_iang-undang tentang perlindungan korban kejahatan
keterlibatan (keharusan/kewajiban) negara unluk memberikan ganti kerugian
kepada korban kejahatan''® Kompensasi tidak saja diberikan kepada korban
sebagai tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak lain yang mendapat
perlakusmy/tindakan vang tidak sah dari aparat penegak hukum, melainkan
sekaligus negara berkewajiban pula untuk memberikan kompensasi kepada
korban kejahatan. Walanpun pada tahap awal ganti kerugian kepada korban
kejahatan ini dilakukaﬁ secara bertahap dan selektif.

Berighap dan selektif dalam arti, bahwa korban-korban kejahatan yang
akan diberikan kompensasi, pada tahap awal dengan mengingat kondisi keuangan
negara, misainya hanya untuk korban kekerasan saja seperti kerusulian dan amuk
massa, dan untuk selanjutnya dikembangkan pada korban tindak pidana lain.

Apa vang telah diuraikan di atas merupakan bentuk dari upaya penal yang
berkaitan dengan kompensasi, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh negara yang
dilakukan melalui proses peradilan pidana. Di samping upaya penal, pembayaran

ganti kerugian dapat pula dilakuken dengan upaya nom-penal, yaitu antara lain

18 ppif Gousita, 1987, Cp. Cit., halaran 25,

117 1750l tentang perfunya diadakan undang-undang perlindungan, korban kejahatan ini juga pemah
disarnpaikan oleh Ketua Tirm Pernbela Demokrasi Indonesia (TPDI), R.O. Tambunan,
{Kompas, edisi tanggal 6 Nopember 1996).

18 yforumit Barda Nawawi Avief, “Gagasan untuk memberikan kompensasi kepada kotrban oleh
negara/masyarakal memang bergantung pada kermnarnpuan dan kondisi masing-masing negara,
Walaupun demnikian, sudah sastnys masalah ini sepatulrya juga dikernbanghkan di Indenesia,
yang walaupun mungkin hanya terbatas untuk kasus-kasus dan korban-korban tertentu, (Barda

Yawawi Arief, 1998, Op. Cif., hal. 67).
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dengan mengikutsertakan Lembaga Swadaya Maéyarakat (LSM) vang khusus
bergerak pada perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan,

Keikutsertaan LSM imi diperlukan dalom hal kondisi keuangan negara

' yang belum memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian kepada seluruh

korban kejahatan. Atas dasar itn, maka keterlibatan dan keberadaan LSM yang
pendanaannya berasal dari anggota masyarakai, diperlukan untuk ikut serta

memberikan bantuan dana kepada korban kejahatan yang membutuhkannya

3. TPencrapan. Restitusi Pada Kasus Kerusuban dan Amuk DMassa di
Kabupaten Brebes

Pada kerusuhan dan amuk massa yang terjadi di Kabupaten Brebes, telah
ditangkap pelaku pengrusakan, penjarahan dan pembakaran yang ditangkep pada
saat meletusnya kerusuhan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya perkaranya
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Brebes untuk dperiksa dan diadili karena telah
melakukan tindak pidana, yailu pencurian dan penjarahan {Pasal 362 XUHP),
kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang (Pasal 170 ayat (1) KUHP) dan kejabatan yang membahayakan
keamanan umum bagi orang afau barang (Pasal 187 ke-1 KUHP) yang
mengakibatkan korban menderita kerugian yang besar. |

Dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan data dan fakta, bahwa
dari 15 (lima belas) pelaku yang diadili, pros:es pemeriksaonnya terbag: menjach 3
(tiga) perkara dengan lima pelaku dalam saiu perkara dan diperiksa oleh majelis

hakim yang berbeda

201




Dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dari tiga perkara yang
telah diputuskan tersebut, ternyata tidak ada satupun dari tiga keputusan afau
vonis hakim yang menyatakan balhwa tersangka dibebani untuk membayar ganti
kerugian berupa restitusi kepada korban akibat dari perbuatan yang telah
dilakukannya Dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana berupa
pidana pokok saja, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk pelanggaran
Pasal 362 KUIIP, 8 {delapan) bulan untuk pelanggaran Pasal 170 ke-1 KUHP dan
10 (gepuluh} bulan untuk pelangparan Pasal 187 ke-1 KUHP dipotong masa
tahanan. Jadi dalam perkara kerusuhan dan amuk massa di kabupaten Brebes tidak
ada hakim yang menjatuhkan putusa;n dengan pidana pokok berupa pidana penjara
dan pidana fambshan berupa pembebanan ganti kerugian kepada pelaku
kerusuhan dan amuk massa. |

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketna Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dinyatakan bahwa hakim tidak
memberikan keputusan berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi
dengan pertimbangan, antara lain :

1. Tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidana ganti rugi dalam KUHP.

2. Korban tidak mengajukan permolionan penggabungan ganti kerugian.

3. Ketentuan mengenai ganti rugi yaug ada bukan sanksi pidana, tetapi hanya
syarat khusus.

4. Dari segi ekonomi, semus pelaku yang diperiksa dan diadili berasal dari
golongan ekonomi lemszh (fidak mampu/miskin), karenanya tidak mungkin
pelaku dapat membayar ganti kerugian kepada kerban, walaupun kerugian

yang diderita oleh korbau sangat besar sekali.
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5. Belum ada yurisprudensi tentang seseorang yang dihadapkan ke meja hijau
akibat dari ulahnya sebagai pelaku amuk massa dengan hukuman membayar
sejumlah ganti kerogian,

6. Korban secara ekonomis tergolong mampu,

7. Pelakn sudah mendapat pidana, berupa pidana penjara (perampasan
kemerdekaan).

8. Dalam surat dakwaan dan surat pepuntufan, jaksa tidak mendakwa dan
menuntut pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. '

Berdasarkan perfimbangan hakim uwntuk memberikan putusan restitusi
tersebut, jelas bahwa hakim sangatlah berpikir legalistik formal, tanpa sedikitpun
memberi pemikiran bagi keadilan vang substantif untuk memberi perlindungan
bagi korban. Menurut penulig, selayaknoya hakim mengakomodasi ketentuan
mengenai restitusi dan mempertimbangan kepentingan korban terlepas dari
masalah kondisi sosial-ekonomi korban maunpun pelaku.

Mencermati hasil wawancara dengan hakim di atas, diperoleh gambaran
bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih memperhatikan kepentingan
pelaku dan mengabaikan kepentingan korban, sehingga sebagai akibat lanjuinya
kerugian yang diderita korban juga tidak diputuskan siapa yang harus mengganti.

Berdasarkan pufusan hakim tersebut, kepufusan yang diambil kerapkali
mengecewakan pencari keadilan atau bahkan tidak mengakomodasi perlindungan

korban atau masyarakat. Sutherland . mengemukakan fenomena ini dengan “An

H? \Wawancara dengan ketura majelis hakim (Kepala Pengadilan MNegeri Brebes) yang meémeriksa

dan merrndus perkara kerusubian dan amuk massa, pada tanggal 20 Mei 1999,
Randingkan dengar hasil penelitian O Mays Indah 8, delan Tesis “Bekerfwya Peradien Pidanc
Dalam Mewgudkan Perlindungan Korban ™, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang,

2000.
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uniawful act is not defined as criminal by the fuct that it is punished, but by the
 fact that is punishable.'®

Bekerjanya aparat penegak hukum  dalam péradilzm pidana berdasar
‘penelitian diperoleh pendapat bahwa aparat penegak hukum merasa tidak tidak
melihat dirinya mewakili korban, melainkan lebih mewakilt terpeliharanya
ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya
mengkondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak
korban untuk memperoteh keadilan.

Pada kasus kerusuhan dan amuk massa di Kabupaten Brebes,
pertimbangan hakim dalam menjatubkan putusan tidak lepas dari peran Jaksa
dalam menuntut pelaku. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang
mengatakan bahwa Jaksa dalam tuntutannya tidak mencantumkan adanya tuntutan
ganti rugi kepada pelaku.

Pertimbangan Jaksa untuk tidak menunfut pembayaran gaati rugi oleh
pelaku kepada korban, karena berbagai alasan, antara lain:

1. Tidak ada kewajiban jaksa untuk menuntut ganti rugi.

2. Pefakﬁ tergolong orang yang tidak mampu secara materi.

3. Hukum mengatur secara limitatif dalam pidana bersyarat.

4, Korban dapat menuntut ganti rugi melalui prosedur gugatan secara perdata.

5. Pelaku sudah memperoleh ganjarannya dengan perampasan kemerdekaan. !

120 \lewman, dalam Geis, Gilbert; Meier, Robert F, White Collar Crime, Qffenses in Business,
Poittics, ard The Profesions, New York:The Free Press, 1977, hal. 55.

120 Wawancara dengan Jaksa tanggal 22 Mei 1999, Bandingkan dengan C. maya Indah 8. Cp.
it hal. 216, Lihat juga Guidelines on The Role of Prosecutor (Pedoman dan Peran Perninfit
Umum) yang diadopsi dari Konggres Kejahatan Ketujuh, Havana, 1990 di mana’ penuntut
wmam dituntut untuk relaksanakan fungsinya secara tidak mernihak dan menjashi segala
bertuk  diskrirninesi:  melindungi kepentingan  masyareksl,  berlindak objektif,
mempertimbangken posisi terdakwa dan korban, seria memperhatikan kondisi lingkungan yang
relevan, dan tanpa menghitung-hitung apakah menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa;
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Menurut pendapat penulis, faktor korban harus dipertimbangkan dalam
penyusunan suraf dakwaan dan tuntutan maupun perlakuan jaksa untuk

mengakses hal tersebut bagi korban. dalam hal ini, secara prosedural seharusnya

“korban juga memiliki hak agar kepentingannya untuk memperoleh keadilan

terwakili oleh kejuksaan dengan cara mengak(;modasi hak korban, yaitu acces to
Justice and fair treatment.

Dalam penelitian ditemukan fakia bahwa pertimbangan jaksa kerapkali
adalah perspektif jaksa sendiri. Keadaan dan pertimbangan korban tidak permah
diproyeksikan jaksa dalam tuntutamnya. Jaksa bertemu dengan korban hanya
dalam masa persidangan. Tidak pernah jaksa mengundang korban untuk
dilakukan pemeriksaan alau pemeriksaan tambahan, karena hal tersebut sudah
tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh polisi.'” Dengan demikian
dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan surat dakwasn dan
surat penuntutan, jaksa tidak sepenuhnya memperhatikan dan mengaitkan kepada
kepentingan korban.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, nampak jelas bahwa bekerjanya
aparat penegak bukum dalam memberikan perlindungan kepada korban,
khususnya korban kerusuhan dan amuk massa yang dijalankan melalui Jaksa dan
Hakim belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korbap.

Seperti yang ditulis TRoeslan Saleh, bahwa hakim kurang

mempertimbangkan faktor filosofis keadilan, dan hanya mempertimbangkan

4

mempertimbangkan pandangan dan keprihatinan korban, serta menjamin apakah mereka diberi
inforrnesi rengenal hak-hakrys sesuni dengen Deliarast Pringip-Frinsip dasar Keadilan Untuk
Korban Kejahatan dan Penyalashgunamn Kekuasaan, .

123 yrawancara dengan Jaksa Penuntut Umum tanggai 23 Mei 1999,
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‘faktor normatif sistematif, dan empiris, termasuk faktor non hukum lainnya yang
mempengaruhi keputusan hakim, seperti faktor ekonomi maupun politis.'?

Dalam menjslankan tugasnya, hakim harus mampu menterjemahkan
makna hukum. Hal ini berarti hakim bebas menterjemahkan makna hukum yang
mungkin tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh otoritas lain. Untuk itu
peran pendidikan hukum memiliki pengaruh bagi terbentuknya integritas hakim.

Senada dengan hal di atas Satjipto Rahardjo,'” mengemukakan bahwa
para hakim itu merupakan hasil pembinaan suafu pola pendidikan yang berasal
dari generasi sebelummnya terutama yang terdapat di kalangan pegawai negeri.
Karakteristik pbla pendidikan terletak pada nilai-nilai yang dipertahankannya,
yaitu pengagungan terhadap dinas, terhadap kewajiban, terhadap tata fordnung),
terhadap poela susunan afasan dan bawahan ; penghormatan terhadap semua tata
dan kepastian. Dalam keseluruhannya, maka sikap-sikap tersebut merupakan
tandz; ciri para pegawai negeri gaya lama yang bertentangan dengan ide
demokrasi.

Selanjuinya dikatakan, bahwa para hakim ini terdidik untuk menetapkan
duduk perkaranya. dalam rangka pikiran yang bersesuaian dengan susunan pranafa
yang ada. Dengan demikian para hakim ini akan terdorong untuk memberikan
jawaban-jawaban atau keputusan-keputusan yang konservatif terhadap masalah-
masalah yang dihadapkan padanya. ‘>

Dengan perspekiif di atas, bila dikaitkan dengan ketentuaﬁ mengenai

perlindungan korban yang begitu minim dalam peryndang-undangan, misalnya

123 1 oeslan Saleh mengatakan, bahwa npabila ditinjau deri perkembangan pemikiran dan sejarah
hulown, tanpak tiga fase, yailu normatif-sisternatis, empirik, dan filosofis, (Roeslan Saleh,
Pikiran- Pikimm Teriang Pertanggungiawaban Pidanz, Jakarta, 1982, hal. 2.

124 aatiipto Rahardjc, 1986, Cp. Cit., hal, 58.
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dengan pemberian gauti kerugian yang terbatas pada pidana bersyarat dan

penggabungan panti kerugian yang dimohonkan korban yang itupun bersifat

© limitatif, di samping kekurangan substansi KUHP yang tidak mencantumnkan

pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan bagi hakim, Maka berangkat
dari pemikiran formalistik, seorang hakim tidak berani menjatuhkan suatu
keputusan alternatif walaupun menjangkau kebutuhan hukum para pihak
khususnya korban.

Dalam hukum pidana materiil sebenamya felah diatur fentang
perlindungan hukum bagi korban, khususnya untuk memperoleh ganti rugl
materi. Ketenfuan Pasal 1dc ayat (1) KUHP menggariskan tentang pidana
bersyarat balwa hakim boleh menetapkan ganti kerugian akibat perbuatan yang
dilakukan terhukum, baik semuvanya atau sebagian dari jumlah kerugian yang
ditimbulkan itu. Namun ganti rugi di sani adalah bukan sebagai jenis atau bentuk
pidana, melainkan hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana unfuk tidak
menjalani pidana pokok, yaitu dalém hal hakim tidak menjatuhkan putusan
pemidanaan.

Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian hanya dapat diberikan

hakim, apabila hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun
atau pidana kurungan, juga syaraf khusus ini tidak bersifat imperatif tetapi bersifat
fakuitatif

Dalsm kaitan ini Sudarto menyatakan, bahwa perspektif KUHP yang

offender oriented kurang diimbangi dengan victim orignted. Kajian hukum pidana

125 mid., hal. 61.
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yang demikian adalah berat sebelah yang tampak terfokus pada perbuatan,
pembuaf, dan pidana. 12

Penulis Dberpendapat bahwa aspek korban memang sangat perlu
diperhatikan dalam keseimnbangan terhadap kepentingan pelaku, Namuon,
perspektif viktimologi mulai berkembang pula dengan lebih diperhatikannya hak
asasi korban, daripada melihat peranan berszlahnya korban dan mencoba untuk
tidak menyalahkan pelaku.

Berbagai kelemahan dalam KUHP positif sekarang ini dalam perlindungan

korban secara langsung, khususnya mengenai restitusi, diperbaiki dalam Pasal 56
RKUHP yang berbunyi :

“Ditingkatkannya status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum
pemidangan untuk semua delik. Pidana ganti rugi ini walaupun berstatus
sebagai pidana tmnbahﬁu (vaitu dijatubkan bersama-sama dengan pidana
pokok), tetapi dapat juga dijatubkan secara mandiri di samping {sebagai
alternatif) dari pidana pokok, yaitu apabila delik yang bergangkutan
hanya diancam secara tunggal.

Kriteria formal dalam Pasal 56 Konsep ini memang belum memuaskan,

Oleh karena itu disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berorientasi
pada korban, yaitu : |

1. Apabila delik yang i;érjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban; dan

2. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampy, sedangkan korban tergolong

orang vang tidak mampu. ‘

126 gudarto, Hidaun Pidane, Yayasan sudarto, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. B€.
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Artinya apabila kriteria materiil temenulﬁ, maka pidana ganti rugi
geyogyanya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana
mandiri (pidana alternatif) di samping pidana pokok. '’

| Untuk mengurangi kelemahan KUHP yéng tidak memuat pedoman
pemidanaan bagi hakim, maka dalam rancangan KUHP dikemukakan mengenai
kewjiban bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak ‘pidana bagi
korban atau keluarga korban (Pasal 48 ke-9 RKUHP). Sejalan dengan ketentuan

di atas, adalah pernyataan tujuan pemidanaan dalam Pasal 47 RKUHP, antara lain:

- Rumusan ke-1, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan horma hukum demi pengayoman masyarakat.

- Rumusan ke-3, yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat. '®

Demikian pula dalam perspektif hukum pidana formil (KUHAP), juga
mengatur tentang kemungkinan dibayarnya sejumlah ganti kerugian pada korban
kejahatan melani Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengenal lembaga
penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dan Pasal 274 sampai
Pasal 275 KUHAP tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai ganti rugi.
Namun ketentuan ini lebih bersifat keperdataan bukan bersifat sebagat sanksi
pidana. Di sisi lain, ketentuan ini memiliki kelemahan pula, yaitu bersifat
fakultatif, dan digantungkan pada permohonan korban untuk mengajukan
permohonan penggabungan ganti rugi. Padahal tidak semua korban kejahatan

mengetahui hak-hak korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti

127 paeda Nawawi Arief, “Masalah Penegukon Hidum dan Kebijakan Penanggudangan

Kejahatan” (Bab VI, Program Megister Hmu Hukumn Unidip, Semarang, 2000, hal. 63.
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rugi dalam perkara pidananya selambat-lambainya sebelum penuntut umumm
mengajukan tuntutan atas diri terdakwa. IHal ini disebabkan antara lain karena
sikap aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa maupun Hakim yang apatis dan
tidak memberitahukan tentang hak-hak korban,

Kelemahan KUHAP yang lain adalah lidak memperkenankan kepada
korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat immateriil.
Terhadap kerugian materiilpun masih terdapat batasan. Oleh karena itu terhadap
suafu tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian nyata, maka terhadap hal
ini korban tidak dapat mengajukan ganti rugt.

Dalam hal banding, berdasar Pasal 100 KUHAP korban sebagi pihak yang
dirugikan tidak memiliki hak mengajukan banding apabila terdakwa tidak
mengajukan banding atas perkara pidananya, kecuali jaksa yang mengajukan
banding atas putusan perkara pidana tersebut.

Kelemahan KUHAP dalam memberikan perlindungan terhadap korban ,
antara lain :

1. Tidak diakomodasinya hak korban untuk tetap mendapatkan bantuan hukum
dari penasehaf hukum.

2 Hak korban untuk mengetahui proses peradilan dari kasusnya, yaitu acces fo
Justice and fair treatment.

3 Tiak korban untuk dimungkinkan memperoleh assistance atan remediasi
terhadapnya.

4 Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh perlindungan/jaminan

keamanan sehubungan kedudukannya sebagai saksi.

B parda Nawawi Arief, 1996, Op. Ci., hal. 153, 155.
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5. Hak korban untuk mengajukan keberatan atau memilih jalan penvelesaian
terbaik dari penderitaannya. '

Menurut hemat penulis, bahwa pada hakekatnya ganti kerugian yvang harus
dibayarkan oleh pelaku kepada korban, sesungguhnya adalah juga merupakan
“Reuntungan” pula bagt diri si pelaku itu sendiri. Karena dengan memberikan
ganti kerugian pada korban, maka ada kecenderungan pidana yang dijatuhkan
akan lebih ringan dibandingkan dengan tidak membayar ganti kerugian. Hal ini
berangkat dari doktrin, bahwa kepedulian terbadap korban merupakan hal
yang me ringankaﬁ terdakwa.

Karena amuk massa menimbulkan kerugian tidak sedikit, maka adalah hal
yang wajar apabila korban akibat kerusuhan dan amuk massa menerima restitusi.
Restitusi diakui eksistensinya dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan
Bagi Korban Kejahatan dan Penyalshgunsan Kekuasaan yang disahkan oleh
Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/43 tanggal 29 Nopember 1985, pada.
huraf’ A angka 8, vaitu : “Orang yang bersalah atau pihak ketiga yang
bertanggung jawab atas perilaku mereka harus., apabila tepat, memberikan restitusi
vang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut
mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau
kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat
jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak '

Dengan disahkannya resolusi PBB tersebut menunjukkan, bahwa perhafian

Internasional mengenai perlindungan dan bantuan yang harus diberikan kepada

12 ¢ Maya Indah 8, Op. Cit, hal, 248,
1 Deklarasi Primsip-Frinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan

Kelwazaan, Diterjemahkan dan diperbanysk oleh Lembaga Studi dan Advolkasi Magyarakat
EL3AM, hal. 5.
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korban kejshatan, kian lama kian berkembang. Perkembangan ini sekaligus juga

mencerminkan adanya tuntutan yang semakin luas untuk meningkatkan perhatian

di kalangan hukum terhadap masalah-masalah yang Jmenyangkut kepentingan
korban kejahatan itu. Bahkan jauh sebelum disalikannya resolusi tersebut, dalam
Seminar Internasional Viktimologi yang diadakan di Jerugalem tahun 1973, juga
sécm‘ kbusus dibahas mengenai “ganti rugi” yang dikaitkan dengan kepentingan
korbasn. |

Perkembangan perhatian  kepada kepentingan korban ini, apabila
diperhatikan sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang ini sedang terjadi “arus
balik sejarak”, khususnya jika dikaitkan dengan gagasan ganti rugi pidana yang
dewasa ini berkembang, ™!

Jelaslah bahwa apabila dibandingkan dengan hukum pidana positif
sekarang ini, yaitu KUHP, pengaturan KUHP masih sangat terbatas dibandingkan
dengan pengaturan dalam deklarasi tersebut. Bila dikaitkan dengan urgensi
perlindungan hukum terhadap korban (amuk masgsa), khususnya perlindungan
korban secara langsung, maka perlu diberikan kemungkinan kompensasi bagi
korban.

Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam sistem pemberian
ganti kerugian dalam bentuk restitusi, sehingga kompensasi muncul sebagai solusi
alternatif. Hambatan tersebut meliputi :

1. Gagalnya peradilan pidana vntuk meugungkap pelaku yang akan dibebani

kewajiban memberi ganti rugi kepada korban.

2.‘ Kemampuan ekononi pelaku yang rendah,

13 Jimly seshiddigie, 1995, Op. Cit,, hal. 186.
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3. l‘m'a;f formulasi KUHP dan KXUHAD dalam sistem pemberian ganti rugi yang
masih berorientasi pada pelaku kejahatan. '

Ide dasar munculnya kompensasi ini adalah dalam rangka mengakomedasi
hak-hak asasi warga negara (korban) untuk memperoleh perlindungan hukum dan
kesejahteraan gosial, karena proses pemberian kompensasi tidak digantungkan
pada apakah si pelsku sudah tertangkap dan dijatuli pidana, tetapi kompensasi
juga lahir karena didorong oleh Yewafiban moral dari negara untuk melindungi
segenap warganya.

Seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan

Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, menyebutkan bahwa :

“ Jika ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam
kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban
memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya Korban
kejahatan harug menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial yang
cukup dari pemerintah atau sukarelawan. Negara harug selaln berusaha
merumuskan undang-undang nasional yang mencantumkan norma-norma yang
melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan
ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban-korban
penyalahgunaan tersebut, termasuk ganti rugi, kompensasi, dan asistensi”. '

Penulis berpendapat bahwa pemikiran kompensasi bagi korban, hendaknya
dimungkinkan sebagai suatu alternatif apabila korban tidak mendapatkan ganti
rugi dari pelaku {restitusi) dengan melihat kasus-kasys berat yang menimbuikan

kerugian vang tidak sedikit dan mengpganggu keadila masyarakat, misalnya

1321 ihat C. Maya Indeh 8., Op. Cit., hal. 243,

133 gigam, Op. Cit., hal. €,7,5.
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kerusuhan dan amuk massa. Di mana kompensasi diberikan tidak hanya secara
pragmatis saja fetapi sebaiknya dimungkiokan pemberian kompensasi secara
temporal dan terus menerus. |

Selain dari perspektif Infernasional, bila kita lihat dalam perspektif hukum
positif kita, perlindungan hukum bagi warga yang menderita kerugian akibat
kerusuhan dan amuk massa masth diatur secara konvemsional. Secara khusus, jika
memang ketusakan yang ditimbulkan tersebut dilindungi oleh proteksi pihak
ketiga seperti perusahaan asuransi, fidak akan u.luncul persoalan. Tetapi klansula
tentang kerusakan yang ditimbulkan serta penyebabnya harus tegas disebut dalam
perjanjian. Sebab sebagaimana pengalaman selama ini, kerusakan akibat huru-
hara di dalam negara dalam keadaan aman relatif’ sulit dimintakan ganti rugi
karena memang klausul demikian bersifat ambdi éu.

Contoh kasus mengenai hal ini adalah klaim dari pengusaha akibat

kerusuhan 23 Mei 1997 di Banjarmasin. Pihak asuransi menolak membayar klaim

yang diajukan toko-toko yang hancur, sebab klausul yang dinilai tidak memenuhi -

syarat. Klausul dimaksud berkenaan dengan unsur terjadinya huru-hara dalam
negara. Artinya kerusuhan tersebut kendatipun menimbulkan kerugian, dipandang
bukan sebagai “akibat huru-hara dalam negara” yang bersifat overmacht. Hal yang
sama dialami juga oleh korban kerusulian dan amuk massa di Kat;tlpaten Brebes,
pihak asurangi menolak klaim yang diajukan, dan ironisnya hampir semua korban
tidak mengasuransikan harta benda milikt;ya, sehingga kepada siapa harus

meminta pembayaran ganti kerugian?. .

Berkenaan dengan persoalan ganti rugi ferhadap suatu tindak pidana,

dalam KUHPerdata secara tegas hanya dinyatakan terhadap 3 (tiga) jenis tindak
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- pidana saja, yaiiu terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 1370 KUHPerdata),

tindak pidana penganiayaan (Pasal 1371 KUHPerdata) dan tindak pidana
penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata). '

Atas dasar ketentuan-ke tentuan tersebut di atas, dapat diadakan penuntutan
ganti kerugian terhadap yang bersalah {pelaku) karena ia,telal'l melakukan suatu
perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya ganti kerugian, Ketentuan
ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus di samping ketentuan umum yang
dapat digunakan, yaitu ketentruan Pasal 1365 KUHPerdata.

Ganti kerugian secara perdata untuk tuntutan korban amuk massa, secara
normatif memang diatur. Dasar tuntutannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1365 KUHPerdatas tentang tuntutan ganti rugi kepada pihak lain yang
menimbulkan kerugian. Namun jika dicennnti; ternyata dagar hukum ini tidak
dapat dioperasionalkan, karena terbentur pada unsur yang harus membentuk satu
kausalitas, siapa yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian, berapa
besarnya kerugian dan spaksh kerugian yang timbul tersebut memang layak
dipertanggungjawabkan kepada yang berbuat tersebut.

| Dalam perspektif di atas, jelas sulit diminta pertanggungjawaban kepada
pelaku kerusuhan, Apalagi kendatipun diketahui secara individual pelakunya,
fetapi secara materi belum tentn mampu membayar ganti kerugian dimaksud.
Demikian pula secara praktis, untuk memperoleh ganti kerugian itu harus melalui
prosedur peradilan perdata yang tidak " sederhana. Kendala inilah vyang
menyebabkan -tidak mungkin menuntut ganti rugi akibat amuk massa, apalagi

pelakunya rata-rata berasal dari golongan ekonomi lemah (miskin).

13 pbdurrahman, Aneka Maslah Dalam Prakiek Penegakars Pidauum Di Indonesiay Bandung,
1980, hal. 74.
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Apa yang telah diuratkan di atas, mervpakan pembayaran ganti kerugian
(restilusi) yang dilaknkan melalui upaya penal. Di samping upaya penal, upaya-
upaya non-penal juga dapat diberdayakan, antara lain adalah dengan menggugah
kesadaran pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan
melalui sarana kekeluvargaan (secara damai di luar.jalur formal). Pembayaran ganti
kerugian melalui sarana  kekeluargaan im tidak dimaksudkan untuk
menghilangkan atau menghapus pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap
pelaku, melainkan sebagai suatu upaya mepumbuhkan kesadaran terhadap diri st
pelaku atas tindakannya yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan pada
orang lain {korban).

Dalam perspektif yang lebih luas, penulis berpendapat bahwa terjadinya
amuk massa memang. menjadi satu fonomena sosial sebagai bias aktivitas sosial
yang bersifat kompleks dan untuk sementara ini masih sulit diantisipasi. Pada saftu
sisi, hal ini dapat dimaklumi jika munculnya kerugian akibat kerusuhan dan amuk

masga dipandang sebagai satu ekses.

Namun iropisnya selama ini belum ada perkara pidana yang
menyidangkan seseorang akibat ulahnya sebagai penyulut kerusuhan (actor
intefectual) diajukan ke pengadilan karena telah menimbulkan kerugian yang
besar bagi korban, Kalaupun ada yang diajukan, biasanya mereka bukan pelaku
utama dan dengan tuduhan bukan sebagai penggerak kerusuhan tetapi biasanya
dituduh karena kedapatan membawa senja.ia tajam, penjarahan, penganiayaan,

perusakan dan'lain sebagainya.

Secara pidana, dalam konteks ini telah terjadi dekriminalisasi, artinya satu

perbuatan kriminal yang nyata-nyata secara normatif dapat dikenai sanksi tetapi
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tidak diterapkan. Namwun pada sisi lain, toleranst dengan tindakan lunsk
merupakan kebijakan yang tidak meuguntunékm jika dipandang dari sisi
kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya bagi kerban kebrutalan dan
anakhisme massa. , karena siapa yang harus mengganti atay membayar kerugian
dan penderitaan yang dialami.

Dalam kaitan ini pertu dipikirkan urgensinya perlindungan hukum bagi
korban amuk massa. Di antara instrumen bukum yang sudah ada, Pertama,
menjatubkan sanksi kepada pelaku kerusuhan. Kedma, dengan membebankan
sejumlah ganti kerugian yang disertakan dalam putusan hakim tersebut. Hal ini
dimaksudkan, di samping akan memberikan efek jera pada pelaku juga untuk
menegakkan otoritas hukum sebagai institusi pengendali tindak kriminal,
khususnya kerusuban dan amuk massa

Mendasarkan pada lal tersebut di atas, jelaslah bahwa urgensi untuk
perlindungan korban dapat dicapai dengan menempatkan perspektif korban, baik
sebagai salsh satu prasyarat dalam pembuatan perundang-undangan maupun
bekerjanya aparat penegak hukum

Dalam konteks ini, menurut hemat penulis kemumnpuan aparat penegak
hukum juga harus dipéﬂimbangkml supaya tidak ada kelebihan beban bagi aparat.
Untuk itu perlu memberdayakan lembaga swadaya masyarakat {LSM) untuk
berpartisipasi dalmn memberikan perlindungan kepada korban, bilamana kondisi

keuangan negara belum memungkinkan sebagal upaya non-penal lainnya.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kerusuhan dan amuk massa yang terjadi pada tanggal 13 Pebruari 1998 di
Kabupaten Brebes adalah kerusuhan bemuansa “SARA” vang melibatkan dua
~ kelompok masyarakat dan etnis, yaitn masyarakat pribumi yang bereinis Jawa
dengan masyarakat non-pribumi yang beretnis Cina. Akibat dari kerusuban
dan amuk massa tersebut menimbulkan korban. Korban yang semuanya dari

WNI keturunan Cina menderita kerugian, baik kerugian materiil berupa

hancur dan terbakarnya bangunan, rumah, gudang dan toko-toko yang dijarah

dan dibakar serta rusaknya rumah ibadah yaitu Gereja Katholik. Di samping
itu juga korban menderita kerugian yang bersifat immateriil, berupa perasaan
takut, rasa tidak aman dan traumatik munéulnya kerusuhan yvang sama.

Dari hasil temnan dan fakta empiris di lokasi penelitian, bahwa munculnya

kerusuhan dan anuk massa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, vaitu :

1. Faktor sosial-budayﬁ, yaitu adanya pandangan dan nilai-nilai yang menjadi
penuntun perilaku serta karakterigik khas kedua kelompok magyarakat atau
etnis yang berbeda.

Kontribusi faktor sosial-budaya dalam munculnya kerusuhan dan amuk
massa, adalah : .
a. Gagalnya upaya asimilasi (pembavran) antara Warga Negara Indonesia

keturunan Cina dengan masyarakat pribumi.
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b. Perbedaan ciri khas masyarakal etnis Cina dengan masyarakat pribumi.

¢. Adanya persepsi di kalangan warga keturunan Cina bahwa “uang dapat
membeli segala-galanya”.

d. Realitas Birokrasi Orde Baru yang kuat dan cenderung minta dilayani.

2. Faktor ekonomi, yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai
akibat kebijaskan pemerintah Orde Baru di bidang ekonomi, di mana
hampir semua kegiatan ekonomi dikuasai oleh etnis Cina dan masyarakat
pribumi hanya sebagai objek dari kegiatan ekonomi.

3. Faktor Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (Sara), yaitu adanya
kebencian dan budaya anti Cina pada masyarakat pribumi yang disebabkan
tumbuhnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme Soeharto dan kroni-
kroninya dengan konglomerat Cina yang ditiru pejabat sipil maupun
militer di bawabmya. Selain itu juga karena selama Orde Barn masyarakat
dilarang bicara mengenai SARA.

4. Faktor kebijakan aparat penegak hukum (Kepolisian), yaitu ketidakpekaan
dan kelambanan aparat Kepolisian dalam mengantisipasi dan menangani
kerusuhan serta kebijakan aparat kepolisian yang :diskriminatif” dengan
hanya melindungi mercka yang secara ekonomi mampu.

2. Dengan memperlimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kerusuhan dan amuk magssa, maka kebijakan aparat penegak hukum dalam
memberikan perlindungan hukum kepada korban amuk massa dilakukan
dengan cara :

1. Penanganan Jangka Pendek, dengan upaya :

a. Menghentikan kerusuhan dan konflik fisik antar etnis
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b. Melakukan ikrar damai

c. Mélakukan tindakan hukum secara cepat dan tepat

d. Mengadakan forum dialog antar etnis

Penanganan Jangka Panjang, dilakukan melalui

a  Penanganan dengan pendekatan aspek budaya

b. Penanganan dengan pendekatan aspek ekonomi

¢. Pemberdayaan hukum untuk mengantisipasi munculnya konflik yang
bernuansa sara di Kabupaten Brebes

d. Pemberdayaan sumber daya aparat (hukum), dengan cara

1. Memberikan otonomi yang luas kepada Kepolisian

=2

Meningkatkan kuantitas personi! dan kesejahteraan polisi

Meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian

'UJ

4. Mengedepankan pendekatan sosial budaya

5. Meningkatkan digiplin dan komitmen polisi terhadap masyarakat.

3. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian berupa restitugi

kepada korban kejahatan terdapat dalam dua bentuk pengaturan, yaitu dalam
hukum pidana materiil (KUHP) dan dalam hukum pidana formil (KUHAP).
Dalam hukum pidana materiil, restitusi diatur dalam Pasal 14c ayat {1
KUHP, yaitu tentang ganti kerugian sebagai syarat khusus pada lembaga
pidana bersyarat. Restitusi dalam ketentuan ini berkedudukan sebagai syarat
khusus yang bersifat fakultatif. Ketentu:am tentang restitusi inipun belum bisa
memberikan perlindungan hukum bagi korban (amuk massa) karena

orientasinya tetap pada pelaku tindak pidana.
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Di samping itu, pengaturan fenfang restitusi juga terdapat dalam perundang-
undangan khusvs di lnar KUHP, yaitu dalam Pasz;j 18d Undang-Undang Nomor
7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi, yang masuk dalam lingkup tindakan tata tertib. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 18 yang berkedudukan sebagai pidana tambahan, yaitu berupa
pembayaran uang pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 huruf ¢, d, dan e dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengaturan restitusi dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP,
dipandang belum berorientasi pada korban, karena kedudukan restitusi
dirumuskan sebagai pidana tambshan ateu sebagai tindakan tata tertib yang
bersifat fakultatif Jika dihubungkan dengan berbagai bentuk kerugian dan
penderitaan yang dialami oleh korban yang menghendaki perlindungan hukum
secara langsung berupa ganti kerugian {restitusi), maka seharusnya restitusi
diangkat sebagni bagian dari pidana pokok dengan syaraf untuk delik yang
benar-benar merugikan dan terpidana orang yang tergolong mampu seria
korban tergolong orang yaung tidak mampu.

Sedangkan pengaluran restitusi dalam hukum pidana formil (KUHAP) diatur
dalam Bab XIII (penggsbungan Perkara G.ugatan Ganti Kerugian) Pasal 98-101
KUHAP. Canti kerugian yang dapat disjukan,(dimintakan) oleh korban
melalui penggabungan perkara ini terbatas pada kerugian materiil, sedangkan

terhadap kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan. -
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Konsekuensi dari pembatasan jenis maupun bentuk ganti kerugian yang dapat
dimintakan penggantiannya oleh korban dari pelaku tindak pidana adalsh,
ruang lingkup perlindungan bagi korban akan ménjadi semakin terbatas, karena
tidak semua korban kejahatan dapat memenuhi kriteria dari ketentuan tersebut.

Di samping itu hukum pidana positif hanya memberikan hak banding kepada
terdakwa dan jaksa penuniut umum, sedangkan korban tidek mempunyai hak
banding, maka konsekuensinya adalah korban tidak mempunyai peluang untuk
melakokan perlawanan (banding). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa

ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang restitusi belum berorientasi

- pada korban (amuk massa).

Sedangkan ketentuan tentang kompensasi diatur dalam hukum pidana formil
(KUHAP), yaitu dalam Bab XII Bagian Kesatu (Ganti Kerugian) Pasal 95-96
KUHAP.

BResarnya jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara kepada
korban, ditetapkan dengan metode interval, sehingga hakim hanya diberi

kebebasan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian itu dalam batas

inferval minimum maksimum sebagaimana yang felah ditentukan. Tidak

terdapat alasan atau perfimbangan yang jelas yang melandasi penentuan besar
kecilnya jumlah ganti kerugian dengan metoda interval tersebut. Dengan
demikizn hal inipun bisa menjadi indikator bahwé ketentuan mengenai
kompensasi sebagaimana dengan ketentuan mengenai restitusi  belum

mencerminkan keberpihakannya pada perlindungan hukum terhadap korban

(amuk massa).
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4. Dalam memeriksa dan mengadili perkara kasus kerusuhan dan amuk massa
yang terjadi di Kabupaten Brebes, Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam
amar putusannya hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada
pélaku kerusuhian. Ketentuan-ketentuan menéenaj restitusi dan kompensasi
yang diatur dalam KUHP maupun perundangan khusus di luar KUHP dan
hukum pidana formil KUHAP) tidak diterapkan, sehingga keputusan siapa
yang harus membayar kerugian kepada korban kerusuban dan amuk massa di
kabupaten Brebes tidak dipuiusken siapa yang harus mengganti. Dengan
demikian hak korban untuk memperoleh ganti kerugian sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi korban seperti yang telah ditentukan dalam undang-
undang tidak terpenuhi dan akibat lebih lanjut adalsh perlindungan hukum
kepada kerban amuk massa belum optimal. Dalam konteks ini, hakim dalam
menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan kepentingan korban, melainkan
lebih memperhatikan kepentingan pelaku.

Secara praktis,l hal ini berakibat masih belum adanya perlindungan hukum

ang “sofi sticated bagi korban amuk massa.
yang

B.Saran

1. Dengan melihat fenomena kerusuhan dan amuk massa yang akhir-akhir ini
sering terjadi dan di sisi lain belum ada instrumen perlindungan hukum
terhadap korban amuk massa, khususnya ganti rugi akibat menjadi sasaran
amuk massa oleh para perusak maka perlu adanys kebijakan legistatif dalam
bentuk perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai ganti kerugian

akibat kerusuhan dan amuk massa, sehingga kepentingan korban akan
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mendapat perhatian dan  akan mendapatkan perlindungan hukum vang

optimal.

. Jika dihubungkan dengan berbagai bentuk kerugian dan penderitaan yang

dialami korban yang menghendaki perlindungan hulum secara langsung
berupa ganti kerugian (restitusi), maka seyogianya ketentuan mengenal
restitusi diangkat sebagai bagian dari pidana pokok untuk delik-delik tertentu
yang benar-benar merugikan/jelas-jelas berakibat penderitaan bagi korban.
Terlebih apabila terpidana tergolong orang yang mampu, sedangkan korban

termasuk golongan yang tidak mampu.

. Mengingat ketentuan yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi saat ini

lebih memperhatikan kepentingan pelaku dan belum berorientasi pada
kepentingan korban dan dengan mengacn pada eksistensi korban sebagai
manusia yang mempunyai harkat dan martabat, serta yang terdiri atas jiwa
(perasaan) dan raga, maka ferhadap ketentvan-ketenfuan hukum pidana
teraebut perlu dilakukan pembaharuan, sehingga tidak saja berofientasi pada
pelaku, melainkan juga secara seimbang dan proporsional berorientasi pula

pada korban.

. Perlunya diseminasi dan sosialisasi paradigma viktimologi bagi aparat

penegak hukum maupun pembuat undang-undang untuk mewujudkan

perlindungan korban dalam peradilan pidana
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